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ABSTRAK 
Tragedi 65 merupakan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang dilakukan negara Indonesia. Negara melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap sebagai dalang atas peristiwa Lubang Buaya. Banyak orang tidak bersalah menjadi korban dalam tragedi 65 dan mendapatkan diskriminasi selama masa orde baru. Reformasi menjadi momen titik balik kelompok revolusi bersama korban tragedi 65 untuk memperjuangkan hak mereka yang telah dilanggar negara. Kondisi tersebut dianalisis dengan teori kesadaran kritis oleh Paulo Freire yang memberikan gambaran mengenai hubungan kaum tertindas, kaum penindas, dan kaum revolusioner. Perjuangan tersebut dilakukan untuk menciptakan inklusi sosial sebagai wujud dari humanisasi/kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kronologi pelanggaran HAM berat negara tahun 1965 di Surakarta, (2) transisi korban 65 di Surakarta menuju kesadaran kritis, dan (3) upaya korban 65 di Surakarta untuk mencapai inklusi sosial.
Kata Kunci : Tragedi 65, HAM, Kesadaran Kritis, Inklusi Sosial
ABSTRACT

65 tragedy is an Indonesia’s past serious human rights violations. The state carried out a massive eradication of members and sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) who were considered to be the masterminds of the Lubang Buaya incident. Many innocent people were victims of 65 tragedy and were discriminated against during the New Order era. Reformasi became the turning point moment for the revolutionary group along with the victims of 65 tragedy to fight for their rights which had been violated by the state. This condition is analyzed by the theory of critical consciousness by Paulo Freire which provides an overview of the relationship of the oppressed, the oppressors, and the revolutionaries. The struggle is carried out to create social inclusion as a form of humanization. This research is a qualitative phenomenological research with a case study approach. The results of this study are (1) the chronology of the state's gross human rights violations in 1965 in Surakarta, (2) the transition of 65’s victims in Surakarta towards critical consciousness, and (3) the efforts of 65’s victims in Surakarta to achieve social inclusion.
Keywords: 65 Tragedy, Human Rights, Critical Consciousness, Social Inclusion
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir, dan prinsipnya hak ini tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meski begitu, pelanggaran HAM justrru banyak juga dilakukan oleh negara itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada dasarnya HAM merupakan hak yang harus difasilitasi oleh negara, sehingga apabila negara tidak dapat memberikan rasa aman pada rakyatnya, maka saat itulah negara sedang melanggar HAM (Widiatmoko, A Fahmi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan Komnas HAM, salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara adalah tragedi 65, saat negara melakukan pemberantasan terhadap anggota ataupun simpatisan PKI, underbow serta organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Dalam situasi tersebut PKI merupakan partai legal yang masuk dalam 4 besar partai yang banyak terpilih saat pemilu tahun 1955. Istilah tragedi 65 tersebut lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dengan sebutan gerakan 30 september (G30S), gerakan september 30 (GESTAPU), atau Gerakan satu oktober (GESTOK). Dari ketiganya, sebutan yang paling sering digunakan adalah G30S/PKI yang berasal dari akronim G30S, kemudian diberikan imbuhan PKI sehingga menjustifikasi PKI sebagai pelaku utama tragedi tersebut.

Beberapa jenis pelanggaran HAM pada tragedi 65 berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan orang secara paksa. Secara hukum seharusnya sebelum diberikannya vonis ditahan atau mati, ada tahapan yang terlebih dahulu dilakukan yakni proses peradilan dalam rangka pembuktian atas tuduhan yang diberikan, namun pada saat itu negara tidak memenuhi hal tersebut.

Munculnya isu dewan jenderal yang digaungkan pada tahun 1965, dan disusul peristiwa lubang buaya dengan keenam jenderal TNI AD dan satu ajudan yang dibunuh, menjadi dasar pemberian tuduhan utama kepada PKI. Turunnya Soekarno dengan keluarnya supersemar hingga naiknya Soeharto menjadi presiden mendorong pembubaran PKI berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang PKI sebagai partai terlarang. Dan pemberantasan PKI tahun 65/66 menjadi tragedi terbesar dalam sejarah pelanggaran HAM berat masa lalu. (Hearman, 2013)

Kenapa situasi itu disebut sebagai tragedi karena pada masa itu, kerusuhan yang terjadi melibatkan banyak pihak, dan dilakukan secara massif di seluruh Indonesia. Sedangkan kata ‘peristiwa’ memberikan makna yang lebih sempit dan merupakan sebuah kejadian secara parsial dan kejadiannya bisa temporer. Pemberantasan PKI tersebut dapat juga dinyatakan dalam kategori genosida yaitu pembunuhan suatu keturunan tertentu, karena pemberantasan ini tidak hanya pada anggota dan simpatisan saja namun ketidakadilan juga diterima oleh keluarga dan anak-anaknya. 

Selain tragedi 65, pelanggaran HAM juga dilakukan oleh negara pada tahun-tahun setelahnya seperti penembakan misterius tahun 1981-1985, kasus talangsari  tahun 1984-1987, Tri sakti dan semanggi tahun 1998, tanjung priok tahun 1984-1987, DOM Aceh, kasus-kasus pembantaian di papua, dan masih banyak lagi yang hingga saat ini juga belum terselesaikan dengan tuntas oleh negara. 

Narasi besar tahun 1998 yang sering disebut sebagai reformasi pada dasarnya memiliki latar belakang yang cukup panjang. Tahun 1998 kebelakang yang kita sebut sebagai era orde baru yang muncul sejak peristiwa tahun 1965 yang lalu, dimana peralihan kekuasaan antara presiden soekarno menuju rezim soeharto terjadi. Adanya peristiwa 1965 tersebut menimbulkan perubahan-perubahan di berbagai komponen penting negara, mulai dari sistem politik, ekonomi, hingga sosial budaya masyarakat.

Sedangkan pasca peristiwa tahun 1998, istilah reformasi memberikan kebebasan dalam banyak hal untuk masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk korban peristiwa 65 yang pernah dimarginalkan oleh negaranya sendiri. Para korban 65 memberanikan diri untuk membuat wadah bagi orang-orang dengan nasib yang sama yaitu sebagai korban tak bersalah. (Pohlman, 2016).

Mereka kemudian membentuk banyak perkumpulan dan organisasi yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah di rampas negara pada saat tragedi 65 terjadi (Eickhoff, dkk, 2017). Salah satunya adalah organisasi bernama Sekber’65 (Sekretariat Bersama 65) di Surakarta. Organisasi ini menginisiasikan sebuah rekonsiliasi yang berangkat dari pemahaman inklusi sosial, yang berarti tidak ada lagi orang-orang yang di marginalkan dan dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Mereka menuntut penyamarataan hak dan kesempatan hidup bagi orang-orang yang pernah terdiskriminasi (Ruman, 2014).

Kondisi korban tragedi 65 dalam mengupayakan inklusi sosial tersebut sejalan dengan teori kesadaran kritis dari Paulo Freire dimana teori ini membiasakan masyarakat mengenal kemampuan mereka sendiri untuk menumbuhkan kelembagaan demokrasi yang benar (Shih, 2018). Sesuai dengan karyanya “Pedagogy Of The Opperessed”, Freire menegaskan bahwa tugas teori sosial adalah conscintizaso atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas. Konsep mengenai penyadaran atau conscientization digunakan untuk membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat terhadap lingkungannya. (Susanto, 2007)

Menurut Freire, kekuasaan akan selalu diikuti oleh pertentangan dan kontradiksi. Namun untuk melakukan dominasi agar masyarakat tidak banyak berkomentar, penguasa yang mendominasi lebih banyak muncul dalam bentuk teknologi dan ideologi. Kondisi ini yang kemudian menghasilkan ekspresi budaya yang menyebabkan masyarakat diam dan tertindas. Menurut Freire masyarakat yang tertindas berhak memiliki kebudayaan yang progresif dan revolusioner agar dapat membebaskan mereka dari dominasi. (Susanto, 2007)

Meskipun jumlah korban 65 di Surakarta semakin berkurang (meninggal dunia) karena usia yang sudah tidak muda, semangat untuk mencapai rasa aman bagi diri sendiri, keluarga, dan kelompok seperjuangan selalu hidup. Tidak adanya tindak lanjut negara atas kasus pelanggaran HAM berat 65 hingga saat ini tidak membuat para korban 65 di Surakarta berhenti memperjuangkan hak-haknya demi menjadi setara dengan masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah memasuki usia senja, para korban tragedi 65 terus mempertahankan kesadaran kritis atas kebijakan yang menindas mereka di masa lalu.

Sebagai tulisan akademik, penelitian ini berpijak pada aturan-aturan dan serangkain prosedur ilmiah. Hal ini perlu ditegaskan sebagai penolakan atas skeptisisme atau tuduhan bahwa penelitian ini memberikan keberpihakan kepada ideologi terlarang yang ada di Indonesia dalam hal ini komunisme dan atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam konteks tersebut, penelitian ini memaparkan mengenai proses terjadinya pelanggaran HAM berat pada tahun 1965, serta proses munculnya kesadaran kritis dari orang-orang yang dilanggar haknya sehingga menciptakan inklusi sosial bagi mereka para korban tragedi 65.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya pelanggaran HAM pada tragedi 65 di Surakarta? 

2. Bagaimana proses kesadaran kritis pada kelompok korban 65 di Surakarta dalam mengupayakan inklusi sosial?
1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan kisah perjuangan korban tragedi 65 selama masa penangkapan hingga pembebasan tahanan simpatisan PKI

2. Menggambarkan kehidupan korban tragedi 65 pasca pembebasan hingga saat ini

3. Mendeskripsikan kesadaran kritis pada kelompok korban 65 di Surakarta dalam mengupayakan inklusi sosial
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu sosiologi, khususnya bagi cabang ilmu Studi Kritis.
2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan untuk memberikan gambaran kisah perjuangan korban tragedi 65 selama masa penangkapan hingga kehidupan saat ini dengan basis kesadaran kritis dan inklusi sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, yang serupa dengan penelitian ini. 
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 HAM


Menurut John Locke HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci.

Menurut Chan (1995) dalam Yuliarso dan Prajarto (2005), HAM merupakan sebuah hak yang berkarakter universal (untuk semua orang, waktu, dan tempat), dan dimiliki oleh semua manusia. Serta keberadaan hak ini harus dilakukan oleh semua manusia.


Menurut Immanuel Kant manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran kebahagiaan rakyat menjadi tujuan negara dan tujuan hukum. Oleh karenanya, hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh negara. Ia harus diperlakukan sebagai subyek bukannya obyek. 

Menurut Miriam Budiardjo HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.


Menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia.


Dapat disimpulkan bahwa HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, dan prinsipnya hak ini tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau sebut saja negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meski begitu, pelanggaran HAM juga banyak dilakukan oleh negara. Karena HAM merupakan hak yang harus difasilitasi negara, maka yang dapat melanggar juga negara itu sendiri.
2.1.2 Tragedi 65


Tragedi 65 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang hingga saat ini belum mendapatkan proses penyelesaian. Tragedi ini merupakan tragedi pembantaian terbesar di Indonesia yang menewaskan lebih dari setengah juta masyarakat Indonesia yang dianggap terlibat dalam komunis mulai dari petinggi PKI hingga yang hanya simpatisan saja. Disebut sebagai tragedi karena kasus ini melibatkan banyak pihak, terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu yang lama. (Widiatmoko, Fahmi A, 2017)


Tragedi 65 sendiri merupakan sebuah rangkaian pergulatan politik antara PKI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ada dua bagian penting yang mendasari tragedi ini. Yang pertama adalah peristiwa terbunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat dan satu orang ajudan yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI. Kemudian yang kedua adalah tragedi pembantaian masal kepada orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI. 


Pembantaian ini dilakukan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Tragedi pembantaian ini tidak hanya terjadi selama beberapa hari, melainkan hingga beberapa tahun setelahnya. Menurut Ben Anderson, berita mengenai pengkhianatan PKI yang disebarluaskan oleh pihak pemenang merupakan sebuah propaganda kuat sehingga menimbulkan emosi dan kekhawatiran hingga di seluruh Indonesia. Adanya justifikasi tersebut memudahkan pihak pemenang mendapatkan dukungan dalam melakukan pembantaian masal tahun 1965. (Widiatmoko, Fahmi A, 2017)


Pembantaian masal pada tragedi 65 terjadi di daerah-daerah terutama di pulau Jawa dan Bali. Pembantaian masal tersebut dilakukan tanpa dibarengi dengan proses hukum yang berlaku. Orang-orang yang dibunuh, ditangkap paksa, dan ditahan seharusnya didasari dengan surat keterangan bersalah dan proses peradilan. Tanpa proses hukum tersebut, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM berat.
2.1.3 Inklusi Sosial

Inklusi sosial pada dasarnya menunjukkan keadaan sebuah lingkungan yang mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan  hak dan kewajibannya (Warsilah, 2018). Lingkungan yang inklusif menurut Lenoir (1974) dalam Warsilah (2018) adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan menyenangkan serta merangkul semua perbedaan. 

Inklusivitas kemudian dijadikan sebagai paradigma di dalam pembangunan – pembangunan inklusif, yaitu sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisa suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dengan cara mendukung keberlanjutan umat manusia dan ekologis (Warsilah, 2018). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Dapat juga diartikan bahwa inklusi sosial merupakan sebuah kondisi dimana setiap orang memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyrakatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kebalikan dari inklusi sosial adalah eksklusi sosial, dimana masyarakat atau individu tidak memiliki akses untuk mengikuti berbagai aktivitas dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, bahkan sosial budaya dan kesehatan.

2.1.4 Stigma

Menurut Erving Goffman (1959) Pengertian Stigma ini ialah segala macam bentuk atribut fisik dan juga sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasikan orang tersebut dari penerimaan seseorang. Menurut Mansyur (1997) Menurut Mansyur, Stigma ini ialah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan menurut Scheid & Brown (2010), Stigma ini ialah sebuah fenomena yang terjadi pada saat seseorang diberikan labeling, stereotip, separation, serta mengalami diskriminasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa stigma adalah sebuah ciri seseorang atau label atau stereotip yang biasanya bersifat negatif yang terjadi karena pengaruh lingkungannya sehingga menciptakan penolakan terhadap kondisi seseorng.

2.1.5 Diskriminasi

Pengertian diskriminasi menurut KBBI adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warna negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Pengertian diskriminasi menurut PBB adalah termasuk perilaku, berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Pengertian diskriminasi menurut Theordorson dan Theodorson (1979:115-116) adalah perlakukan yang tidak seimabng terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuau, biasanya berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaaan, agama atau keangggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan pengertian diskriminasi menurut Sears, Freedman dan Peplau adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaanya dalam kelompok.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan bentuk perilaku membedakan atau mengkategorisasikan seseorang berdasarkan kelompoknya dalam masyarakat tanpa memandang kemampuan individu tersebut. Biasanya pembedaan ini berdasarkan suku, ras, atau agama.
2.2 Penelitian Terdahulu
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Penelitian ini membahas mengenai nasionalisasi terhadap proses rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi korban tragedi 65, dan munculnya komunistophobi atau keadaan trauma terhadap komunisme. Subab pertama menyajikan beberapa data jumlah korban tragedy 65 terutama di wilayah masing-masing di Kediri, jumlah total korban pembunuhan massal berkisar 8.256-13.760 jiwa. Selain korban tewas pada saat itu ada juga korban yang bertahan hidup hingga saat ini, disampaikan oleh korban bahwa mereka berhasil bertahan karena mereka hanya tahanan golongan C dimana mereka hanya dianggap simpatisan yang tidak tahu apa-apa, namun dituliskan juga bahwa tahanan politik golongan A seperti pengurus desa, dan petinggi komunis daerah semuanya sudah tiada. 

Dari sepuluh jenis kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan menurut laporan hasil penyelidikan tragedy 65 oleh KOMNAS HAM, sembilan diantaranya terdapat pada peristiwa 65, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dari deskripsi kasus yang dijelaskan KOMNAS HAM dalam laporannya, dapat dibuat klasifikasi korban sebagai berikut :

1. Korban terbunuh baik itu PKI maupun yang diduga PKI 2

2. Korban yang ditangkap karena dituduh PKI atau memang PKI

3. Korban yang tidak ditangkap dan jelas bukan anggota PKI, namun memiliki kedekatan ataupun hubungan kekerabatan atau darah sehingga menderita kerugian material dan non material

Korban jenis kedua dan ketiga inilah yang saat ini gencar menyuarakan isu rekonsiliasi nasional. Bagi masyarakat awam hal tersebut merupakan konsekuensi yang layak diberikan untuk orang-orang tersebut. Namun alasan para eks-tahanan politik ini mengidentifikasikan dirinya sebagai korban adalah karena beberapa faktor. 

Para Eks Tapol yang ikatan politiknya dengan PKI atau ormasnya rendah, mengidentifikasi dirinya sebagai korban fitnah orang-orang yang tidak menyukai mereka atau yang yang ingin menjarah harta milik serta jabatan mereka. Kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban fitnah itu memandang masa selama di tahanan sebagai bentuk perampasan segala hal yang telah mereka miliki. Sedangkan para Eks Tapol yang ikatan politiknya dengan PKI atau ormasnya tinggi cenderung mengidentifikasi diri sebagai korban peperangan yang tidak mereka ikuti. Peperangan politik tersebut hanya dilakukan oleh elit pusat yang tidak mereka ketahui asal muasalnya.

Para korban ini kemudian mengajukan tuntutan rekonsiliasi yaitu dengan permohonan maaf negara kepada mereka. Permohonan maaf walaupun kelihatannya sederhana namun efeknya sangat besar bagi para korban yakni sebagai suatu oase bagi keprihatinan nasional, seperti yang dikatakan oleh Nur Kholis, selaku enggota KOMNAS HAM bahwa ini tidak menyangkut dengan ideologi. Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah, Presiden menyatakan penyesalannya. Dia harus menyatakan penyesalan bahwa telah terjadi conflicting ideology (konflik ideologi) di masa lalu. Namun seperti yang dapat dilihat saat ini bahwa pernyataan tersebut tidak diberikan oleh pemerintah. 

Banyaknya fenomena dalam masyarakat seperti postingan palu arit di media, atau buku-buku aliran kiri yang bermunculan membuat masyarakat mengalami kepanikan akan kembalinya komunime di Indonesia. Namun melihat kondisi dunia dimana komunis secara murni diterapkan, menjadi masuk akal apabila masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari bayang-bayang kekejaman PKI sehingga timbul ketakutan berlebihan terhadap hal-hal yang berbau komunis atau kita bisa memakai istilah Komunistophobi (trauma terhadap komunis).
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Membahas mengenai latar belakang terjadinya tragedy 1965 di Bali, yaitu adanya persaingan politik antara PNI dan PKI yang dimenangkan oleh PNI. Munculnya persaingan politik yang cukup sengit di Bali terus berjalan seperti menggunaan symbol-simbol partai oleh PNI yang kemudian diikuti oleh PKI. Tak berhenti disitu, persaingan dalam bidang ekonomi juga dilakukan oleh anggota partai, terutama kampanye PKI ke kalangan grassroot terutama petani di desa-desa, sehingga menambah kader PKI yang kemudian dikolektifkan dalam kelompok Barisan Tani Indonesia (BTI). 

Kemudian proses terjadinya pelanggaran kemanusiaan di Penglatan, Bali. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pasca peristiwa Gestok (Gerakan 31 September 1965) sebenarnya keadaan tidaklah segawat seperti yang ada di Jakarta sebagai barometer perpolitikan nasional. Keadaan tersebut berubah ketika ada instruksi dari petinggi Angkatan Darat untuk melaksanakan kebijakan tumpas kelor.

Angkatan darat memainkan peran penting dalam mendukung awal terjadinya pembantaian, dengan kesatuan RPKAD yang mendarat di Bali pada 7-8 Desember 1965, menyebarkan daftar hitam anggota PKI yang harus dibunuh. Tak hanya militer saja yang mengeksekusi pembantaian namun bersama dengan orang-orang dari PNI yang kemudian dinamakan Tameng PNI yang berseragam hitam. Menurut I Wayan Sedana, orang-orang dibunuh selain karena perbedaan ideologi partai juga disebabkan karena adanya sentimen pribadi, anggota PKI di Banjar kajanan.

Dampak dari situasi tersebut paling berat jatuh kepada keluarga dari orang-orang yang ditangkap dan dibunuh. Selain mengalami trauma, kehilangan kepala keluarga atau anggota keluarga banyak membuat keluarga korban menjadi miskin dan mendapatkan sanksi sosial, mereka mendapatkan stigma negative dari masyarakat sekitar bahkan hingga ke anak cucunya. Keluarga korban tak bersalah ini kemudian mencari kedamaian dengan mengikuti ajaran kerohanian. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kisah tragedi 65 dari sudut pandang korban terutama di kawasan Bali.
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Tidak semua mantan tahanan politik merupakan orang-orang yang tergabung dalam peristiwa 30 G30S terutama pada kasus pembunuhan 7 jenderal. Kebanyakan para korban hanyalah orang lulusan SD yang tidak tahu apapun soal politik. Beberapa dari mereka memang simpatisan PKI, namun hanya ikut Serikat Buruh dimana anggotanya hanya buruh kasar yang tidak pandai berpolitik. Selain itu ada juga yang merupakan anggota IPPI, Lekra, atau bahkan hanya sebagai keluarga dari anggota PKI siapapun dapat ditangkap. Mereka ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah tanpa mengetahui kesalahan apa yang mereka perbuat. 

Dari wawancara dengan korban lainnya, ditemukan status lain korban yang dulunya merupakan seorang anggota TNI, namun hanya karena dirinya pernah berkomunikasi dengan seorang anggota PKI, dirinya ditangkap. Ada lagi orang-orang yang disebut sebagai PKI malam dimana orang ini hanya waspada dengan kondisi negara saat itu. Dengan banyaknya orang-orang tak terikat PKI yang turut ditangkap, tragedi 65 saat ini masih menjadi konspirasi atas persaingan para elite politik di masa itu.

Stigma dan diskriminasi yang diperoleh para eks tapol tidak berhenti sampai mereka bebas, namun masih berlangsung bahkan hingga saat ini. Tidak hanya pada individu yang dituduh saja yang mendapatkan stigma namun juga keluarganya, juga kerabat dekat akan mendapatkan banyak gunjingan, baik itu hanya perasaan membenci, atau memberikan stereotip, hingga berperilaku mendiskiminasi. Eks tahanan politik dan keluarganya dianggap berbahaya dan jahat sehingga layak dijauhi. Tak hanya sampai di situ, generasi berikutnya seperti anak dan cucu juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka telah di labeli, dan tidak diberikan akses untuk kehidupan yang layak. 

Yang dapat dilakukan saat ini dengan segala stigma tersebut adalah merekonstruksi sudut pandang dan pemahaman atas apa yang terjadi di masa lalu. Orang-orang yang berkemampuan untuk mencari sumber pengetahuan atas realitas yang sebelumnya dikontrol oleh negara dapat mencari kebenaran lain. Perdebatan berbagai perspektif selama ini mengaburkan sisi kemanusiaan dari setiap orang. Karena itu, insiden G30S harus ditulis sebagai proyek perdamaian, dengan mendengarkan dan merasakan apa yang dilakukan aktor sejarah alami melalui ingatan kolektif mereka. Dengan mengingat, kita memiliki moral tanggung jawab untuk meninggalkan hal-hal buruk di masa lalu. Hal ini kemudian dijadikan evaluasi bagi negara untuk masa depan yang lebih baik.
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Banyak bentuk aktivisme politik dan sosial dihancurkan pada rezim Orde Baru terutama penindasan terhadap PKI. Partai tersebut bahkan masih dilarang hingga saat ini. Dilihat dari kontrol kuat rezim Suharto atas produksi narasi sejarah selama lebih dari tiga puluh tahun memperlihatkan kesulitan pada kemampuan untuk melawan sejarah ini. Hingga kini masalah utama di Indonesia adalah bagaimana menceritakan aktivisme politik masa lalu. Peneliti mengeksplorasi kebutuhan akan ruang terhadap beragam narasi, mengingat sifat kekerasan yang kompleks dan akibatnya, beragam jenis aktivisme di mana orang Indonesia Kiri terlibat pada tahun 1960-an, dan sejumlah besar mantan politis tahanan yang tersebar di seluruh nusantara.

Dijelaskan juga mengenai keadaan Indonesia selama masih dalam masa kepemimpinan Soekarno. Tentang bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan yang gemilang. Kemudian diteruskan dengan kondisi internasional Indonesia yang semakin luas, hingga akhirnya beberapa peristiwa terjadi seperti keluarnya Indonesia dari PBB. Sejalan dengan itu, pada tahun 1965 Indonesia diserang isu politik dan kemiliteran. Kondisi tersebut memburuk ketika terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI di Lubang Buaya, dengan PKI sebagai kelompok yang dianggap mendalangi peristiwa tersebut. 

Dijelaskan juga proses beralihnya kepemimpinan masa Soekarno menuju rezim Soeharto. Banyak orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan politik ditangkap dan dituduh sebagai seorang anggota PKI. Orang-orang ini banyak yang dibunuh, namun sebagian lainnya diasingkan. Selepas masa penahanan, mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak diijinkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Masa kejatuhan Soeharto membuka pintu kebebasan bagi korban tragedi 65 untuk memperjuangkan apa yang telah dirampas dari mereka pada masa lampau. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa korban tragedi 65 yang hingga saat ini masih bertahan.  Kendala yang dihadapi peneliti adalah memori pada korban yang semakin lama semakin menghilang, namun di beberapa situasi mereka sangat ingat dan menceritakan secara detail. Usia yang sudah lanjut membuat para korban tidak dapat berbuat banyak. Saat ini orang-orang awam justru yang menjadi pendukung utama mereka untuk mendapatkan keadilan.
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Pada subab pertama menjelaskan mengenai definisi genosida menurut beberapa ahli. Kemudian bagaimana genosida yang terjadi di beberapa negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan peristiwa genosida tebesar di dunia dengan kasus tragedi 1965. Subbab kedua membahas mengenai proses penyelesaian permasalahan tragedi 65 setelah bertahun-tahun pasca kejadian.

Sejak 1998, kelompok masyarakat sipil seperti Kontras, Elsam dan Lebaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) telah menuntut penuntutan untuk berbagai pelanggaran di masa lalu, pembantaian di Indonesia 1965 di antara mereka. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur) juga pernah dilakukan permintaan maaf atas yang terjadi di masa lampau, namun saat itu bukan atasnama bangsa Indonesia, melainkan atasnama lembaga Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 2004 Indonesia membuat komisi rekonsiliasi, namun tahun 2006 gagal lagi dilakukan rekonsiliasi. Lalu merespon hukum yang tidak segera dilakukan, beberapa kelompok masyarakat membuat LSM yang mendukung para korban 65 untuk mendapatkan kembali haknya. Tak lama, KOMNAS HAM juga mempublikasikan hasil penelitiannya selama 20 tahun mengenai tragedi 65. 

Perhatian yang sangat mendasar adalah bahwa tingkat pengetahuan tentang kekerasan massal 1965 sangat membutuhkan perbaikan. Batasan arsip dan penelitian baik di dalam maupun di luar Indonesia memiliki arti dokumentasi yang dapat diandalkan masih langka. Bagi mereka, tantangan utama adalah memperluas ruang sosial yang ada di mana para korban, dengan kerabat dan pengalaman mereka, diakui oleh masyarakat Indonesia. Jelas ruang itu tumbuh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun tetap tidak pasti apakah peran generasi baru Indonesia dapat melakukan inisiatif baru yang bertujuan untuk memberikan para korban 65 agar dapat berada pada tempat yang solid, dan menerima mereka dalam ingatan sosial dan budaya masyarakat mereka.

Berdasarkan tinjauan literatur diatas dapat diringkas kedalam tabel berikut,

Tabel 2.1

Tinjauan Literatur
	No
	Penulis
	Judul
	Pokok Bahasan

	1.
	Sigit Widiatmoko, Alfian Fahmi A
	Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatan Tragedi Nasional 65 Dan Upaya Rekonsiliasi Di Tingkat Daerah
	Artikel jurnal ini memiliki pokok bahasan rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi korban tragedi 65.

	2.
	Ketut Sedana Arta, Desak Made Oka Purnawati, Made Pageh
	Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Studi Kasus Tragedi Kemanusiaan Anggota PKI di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kontenporer Indonesia)
	Artikel jurnal ini membahas mengenai kisah terjadinya tragedi 65 di Bali, dari sudut pandang korban.

	3.
	Hamdan T. Atmaja
	Collective Memory and State’s Stigmatization of Ex-Political Prisoners on G-30S in1965
	Artikel jurnal ini memiliki fokus bahasan pada pemberian stigma dan perlakuan diskriminasi yang diberikan masyarakat terhadap korban 65. Sehingga perlu memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat tentang sejarah tersebut dan bahwa para korban ini pada dasarnya tidak bersalah.

	4.
	Vannessa Hearman
	Under Duress: Suppressing and Recovering Memories of the Indonesian Sixties
	Artikel jurnal ini membahas mengenai pentingnya membuka kembali sejarah yang belum selesai hingga saat ini. Dan juga meluruskan pemahaman sejarah.

	5.
	Martijn Eickhoff, Gerry van Klinken & Geoffrey Robinson
	1965 Today: Living with the Indonesian Massacres
	Artikel jurnal ini memiliki fokus bahasan penyelesaian kasus (rekonsiliasi), serta pentingnya memperbaiki pemahaman masyarakat tentang tragedi 65.


Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa literatur ilmiah mengenai bahasan tragedi 65 masih sangat jarang. Mengingat masih sensitifnya kasus ini dikalangan masyarakat Indonesia, membuat banyak pihak merasa enggan mengangkat kembali persoalan ini. Beberapa artikel jurnal diatas merupakan beberapa tulisan yang membuka kembali ingatan masyarakat mengenai tragedi 65. Secara ringkas telah disajikan dalam tabel, kebanyakan membahas mengenai kisah hidup korban, diskriminasi, dan penyelesaian kasus melalui rekonsiliasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan atas topik yang diangkat yaitu mengenai kesadaran kritis yang dimiliki oleh korban 65 sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan layak meskipun mendapatkan stigma dan diskriminasi. Penulis akan menyajikan proses munculnya kesadaran korban 65 atas Hak Asasi Manusia yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga menciptakan semangat perjuangan atas situasi ketertindasan korban 65 dan keluarganya. Dalam penelitian ini, perjuangan mendapatkan kembali HAM dan perjuangan mewujudkan rekonsiliasi muncul dari kesadaran kritis korban 65 itu sendiri, bukan sekedar bantuan atau keinginan dari pihak ketiga saja.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Hak Asasi Manusia John Locke

Locke dikenal sebagai salah seorang filsuf empirisme modern dan liberalism politik Inggris yang lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris. Ayah dan ibunya merupakan ahli hukum yang menentang pemerintahan di masa Raja Charles I. Hidup dalam keluarga yang berpendidikan mendorong Locke untuk menjadi seorang yang kritis. Dirinya seringkali mengikuti gerakan-gerakan moral politik semasa sekolah di universitas. (Juhari, 2013)

Sejak masih mahasiswa dirinya merupakan pembela kaum tertindas, pengkritik pemerintahan  yang konstitusional, mengemukakan kebebasan  pers, dan menyuarakan toleransi  bagi  para  penganut  agama  dan  pembaharuan pendidikan yang dianggapnya terlalu berorientasi terhadap masa lalu. Setelah lulus dari Oxford dirinya kemudian mengajar selama beberapa tahun di kampus yang sama. Namun karena peran Locke membela kaum tertindas sejak mahasiswa, pihak kampus kemudian mencurigainya membawa ajaran asing kepada anak didiknya. Locke kemudian pergi ke Belanda dan kembali ke Inggris setelah revolusi tahun 1688.

John Locke juga dikenal sebagai seorang politikus dengan beberapa karyanya seperti An Esssay Concerning Human Understanding, Two Treatises Of Civil Government, Letter Of Toleration, dan artikel tentang keadaan alamiah yaitu Tabula Rasa And Human Nature. Dalam artikelnya tersebut, Locke menyebutkan tabula rasa yang artinya putih bersih tanpa coretan sebagaimana manusia saat awal mereka diciptakan. Seluruh manusia tanpa terkecuali pada hakikatnya hidup sederajat dan setara. Kesamaan yang dikemukakan oleh Locke adalah memiliki kebebasan dan hak atas kehidupannya di dunia. (Juhari, 2013)

John Locke merupakan salah seorang filsuf yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta hak asasi manusia. Ada 3 hak alamiah (natural rights) dalam perspektif Locke yaitu hak milik (property), hak kemerdekaan (liberty), dan hak hidup (life). Ketiganya merupakan turunan dari konsep tabula rasa karena pada dasarnya manusia hidup dalam kebaikan. Dan ketiga hak tersebut menjadi awal berkembangnya konsep Hak Asasi Manusia. (Halili, 2015)
Konsep HAM Locke ini digunakan oleh Amerika untuk memberontak kepada Inggris pada tahun 1776 yang dicantumkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (United States Declaration of Independence). Lalu setelah Perang Dunia II, konsep HAM Locke kemudian dideklarasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 oleh PBB.

Menurut Locke, dibanding dengan negara dan hukum, hak-hak ini sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sejak manusia lahir ke dunia. Hak ini juga bersifat tanpa batas dan tidak dapat dicabut. Meski begitu, apabila hak ini muncul secara alami, kebebasan masyarakat tentunya tidak dapat terjamin. Oleh karena itu demi menjamin kehidupan masyarakat, muncullah istilah negara. Menurut John Locke, negara mempunyai tujuan menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan HAM. Hadirnya tanggung jawab negara atas hak asasi ini memberikan keberanian bagi masyarakat tertindas untuk mempertahankan dirinya ditengah penguasa. Oleh karena itu, Locke menegaskan bahwa negara sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak rakyat.

Dari konsep hak asasi ini kemudian Locke mengemukakan konsep baru negara dengan perjanjian antara pihak penguasa yaitu menjaga hak-hak alamiah masyarakat. Dalam kajian ilmu politik, perjanjian tersebut mewujudkan dua cabang yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara (pactum onionis) dan perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk (pactum subjectionis).
Dalam perspektif hak asasi manusia tersebut, Locke menyatakan bahwa kekuasaan penguasa akan dibatasi, sehingga kesewenang-wenangan penguasa akan berkurang. Adanya perjanjian pembentukan negara berdasarkan konsep HAM Locke menjamin kehidupan masyarakat kecil. Masyarakat yang merasa dilanggar hak nya juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap penguasa, disesuaikan dengan ruang lingkup perjanjian. (Salfutra, 2018) Gagasan Locke tentang hak alamiah ini kemudian menjadi dasar kemunculan revolusi hak dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18. 

Dalam awal perkembangannya sebagai konsep kebebasan, HAM kemudian dipahami sebagai sebuah bentuk penolakan atas intervensi terhadap individu. Disamping itu HAM muncul juga dalam perspektif yang lebih positif sebagai bentuk perlindungan diri dengan kebebasan menyatakan pendapat. Kehadiran HAM tersebut kemudian terus berjalan hingga memunculkan kesadaran atas hak individu oleh masyarakat.

Keberadaan HAM di dalam negara atau masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Dengan begitu dalam memahami suatu fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat hingga saat ini masih melalui banyak diskusi untuk menentukan apakah fenomena tertentu merupakan bagian dari konsep HAM atau tidak. Terutama apabila berkaitan dengan fenomena pelanggaran HAM. (Halili, 2015)

Menurut Manfred Nowak, HAM memiliki beberapa prinsip penting, diantaranya adalah universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Kemudian ditambahkan dua prinsip lagi oleh Rhona K.M Smith yaitu kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi (non-discrimination). (Arifin, 2019)

Prinsip universal secara singkat berarti dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak peduli dari negara mana, agama apa, berasal dari suku mana, dan kategorisasi lainnya, semua individu dipastikan memiliki hak asasi seumur hidupnya. Prinsip tak terbagi disini diartikan sebagai individu memiliki semua jenis hak. Entah itu hak hidup, hak berpendapat, hak berpolitik, dan hak-hak yang lain yang sama pentingnya, tidak ada yang saling bersaing menjadi hak teratas.

Berikutnya prinsip saling bergantung yang artinya setiap kategori hak akan berkesinambungan. Begitupun dengan prinsip saling terkait yang berarti setiap jenis hak itu saling berkaitan sebagai mata rantai kehidupan masyarakat.

Prinsip berikutnya mengenai kesetaraan, merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam implementasi Hak Asasi Manusia. Pasalnya menyamaratakan masyarakat tanpa kasta biasanya sulit dilakukan bahkan di negara demokrasi sekalipun. Oleh karena itu prinsip ini perlu dijadikan perhatian bagi para petinggi negara untuk menciptakan pengamalan Hak Asasi Manusia yang sebenarnya. Kembali ke prinsip awal bahwa HAM dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali.

Terakhir adalah prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi sendiri dapat dipahami misalnya apabila terdapat dua fenomena yang sama namun mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ada dua jenis diskriminasi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung apabila seseorang mendapat perlakuan berbeda tanpa perantara. Sedangkan tidak langsung apabila seseorang mendapatkan dampak dari kebijakan yang dibuat. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip kesetaraan.

HAM saat ini telah menjadi kesepakatan internasional yang berfungsi untuk mengevaluasi keberjalanan negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Dalam teori hukum HAM internasional, telah disepakati bahwa negara memiliki kewajiban terkait implementasi HAM. Yang pertama adalah kewajiban untuk  menghormati  (obligation  to respect), yang kedua adalah kewajiban untuk  memenuhi  (obligation  to  fulfill), dan yang ketiga adalah kewajiban untuk  melindungi (obligation to protect). (Juhari, 2013)

Kewajiban negara untuk menghormati berarti bahwa negara dilarang melakukan intervensi terhadap masyarakat sipil. Berkaitan dengan hak untuk hidup yang dimiliki individu, negara kemudian berkewajiban menjaga keamanan masyarakat. Apabila negara melakukan penyiksaan atau pembunuhan hanya dengan dasar hukuman fisik semata tanpa mengikuti aturan hukum, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. 

Kewajiban kedua tentang memenuhi memiliki maksud bahwa negara berkewajiban menjalankan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan kewajiban melindungi adalah negara memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM di negara itu sendiri. 
2.3.2 Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire


Paulo Freire merupakan seorang pemikir kritis asal Brazil, yang lahir pada tanggal 19 September 1921. Dirinya merupakan seorang tokoh pendidikan serta teoritikus pendidikan. Freire bersekolah dan lulus dari sekolah hukum, meskipun pada kehidupannya Freire tidak pernah mempraktikkan ilmunya tersebut. Freire lebih memilih menjadi seorang guru bahasa Portugis, dirinya mengajar banyak orang-orang yang mengalami buta huruf agar dapat menikmati ilmu pengetahuan seperti orang-orang beruntung lainnya. Berawal dari hal tersebut, Freire kemudian mulai memberikan teologi pembebasan kepada murid-muridnya. (Susanto, 2007)

Pada tahun 1962 Freire mulai menyebarluaskan teori pembebasannya. Ia mengajar menulis dan membaca kepada lebih dari 300 buruh tebu hanya dalam waktu 45 hari. Setelah itu pemerintah setempat kemudian menyetujui pembentukan lingkaran budaya pada masyarakat buruh. Namun kepercayaan pemerintah mulai memudar dan memutuskan untuk memberhentikan gerakan Freire pada tahun 1964, saat itu Freire dipenjara selama 70 hari. (Danuwinata, 2008)

Pada tahun 1967 Freire kembali mengeluarkan karyany yaitu sebuah buku pertamanya yang berjudul ”Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan”, dan buku berikutnya pada tahun 1970 dengan judul original “Pedagogy Of The Oppressed” atau “Pendidikan Kaum Tertindas”. Dalam buku-bukunya tersebut Freire menitikberatkan pada filsafat pendidikan klasik dari Plato, Marxis, dan anti kolonial tentang pentingnya memberi pendidikan baru dan modern kepada masyarakat pribumi dan bukan sebaliknya. (Shih, 2018)

Manifesto Freire tetang pendidikan kaum tertindas yang memberikan keadaan dimana masyarakat degan kesadaran naif kemudian sedikit demi sedikit menuju pada kesadaran kritis. Menurut Freire, manusia merupakan pelaku (subyek) dan bukan penderita (obyek). Baginya, humanisasi pendidikan merupakan suatu cara membongkar kesadaran manusia agar mereka terbebas dari belenggu. Manusia diharapkan dapat sadar bahwa realitas kehidupan bukanlah sebuah takdir yang harus diterima begitu saja. Manusia diharapkan dapat kritis dan mampu melawan hal buruk yang datang dalam kehidupannya. Bagi Freire, tujuan hidup manusia adalah merdeka dan bebas menentukan hidupnya. (Shih, 2018) 

Konsep pendidikan Freire sendiri pada dasarnya bukan mendefinisikan pendidikan gaya bank dimana ada seorang guru dan murid, dimana proses belajar adalah murid yang memperhatikan dan menuruti ucapan guru. Dalam pendidikan gaya bank tersebut murid justru berada dalam belenggu sang guru dan tidak dapat melakukan eksplorasi dengan dunia luar. Pendidikan menurut Freire merupakan antitesa dari konsep tersebut. Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas menjelaskan mengenai pendidikan yang diberikan untuk mendapatkan pembebasan, bukan pendidikan untuk mencapai kekuasaan.

Freire selalu melihat fenomena-fenomena penindasan disekitarnya dengan sudut pandang pendidikan. Tentang bagaimana pendidikan yang saat ini ada bukanlah sebuah bentuk pendidikan bebas dan netral. Membuka pikiran kritis tidak hanya untuk anak-anak sekolah namun juga pendidikan bagi orang dewasa yang tertindas oleh sistem. Pendidikan harus dipahami sebagai bentuk interaksi dan diskursus-diskursus yang luas agar budaya bisu dapat diatasi. (Danuwinata, 2008)


Pendidikan yang muncul diluar paham Freire merupakan pendidikan yang menciptakan orang-orang yang menemui jalan buntu dan tidak memiliki kesadaran kritis. Pendidikan yang seperti itu merupakan tokoh utama dari keberadaan masyarakat tertindas. Freire berusaha menciptakan tatanan masyarakat baru yang eksploratif dan terdidik dengan kebebasan berpikir. 

Kerangka dasar yang digaungkan oleh Freire adalah praksis dan penyadaran. Yang dapat kita pahami bahwa praksis atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus selalu meningkat menuju kepada penyadaran diri dan kelompok secara nyata. Dalam Susanto (2008) ada 4 tahap kesadaran manusi yang dikemukakan oleh Freire yaitu,

1. Kesadaran Magis


Merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok menganggap kondisi saat ini merupakan takdir Tuhan, sehingga harus diterima dan tidak dapat ditolak.
2. Kesadaran Naif


Kondisi dimana seseorang atau kelompok mulai merasa bahwa kenyataan dan kehidupan itu penuh dengan permasalahan. Sehingga mulai muncul pembelaan diri.

3. Kesadaran Kritis

Sudah memahami bahwa kehidupan itu dinamis dan kenyataan yang sudah ada sejatinya tetap dapat diubah.

4. The Concise of the Consciousness

Kondisi dimana seseorang atau kelompok sudah sadar sepenuhnya dan memiliki keterlibatan penuh dalam sebuah proses memperjuangkan hak hidupnya sejak awal.



Kesimpulannya pendidikan merupakan sebuah bentuk pembebasan dari sistem yang menindas. Hakikat pendidikan adalah proses pembangkitan kesadaran kritis sebagai prasyarat humanisasi.



Freire juga menyampaikan mengenai sebuah keadaan yang disebut sebagai “Budaya Bisu”. Kondisi ini merupaka sebuah ketidakberdayaan seseorang maupun kelompok masyarakat dalam memperjuangkan haknya sebagaimana mestinya. Biasanya disebabkan karena adanya konsep kekuasaan radikal. Ada 2 jenis kekuasaan menurut Freire yaitu kekuasaan positif dimana penguasa mendorong masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang kedua adalah kekuasaan negative dimana penguasa meminta masyarakat bekerja untuknya sehingga kekuasaan mutlak mendominasi. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah, namun siapapun yang mampu mendominasi ruang publik.


Saat ini persoalan humanisasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Menumbuhkan konsep perikemanusiaan kepada masyarakat postmodern bukanlah hal yang mudah. Munculnya teknologi dalam kehidupan manusia membuat interaksi antar manusia menjadi berkurang. Yang terpenting dalam upaya humanisasi adalah, masyarakat tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas di masa yang akan datang. (Danuwinata, 2008)



Dalam menciptakan humanisasi, masyarakat tertindas memiliki peran penting sehingga kesadaran masyarakat tertindas atas penindasan tentunya bukan tanpa bahaya. Mayoritas masyarakat tertindas adalah mereka yang pendidikannya terbatas, sehingga perspektif mereka dalam kehidupan pun terbatas. Yang mereka pahami adalah di dunia hanya ada dua kelompok, yaitu penindas dan yang tertindas. Sedangkan Freire mencoba untuk membuktikan bahwa manusia pada dasarnya akan hidup berdampingan bukan untuk saling berbalik dalam hal dominasi.



Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, Freire menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia lahir di dunia untuk mengubahnya. Dunia merupakan sebuah lembar kerja kosong yang terbuka, luas, dan bebas. Manusia lahir di dunia bukan untuk menerima nasib dan takdir, bukan untuk beradaptasi dengan lingkungannya seumur hidup, melainkan memecahkan masalah dan menentukan hidupnya sendiri. (Colins, 2011)
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Surakarta khususnya di kantor Sekretariat Bersama Korban 65 Solo yang beralamat di Tegalrejo RT 01 RW 04 Jebres Surakarta. Penelitian ini mengambil studi kasus di Surakarta karena di wilayah tersebut berdiri Sekber 65 (Sekretariat Bersama 65) Solo yang merupakan wadah perjuangan korban tragedi 65/66 yang didirikan guna mewujudkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme rekonsiliasi yang telah aktif sejak tahun 2005. 

Visi Sekber 65 adalah Mengungkap Kebenaran, Menuju Keadilan, Meraih Kesejahteraan. Sedangkan misinya Mewujudkan pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat tragedi 1965/1966. Organisasi ini juga memberikan output nyata yang tidak dihasilkan oleh organisasi lain serupa yaitu Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) untuk para korban tragedi 65 di Surakarta.
Sekber 65 memberikan kabar baik kepada korban tragedi 65 di Surakarta. Freire menyatakan bahwa kesadaran kritis baik milik seseorang maupun kelompok tidak akan bisa muncul tanpa dorongan pihak lain. Dengan begitu penulis memilih lokasi ini karena Sekber 65 Solo berperan mendorong kesadaran kritis tersebut dari para korban 65.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Collin, metode fenomenologi dapat mengungkapkan objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif maupun tindakan dan ucapan (Kuswarno, 2009 dalam Laksono, dkk, 2015). Metode fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami arti peristiwa, membongkar fenomena, dan kaitannya terhadap struktur kesadaran orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini berusaha memahami fenomena tragedi 65 dan munculnya kesadaran kritis korban tragedi 65 dalam mengupayakan inklusi sosial di masyarakat.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari narasumber. Adapun yang menjadi narasumber primer dalam penelitian ini adalah korban tragedi 65 yang tergabung dalam organisasi Sekber 65 Solo.

3.3.2 Sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dari jurnal, serta penelitian terdahulu.


3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan korban tragedi 65 yang tergabung dalam organisasi Sekber 65 Solo.
3.4.2 Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi baik di kantor Sekber 65 maupun di kediaman masing-masing informan di Surakarta. Tujuannya untuk melihat apakah para korban telah memiliki kesadaran kritis atas hak yang layak mereka dapatkan, serta telah terinklusi dalam masyarakat atau belum.

3.4.3 Studi Literatur

Peneliti melakukan studi literatur guna mengumpulkan data-data seputar tragedi 65 dari penelitian terdahulu, literatur seputar inklusi sosial, dan teori kesadaran kritis dari Paulo Freire.

3.5 Teknik Sampling

Penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui betul tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali seputar proses munculnya organisasi kelompok korban 65 di Surakarta serta kesadaran kritis mereka dalam mengupayakan inklusi sosial di tengah masyarakat. Jumlah informan yang diwawancara adalah 10 orang korban tragedi 65 di Surakarta yang terdiri dari 6 informan laki-laki dan 4 informan perempuan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis dalam memecahkan permasalahan penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh  Miles dan Huberman.
3.6.1 Reduksi data
Dalam reduksi ini peneliti akan memilah milah data pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kesadaran kritis korban 65 dalam mengupayakan inklusi sosial. Data yang berhubungan akan dianalisis lebih lebih lanjut sedangkan data yang tidak berhubungan tidak akan digunakan dan akan dilampirkan dalam penelitian ini.
3.6.2 Penyajian data 

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan secara jelas dan sistematis sebelum dianalisis sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dalam permasalahan penelitian.

3.6.3 Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan sehingga kesimpulan dapat diambil. Tahapan ini peneliti lakukan dengan cara melakukan tipifikasi data yang kemudian bisa digolongkan dalam berbagai kategori  berdasarkan kemiripan data yang ditemui. Selanjutnya kesimpulan tersebut diuji validitas datanya dengan menggunakan metode  triangulasi sumber.

3.7 Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan validitas data triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu cara mendapatkan keabsahan data dengan membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan dua sub bagian pokok yaitu hasil dan pembahasan. Sub bagian hasil berisi poin-poin penting dari hasil wawancara mendalam penulis bersama 10 informan korban 65 dan dua orang informan pengurus Sekber 65 di Surakarta. Poin-poin tersebut terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, profil informan, dan kisah para korban 65 sejak sebelum meletus tragedi 65 hingga kondisi mereka saat ini.

Sub bagian pembahasan berisi 4 poin utama. Poin pertama yaitu 3 perspektif terjadinya tragedi 65 meliputi perspektif internasional, perspektif nasional, dan perspektif lokal. Terjadinya tragedi 65 di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan pihak internasional. Terjadinya perang dunia menciptakan dua blok besar yaitu blok barat dan blok timur. Pihak internasional dianggap banyak berperan dalam berbagai macam konflik nasional Indonesia. Banyaknya konflik di Indonesia diakhiri dengan rumor pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dilanjutkan dengan penumpasan seluruh anggota PKI. 

Poin kedua membahas pelanggaran HAM yang dilakukan negara. Hampir semua kategori-kategori pelanggaran HAM berat terjadi dalam penumpasan yang dilakukan negara kepada PKI. Argumen tersebut didukung dengan kenyataan bahwa negara menghukum orang-orang yang tidak bersalah atas rumor pengkhianatan yang ada.  Hal ini menunjukkan bahwa negara melanggar hak-hak alamiah manusia, dan tidak berpedoman pada kesepakatan 3 kewajiban negara atas HAM dari teori HAM internasional.

Poin ketiga membahas mengenai proses kesadaran korban 65. Pasca reformasi, para korban 65 memperjuangkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar negara. Setiap korban memiliki respon yang berbeda atas tragedi 65 yang dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap menurut Paulo Freire. 4 tahap tersebut meliputi kesadaran magis, kesadaran naïf, kesadaran kritis, dan the concise of the consciousness. Tahap-tahap kesadaran tersebut muncul setelah para korban 65 melampaui situasi yang disebut budaya bisu. Mereka berusaha membongkar budaya tersebut sehingga dapat mencapai kesetaraan atau inklusi sosial dalam masyarakat.

Poin keempat membahas upaya perwujudan inklusi sosial yang dilakukan Sekber 65 bersama korban 65 di Surakarta. Dalam rangka membongkar budaya bisu, para korban 65 di Surakarta didampingi oleh sebuah organisasi advokasi korban 65 bernama Sekber 65. Meskipun banyak tantangan selama berjuang, Sekber 65 dan para korban 65 saling bekerja sama dalam koridor inklusi sosial yang sedikit demi sedikit telah membuahkan hasil.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Lokasi

Penelitian dilakukan di Surakarta khususnya di salah satu organisasi advokasi korban tragedi 65 wilayah Surakarta bernama Sekber’65 (Sekretariat Bersama 65). Sekber’65 beralamat di Tegalrejo, RT 01 RW 04, Jebres, Surakarta. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2005 di bawah naungan YAPHI (Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia). Sekber 65 resmi berdiri sendiri dan berbadan hukum sejak tahun 2012. Sekber’65 berdiri untuk memperjuangkan penyelesaian kasus tragedi 65 dengan rekonsiliasi.

Visi Sekber 65 adalah Mengungkap Kebenaran, Menuju Keadilan, Meraih Kesejahteraan. Sedangkan misinya Mewujudkan pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat tragedi 1965/1966. Tidak banyak masyarakat yang tahu adanya organisasi ini di Surakarta. Namun bagi para korban tragedi 65 yang menjadi anggotanya, keberadaan organisasi ini sangat berarti dalam segala segi kehidupannya. Dari beberapa organisasi lain serupa, hanya Sekber’65 yang telah berhasil memberikan bentuk nyata atas pengakuan negara dan wilayah untuk para korban tragedi 65.
Beberapa bentuk pengakuan yang diupayakan Sekber’65 bersma para korban 65 antara lain SKKP HAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang diberikan oleh KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Berikutnya adalah bantuan kesehatan berupa Buku Hijau yang digunakan untuk melakukan pengobatan di Rumah Sakit mitra secara gratis, fasilitas ini diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Serta bentuk rekonsiliasi lokal yang diperjuangkan Sekber’65 bersama korban (yang mayoritas merupakan orang-orang lanjut usia) yaitu peresmian Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta.

Hingga saat ini Sekber’65 masih akan memperjuangkan rekonsiliasi lokal ke tingkat daerah dalam bentuk Perda. Berbagai realisasi yang difasilitasi oleh Sekber’65 ini memberikan harapan baru bagi para korban 65 untuk kembali mendapatkan perlakuan sama dihadapan hukum dan negara. Sedikit demi sedikit ketakutan masa lalu atas stigma yang melekat pada mereka mulai berkurang. Saat ini jumlah korban 65 yang menjadi anggota Sekber’65 kurang dari 100 orang, banyak diantaranya yang telah meninggal dunia karena usia yang sudah tua.

Sekber 65 Surakarta yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki peran yang sangat vokal untuk memperjuangkan penyelesaian kasus tragedi 65. Peran Sekber’65 ini juga menjadi salah satu pengaruh utama dalam pembentukan kesadaran kritis korban tragedi 65. Sebagian korban 65 perlahan meninggalkan trauma masa lalu dan yakin bahwa mereka bisa berdialog dengan negara atas kerugian moral yang mereka terima saat tragedi 65.

4.2.2 Profil Informan

Tabel 4.1.
Profil Informan

	No
	Nama Informan
	Biodata

	1.
	Sanusi
	TTL

: Surakarta, 15 Oktober 1941

Usia

: 78 tahun

Jenis kelamin 
: Laki-Laki

Agama
: Kristen

Alamat lama
: Kartopuran RT 01/RW 05

Jayengan, Serengan, Surakarta

Alamat baru
: Kartopuran RT 01/RW 05

Jayengan, Serengan, Surakarta

Pekerjaan
: -

Status korban
: Korban Langsung

	2.
	Magdalena Kastinah
	TTL

: Purwokerto, 14 April 1948

Usia 

: 72 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama 
: Kristen

Alamat lama 
: Jln. Balai Kelurahan

Kedungwuluh RT 03, RW 5, kecamatan Purwokerto Barat

Alamat baru 
: Belik, RT 3 RW 6, Jagalan,

Jebres, Surakarta

Pekerjaan 
: Wiraswasta

Status korban 
: Korban langsung

	3.
	Djumadi
	TTL 

: Solo, 1947

Usia 

: 73 tahun

Jenis Kelami 
: Laki-laki

Agama 
: Kristen

Alamat lama 
: Gandekan, Kelurahan Jeyengan,

Kecamatan Serengan

Alamat baru
: Waringin Rejo, RT 3/RW 19,

Cemani, Grogol, Sukoharjo

Pekerjaan
: Wiraswasta (Katering)

Status korban 
: Korban langsung

	4.
	Supardi
	TTL

: Karanganyar, 1939 (di KTP
tertera 31 Desember 1941)

Usia

: 81 tahun (menurut KTP 79)

Jenis kelamin
: Laki-Laki

Agama
: Islam

Alamat lama
: Dipotrunan RT 03/RW 11

Tipes, Serengan, Surakarta

Alamat saat ini: Dipotrunan RT 03/RW 11

Tipes, Serengan, Surakarta

Pekerjaan
: -

Status korban
: Korban Langsung

	5.
	Surachman
	TTL

: Surakarta, 4 Januari 1945 (di
KTP tertera 1 April 1945)

Usia

: 76 tahun

Jenis kelamin 
: Laki-Laki

Agama
: Islam

Alamat lama
: Gajahan, Surakarta

Alamat baru
: Ngronggah RT 01/RW 08

Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo

Pekerjaan
: -

Status korban
: Korban langsung

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	TTL

: Surakarta, 21 Juli 1936 (di KTP

tertera 21 April 1939)

Usia

: 84 tahun (menurut KTP 81)

Jenis kelamin 
: Laki-Laki

Agama
: Katholik

Alamat lama
: Kadipolo, Surakarta

Alamat baru
: Purwoprajan RT 02/RW 29

Jebres, Surakarta

Pekerjaan
: -

Status korban
: Korbang Langsung

	7.
	Sri Mulyani
	TTL 

: Surakarta, 2 Maret 1942

Usia 

: 78 tahun

Jenis Kelamin
: Perempuan

Agama
: Kristen

Alamat lama 
: Sudiroprajan, Jebres, Surakarta

Alamat baru 
: Sudiroprajan, RT 3, RW 6,

Jebres, Surakarta

Pekerjaan 
: Wiraswasta (Berjualan Timlo)

Status korban 
: Istri Korban

	8.
	Tri Sakti
	TTL 

: 26 September 1965

Usia 

: 55

Jenis Kelamin
: Perempuan

Agama 
: Muslim

Alamat lama 
: Sudiroprajan, Jebres, Surakarta

Alamat baru 
: Mijen, RT 3 RW 7,

Sudiroprajan, Jebres, Surakarta

Pekerjaan 
: Ibu rumah tangga

Status korban 
: anak korban

	9.
	Suratman (SURATMAN)
	TTL 

: Surakarta, 9 Mei 1942

Usia 

: 78 tahun

Jenis Kelamin
: Laki-laki

Agama 
: Kristen

Alamat lama 
: Purbowardayan, RT 2 RW 2,

Tegalharjo, Jebres

Alamat baru
: Purbowardayan, RT 2 RW 2,

Tegalharjo, Jebres

Pekerjaan 
: Sopir

Status korban 
: Korban Langsung

	10.
	Darsini
	TTL 

: Surakarta, 31 Oktober 1947

Usia 

: 73 tahun

Jenis Kelamin
: Perempuan

Agama 
: Kristen

Alamat lama 
: Bibis

Alamat baru 
: Gambirsari RT 6 RW 13,
Kadipiro, Banjarsari 

Pekerjaan 
: Rumah Tangga

Status korban
: korban sekaligus istri korban


	No
	Nama Informan Tambahan
	Keterangan

	1.
	Winarso
	Jenis Kelamin
: Laki-laki
Agama 
: Kristen

Pekerjaan 
: Koordinator Sekber 65 Solo Raya

	2.
	Dhidik Diah
	Jenis Kelamin
: Perempuan

Agama 
: Kristen

Pekerjaan 
: Pengurus Sekber 65 Solo Raya


4.2.3 Situasi Sebelum Tragedi 65

Penelitian ini menganalisis fenomena masa lalu dari 10 korban tragedi 65 yang diadvokasi oleh organisasi advokasi Sekber’65. Informan terdiri atas 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yang masing-masing adalah korban langsung, istri korban, dan juga satu anak korban. Hasil dari wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini menyusun kisah masing-masing korban dengan urutan sebagai berikut, diawali dengan kondisi sebelum tragedi 65, masa penangkapan, masa penahanan, masa pembebasan, dan kondisi saat ini. 

Subab ini memberikan kondisi para korban sebelum meletusnya tragedi 65. Mayoritas hidup dalam keluarga yang berkecukupan dan memiliki pekerjaan yang layak. Semua informan menghabiskan masa kecilnya dengan bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) yang saat ini setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun. Tidak semua informan menempuh sekolah menengah, beberapa karena tidak memiliki biaya.

Informan Sanusi, Widodo, dan Suratman (SURATMAN) merupakan seorang pegawai sipil pemerintahan. Sanusi bekerja di AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia), sedangkan Widodo dan Suratman bekerja di Balaikota. Supardi bekerja di toko emas, sedangkan Surachman di sebuah bengkel. Informan Djumadi hingga ditangkap masih berstatus sebagai pelajar. Sedangkan informan wanita tidak bekerja kecuali Kastinah yang bekerja di Pabrik.

Kesepuluh informan mengaku mengikuti sebuah organisasi afiliasi PKI (Partai Komunis Indonesia) meskipun status mereka mayoritas hanya simpatisan.

“saya dulu ikut yang namanya SBKP (Serikat Buruh Keamanan dan Pertahanan), tapi itu atasan saya yang minta, jadi saya menurut saja” (Sanusi, 30 Januari 2020).
“ikut serikat buruh daerah, disingkat SEBDA. Wajib itu untuk pegawai Balaikota” (Suratman, 6 Februari 2020).
“iya ikut SEBDA, di Balaikota kalau pegawai harus ikut” (Widodo, 4 Februari 2020).
Ketiga informan yang bekerja sebagai pegawai sipil pemerintah mengikuti organisasi buruh yang diwajibkan di tempat masing-masing informan bekerja. Sehingga pada dasarnya keikutsertaan informan tidak dilakukan dengan sukarela dan sepenuh hati.

“saya kenal dengan yang namanya Pak Mugiran dari SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Saya disuruh membentuk serikat buruh tekstil, akhirnya ya saya buat dan ketuanya saya” (Kastinah, 30 Januari 2020)

Pada saat itu usia Informan Kastinah masih 17 tahun saat bekerja di pabrik kaos, dan membentuk sekaligus mengetuai serikat buruh tekstil. Suatu ketika para buruh merasa tidak puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pabrik meliputi gaji, santunan, dan aturan cuti, karena dianggap tidak mengutamakan kesejahteraan buruh. Saat itu Kastinah yang mengajukan tuntutan tersebut kepada kepala pabrik, dan menginisiasi mogok kerja hingga tuntutan diterima.

“saya dulu ikut Pemuda Rakyat, tapi ya nggak pernah aktif, hanya kalo ada kumpulan rutin ya saya ikut” (Darsini, 7 Februari 2020)

Beberapa informan lain satu suara dengan Darsini bahwa keikutsertaan di organisasi Pemuda Rakyat saat itu hanya karena teman-temannya juga ikut. Selain itu karena diajak oleh para tetangga, agar memiliki kegiatan diwaktu senggang. Informan dengan kondisi serupa adalah Supardi, Surachman, dan Sri Mulyani.

“waktu SMA itu saya ikut IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), ikut baris berbaris. Saya ikut Pemuda Rakyat juga dirumah” (Djumadi, 3 Februari 2020)

Satu-satunya informan yang masih berstatus pelajar saat ditangkap yaitu Djumadi. Dirinya mengaku ikut IPPI dan Pemuda Rakyat, ia tidak takut mengakuinya karena pada masa itu organisasi tersebut legal dan tidak dilarang pemerintah.

Tabel 4.2.
Kondisi Korban Sebelum Tragedi 65

	No
	Informan
	Kondisi Sebelum Tragedi 65

	1.
	Sanusi
	· Lulusan SMA

· Bekerja di AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia), sebagai sipil di seksi bintara materiil yang mempersiapkan kelengkapan pelatihan pendidikan militer

· Mengikuti organisasi SBKP (Serikat Buruh Keamanan dan Pertahanan), karena disuruh oleh atasannya

· Menikah tahun 1969

· Ditangkap tahun 1970

· Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang kritis dan banyak orang yang tidak suka pada keluarganya. Sehingga Sanusi difitnah mengikuti PR (Pemuda Rakyat)

	2.
	Magdalena Kastinah
	· Hanya sekolah sampai SKP (Sekolah Kepandaian Putri) atau setara SMP

· Pernah bekerja di Cilacap dan Surabaya sebagai pembantu rumah tangga di usia 14 tahun

· Berjualan pecel di Purwokerto di usia 15

· Mengikuti buliknya ke Jakarta dan bekerja di pabrik kaos hingga usia 17 tahun

· Mendirikan dan mengetuai Serikat Buruh Pabrik

· Pernah mengajukan tuntutan ketidakpuasan karyawan

· Ditangkap usia 17 tahun di Purwokerto dengan tuduhan anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia)

	3.
	Djumadi
	· Saat SMA aktif dalam IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia)

· Aktif dalam organisasi PR (Pemuda Rakyat)

· 1965 ditangkap dengan tuduhan menyebarkan paham komunis, usianya 18 tahun dan belum lulus SMA

· Dituduh oleh tetangga yang berbeda organisasi dan menyimpan rasa tidak suka

	4.
	Supardi
	· Hanya sekolah sampai SMP

· Bekerja menjadi pengrajin emas di usia 15 tahun

· Menjadi simpatisan Pemuda Rakyat

· 1965 ditangkap di tengah jalan dengan tuduhan sebagai anggota Pemuda Rakyat, PKI, dan ikut dalam pembunuhan jenderal di Lubang Buaya

· Supardi difitnah oleh tetangganya

	5.
	Surachman
	· Lulusan SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), setingkat SMP

· Bekerja di bengkel mesin di usia 16 tahun

· Diajak ikut Pemuda Rakyat tahun 1960, dan jadi anggota 

· Mengikuti pendidikan partai dan sejarah yang diadakan PR

· 1965 ditangkap usia 20 tahun, saat pertemuan darurat Pemuda Rakyat

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	· Sekolah hingga SMA kelas 2

· Bekerja di Balaikota di bagian rumah tangga sebagai pemberi karcis sepeda

· Mengikuti SEBDA (Serikat Buruh Daerah) karena semua pegawai Balaikota wajib ikut

· Mengikuti Pemuda Rakyat

· 1959 menikah dan punya 2 anak

· 1965 ditangkap pada usia 26 dengan tuduhan anggota PKI

	7.
	Sri Mulyani
	· Pernah sekolah hingga SKP (Sekolah Kepandaian Putri), setara SMP

· Tidak diijinkan sekolah lagi oleh ibu dan neneknya

· Mengikuti Pemuda Rakyat

· Karena pintar membatik, lalu membuka kursus batik untuk anak-anak muda

· Suaminya juga anggota Pemuda Rakyat

· Suami ditangkap tahun 1973 saat sedang bekerja membuat peralatan perak di Surabaya

· Suaminya dituduh menyebarkan paham Komunis

· Mulyani sendiri meskipun anggota PR, tidak turut ditangkap

	8.
	Tri Sakti
	· Usianya 3 bulan saat ayahnya ditangkap

· Ayahnya dan ibunya merupakan anggota drumband yang dinaungi PKI

· Ayahnya difitnah oleh lawan klub drumband yang menyimpan rasa iri pada tahun 1965

· Ibunya bekerja di Telkom Solo

	9.
	Suratman (TB)
	· Lulusan SLTA

· Bekerja di Balaikota dibagian dinas pekerjaan umum

· Bekerja sejak 1960 hingga 1965

· Ikut organisasi wajib pegawai Balaikota SEBDA (Serikat Buruh Daerah), namun bukan anggota aktif karena dibanding organisasi, Suratman lebih suka berolahraga. Menikah tahun 1957
· Dituduh anggota PKI

	10.
	Darsini
	· Sekolah hingga SMP kelas 2

· Menjadi anggota Pemuda Rakyat namun tidak terlalu aktif

· Suaminya juga anggota Pemuda Rakyat

· Ditangkap di usia 17 tahun

· Dituduh sebagai anggota Gerwani dan dituduh ikut menyilet-nyilet tubuh jenderal di Lubang Buaya


4.2.4 Situasi Masa Penangkapan

Keikutsertaan para informan korban tragedi 65 dalam organisasi-organisasi tersebut membawa mereka kepada kenyataan bahwa mereka masuk kedalam daftar hitam negara tahun 1965. Dalam posisi apapun entah aktif atau tidak, anggota atau hanya simpatisan, atau bahkan hanya karena difitnah oleh orang lain tanpa bukti, dapat menjadi dasar penangkapan orang-orang tidak bersalah. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada korban tragedi 65 bisa tidak masuk akal, namun para korban tetap dipaksa untuk mengakuinya. 

Proses penangkapan masing-masing informan juga berbeda, meskipun tuduhan dan perlakuan yang diberikan kurang lebih sama.

“tahun 1970 saya dipanggil sama aparat Pol AU (Polisi Angkatan Udara), lalu diinterogasi ditanya-tanya dan dituduh anggota Pemuda Rakyat” (Sanusi, 30 Januari 2020).

“waktu itu malam hari, rumah saya rame dikepung banyak orang suruhan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat : sekarang Kopassus). Ada yang saya kenal, ada yang tidak. Saya sendiri yang dipaksa keluar sambil diseret, keluarga saya yang lain tidak” (Djumadi, 3 Februari 2020)

“saya itu dulu ditangkap ditengah jalan waktu mau berangkat kerja. Saya naik sepeda onthel itu lho, sudah nggak tau sepedanya, saya tinggal saja ditengah jalan. Saya diteriaki Pemuda Rakyat” (Supardi, 3 Februari 2020)

Proses penangkapan informan lain kurang lebih sama dengan ketiga informan tersebut. Hampir sama dengan Sanusi, Darsini juga ditangkap oleh sekelompok petugas AURI namun dituduh sebagai Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Serupa dengan Djumadi, Suratman juga ditangkap oleh RPKAD dan orang-orang suruhannya di rumahnya pada malam hari. Widodo dan Surachman juga ditangkap di malam hari. Kastinah ditangkap oleh polisi di siang hari saat dirinya masih tinggal di Purwokerto. Sedangkan Sri Mulyani dan Tri Sakti tidak mengetahui kejadian pasti penangkapan Suami dan Ayahnya.

Mayoritas informan korban ini ditangkap saat meletusnya Peristiwa G30S pada tahun 1965, kecuali Sanusi yang ditangkap tahun 1970 dan suami Sri Mulyani yang ditangkap tahun 1973. Setelah ditangkap, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat diinterogasi. Hampir semua informan menyatakan pernah mendapatkan kekerasan fisik seperti pukulan, tamparan, tendangan, hingga disetrum.

“dipaksa mengaku kalau saya Pemuda Rakyat, kalo saya nggak mengaku ya saya dipukul walaupun saya memang bukan Pemuda Rakyat, bahkan dulu kalau di PolAU itu disetrum di jempol kakinya itu.” (Sanusi, 30 Januari 2020)

“itu dibawa ke SD dekat kecamatan, lalu diinterogasi asal-asalan dan dipukuli saya. Ada satu lagi tetangga saya malah lebih parah, badannya itu diselomot rokok” (Djumadi, 3 Februari 2020)

“diinterogasi seperlunya saja, lebih lama dipukulinya, saya dulu disuruh copot baju trus baru dipukuli di lapangan panas-panas” (Supardi, 3 Februari 2020)

“Saya dulu hampir diperkosa mbak, yang interogasi saya di ruangan ada 7 orang itu polisi sama TNI” (Darsini, 7 Februari 2020)

Dari hasil wawancara mendalam, hanya Surachman dan Widodo yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kekerasan fisik. Sedangkan Suratman menyatakan bahwa kekerasan sudah pasti dia dapatkan, namun dirinya tidak sanggup menceritakan kembali. Sri Mulyani dan Tri Sakti tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada Suami dan Ayahnya, sedangkan kastinah mendapatkan tamparan namun masih lebih beruntung dibandingkan Darsini yang hampir mendapatkan pelecehan seksual dari petugas. Kastinah dan Darsini dituduh sebagai anggota Gerwani, sedangkan korban laki-laki biasanya dituduh sebagai Pemuda Rakyat, dan ikut membunuh jenderal di Lubang Buaya.

Tabel 4.3.
Masa Penangkapan
	No
	Informan
	Masa Penangkapan

	1.
	Sanusi
	· 1970 dipanggil oleh aparat PolAU (Polisi Angkatan Udara)

· Diinterogasi seputar keikutsertaannya dalam PKI maupun organisasi dibawahnya, dituduh anggota Pemuda Rakyat

· Mendapatkan perilaku kekerasan selama interogasi

· Diinterogasi selama 3 minggu secara berkala hingga terpaksa mengakui bahwa ia anggota Pemuda Rakyat meskipun sebetulnya tidak. Dilakukan dengan harapan petugas interogasi berhenti menyiksanya 

· Mendapatkan perilaku kekerasan seperti dipukuli, ditendang, dan disetrum

	2.
	Magdalena Kastinah
	· Ditangkap di Purwokerto oleh sekelompok polisi

· Ia masih bekerja sebagai karyawan pabrik

· Diinterogasi dengan kekerasan, sesekali ditampar dan dipukuli apabila tidak mengaku sebagai anggota Gerwani

· Akhirnya mengaku ikut Serikat Buruh

	3.
	Djumadi
	· Dituduh oleh tetangga bahwa ia menyebarkan paham komunis

· Diseret secara paksa dari dalam rumah oleh sekelompok masyarakat bayaran RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat : sekarang Kopassus)

· Diinterogasi dan dipukuli di sebuah SD daerah setempat

· Djumadi tidak menyangkal jika ia mengikuti PR karena waktu itu organisasi tersebut merupakan perkumpulan legal

· Dibawa polisi menuju ke kecamatan setempat, lalu dipindahkan ke kantor polisi Serengan

	4.
	Supardi
	· Ditangkap ditengah perjalanan menuju tempat kerja oleh sekelompok Hanra (Pertahanan Rakyat)

· Diinterogasi oleh Mahasura (semacam resimen mahasiswa) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di sebuah pos khusus

· Dipukuli, disiksa dengan telanjang dada dan dituduh sebagai anggota PR dan ikut membunuh jenderal di Lubang Buaya

· Difitnah oleh salah seorang tetangga

	5.
	Surachman
	· Ditangkap saat penggrebekan pertemuan darurat PR tahun 1965 saat meletusnya tragedi 65

· Karena masih muda, masuk dalam golongan tahanan politik ringan

· Diinterogasi tanpa kekerasan

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	· Ditangkap di malam hari tahu 1965 oleh sekelompok polisi dan Hanra

· Ayah, adik, dan kakaknya juga ditangkap

· Tidak menerima kekerasan apapun, hanya diinterogasi

	7.
	Sri Mulyani
	· Tidak tahu proses penangkapan suaminya, hanya mendengar cerita dari suaminya namun enggan menceritakan kembali

· Saat penangkapan, Mulyani berada di Solo dengan ketiga anaknya

· Mengetahui bahwa suaminya ditangkap dari salah satu saudara yang merupakan seorang angkatan laut di Surabaya

	8.
	Tri Sakti
	· Ayahnya dituduh oleh teman yang berbeda klub drumband dengan ayahnya

· Ayahnya ditangkap paksa saat usianya 3 bulan, sehingga ia tidak tahu kejadiannya, hanya mendengar dari ibunya

	9.
	Suratman (TB)
	· Saat ditangkap sudah menikah dan punya 3 anak

· Ditangkap oleh sekelompok pemuda dan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat : sekarang Kopassus)

· Ditangkap secara paksa di rumahnya, dan dipaksa mengaku bahwa ia anggota PKI

· Diinterogasi dengan kekerasan yang tidak dapat ia ceritakan kembali

	10.
	Darsini
	· Ditangkap dini hari tahun 1965, Hanra dan AURI mengepung rumahnya

· Darsini ditangkap paksa seorang diri dan dibawa dengan truk

· Diinterogasi oleh 7orang yaitu polisi dan tentara

· Dituduh sebagai Gerwani yang menyilet-nyilet tubuh jenderal di Lubang Buaya

· Hampir diperkosa saat diinterogasi


4.2.5 Situasi Masa Penahanan

Mayoritas informan menyampaikan bahwa mereka tidak hanya ditahan disatu tempat saja namun dibeberapa tempat. Setelah menjalani interogasi yang panjang dan penuh dengan kekerasan fisik, informan menyatakan mereka dibawa ke pos-pos penahanan seperti kantor polisi, kecamatan, Balaikota, lembaga permasyarakatan, hingga ke penjara khusus seperti Nusakambangan.

Dari 8 informan yang merupakan korban langsung, hanya satu informan yang ditahan hingga ke Nusakambangan yaitu Sanusi. Awalnya dirinya ditahan di PolAU setelah interogasi pertama, kemudian dipindah ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Solo sebelum akhirnya dibawa ke LP Limus Buntu dan LP Karanganyar Nusakambangan. Dari hasil wawancara mendalam, kesepuluh informan tidak ada yang ditahan hingga ke Pulau Buru.

Mayoritas informan ditahan di beberapa tempat yang sama yaitu di Balaikota Surakarta dan Sasana Mulya Surakarta, setelah sebelumnya ditahan di pos-pos kecamatan masing-masing. Informan yang memiliki kasus serupa yaitu Djumadi yang ditahan di Kantor Polisi Serengan dan Balaikota, Supardi sama dengan Djumadi hanya saja ditambah ke Sasana Mulya kemudian kembali lagi ke Balaikota sebelum dibebaskan. Tidak jauh berbeda, Surachman ditahan di Balaikota hingga Sasana Mulya, namun juga ditahan di LP Solo, dan CPM (Corps Polisi Militer) Solo. Suratman di Balaikota dan Sasana Mulya, Widodo ditahan di Balaikota, Sasana Mulya, dan CPM. Lalu korban perempuan Darsini ditahan di Kecamatan Banjarsari, Seksi 2 Mangkunegaran, dan Balaikota Surakarta.

Sedangkan korban perempuan lainnya, Kastinah memiliki perjalanan masa tahanan yang berbeda karena dirinya merupakan orang asal Purwokerto, bukan Surakarta. Kastinah ditahan di Kantor Polisi Purwokerto, lalu ke penjara Bulu, Semarang, lalu dipindahkan ke Bukit Duri, Jakarta, lalu yang terakhir adalah di penjara khusus tahanan politik wanita di Plantungan, Kendal.

Banyaknya proses perpindahan tahanan tersebut memiliki beberapa alasan menurut sudut pandang informan. Yang pertama adalah karena tempat semula terlampau cepat penuh oleh tahanan politik lainnya, sehingga tahanan yang lebih lama tinggal akan dipindahkan ke tempat yang masih senggang. Alasan berikutnya adalah disesuaikan dengan kategori atau golongan tahanan politik tersebut, apabila dianggap kelas ringan atau golongan C yang hanya simpatisan PKI, maka akan lebih cepat dibebaskan. Namun apabila terindikasi pengurus atau anggota afiliasi PKI seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, Gerwani, dan lain-lain yang merupakan golongan B, maka akan dipindahkan bersama dengan tahanan politik lain dengan kategori yang serupa.

Lama penahanan masing-masing informan berbeda. Selama ditahan, para informan menyampaikan bahwa mereka memiliki aktivitas harian. Aktivitas tersebut baru muncul setelah lewat tahun 1965 karena pada awal meletusnya tragedi 65, para tahanan politik masih diawasi dengan ketat.

“di Balaikota ya cuma duduk di kamar tahanan, tidur, makan. Waktu awal meletus tragedi 65 itu, belum ada kerja paksa, bahkan tahanan politik nggak boleh ngobrol, dijaga ketat sama petugas” (Djumadi, 3 Februari 2020)
“kerjaanya di Balaikota ya hanya tidur, makan, berolahraga, ada senam juga dulu sama santiaji (semacam pengajian sesuai agama masing-masing). Dulu buat kerajinan juga” (Sanusi, 30 Januari 2020)

“dulu banyak disuruh kerja paksa, dulu waktu banjir di Solo saya juga suruh bersihkan air, kerja menguras lumpur di blumbang Balekambang itu. Buat waduk di Boyolali, sama ngecat rumah petugas juga, nggak dibayar ya cuma dapet jatah makan biasa” (Suratman, 6 Februari 2020)

Beberapa informan lain seperti Widodo, Surachman, dan Supardi juga memiliki kisah hampir sama dengan Suratman yaitu kerja paksa membuat tanggul, membersihkan lumpur di Balekambang, hingga ikut bekerja membuat jalan. Darsini hampir sama dengan Sanusi saat masih di LP Solo, yaitu membuat kerajinan tangan untuk kemudian dititipkan ke petugas untuk dijual dan mengikuti senam rutin. Sedangkan Sri Mulyani dan Tri Sakti belum memiliki cerita mengenai keluarganya yang menjadi korban tragedi 65. Sanusi dan Kastinah memiliki kisah yang berbeda dengan informan yang ditahan di Surakarta dan sekitarnya.

“petugas itu tau saya bisa pakai mesin ketik, jadi saya disuruh jadi juru ketik. Suruh ngetik hasil interogasi tahanan lain, ya saya lihat itu didepan mata saya orang-orang disiksa, saya cuma bisa diam dan tetap mengetik” (Sanusi, 30 Januari 2020)

“di Karanganyar (Nusakambangan) itu saya kerja di bagian dapur, sama ada bagian penggergajian, kan banyak hutan disana banyak kayu untuk dijual. Itu mimbap (semacam pimpinan petugas penjara) tahu kalau saya bisa pakai kamera, saya suruh ngajari dan sering diajak pergi” (Sanusi, 30 Januari 2020)

Karena kemahirannya dalam menggunakan mesin ketik dan kamera, Sanusi banyak diminta untuk membantu para petugas mengoperasikan alat-alat tersebut. Sedangkan Kastinah tidak memiliki banyak pekerjaan selain mandi, makan, mencuci dan menjemur baju, buang air, dan tidur. Namun selama di Plantungan, mulai ada pekerjaan berat seperti mengurus pertanian dan perikanan. Kastinah juga mengikuti perayaan hari-hari besar di Plantungan. Selain itu ia juga sering membuat kerajinan kristik dengan teman-temannya untuk kemudian dijual. Selain bekerja, kebutuhan makan para informan semasa menjadi tahanan politik juga diceritakan.

“makan itu disana (Balaikota) dijatah mbak, pernah cuma sekali, tapi terus dua kali. Makan nasi campur bulgur itu lho, tau nggak? Ditambah sop kubis tapi udah kecut” (Surachman, 3 Februari 2020)

“waktu di Bukit Duri, tapol itu pernah dapat jatah makan nasi tapi dicampur kaca, kerikil gitu. Mungkin niatnya membunuh tapol pelan-pelan ya. Tapi waktu itu cari akal jadi di limbang (diberi air agar kaca dan kerikilnya mengendap) dulu nasinya” (Kastinah, 30 Januari 2020)

“sesekali saya dapat kiriman makanan dari istri atau ibu” (Widodo, 4 Februari 2020)

“Saya baru boleh jenguk suami itu setelah pindah tahanan ke Semarang” (Sri Mulyani, 4 Februari 2020)

Kebutuhan makan para informan sebagai tahanan politik hanya diberikan seadanya, seakan-akan direncanakan untuk membunuh para tahanan secara perlahan. Namun ketika keluarga diijinkan untuk menjenguk dan mengirim makanan, sedikit memberikan rasa kenyang pada perut tapol. Kiriman keluarga pun tidak sembarangan diberikan, namun akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas, seringkali bentuknya sudah berantakan saat sampai ke tapol yang bersangkutan.

Dengan makanan yang tidak bergizi tersebut, banyak tahanan politik yang mati kelaparan. Kastinah saat ditahan di Bulu, Semarang pernah mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit oleh petugas. Kastinah bahkan mendapatkan pelecehan seksual saat dirinya dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Sri Mulyani baru dapat menemui suaminya setelah suaminya dipindah dari tahanan Surabaya ke tahanan Lemahputih, Semarang.

Kisah yang diutarakan Mulyani sebagai istri korban berbeda dengan informan lainnya yang merupakan korban langsung. Ketika suaminya ditangkap saat bekerja sebagai pengrajin perak di Surabaya, dirinya berada di Solo bersama ketiga anaknya. Ia tahu bahwa suaminya ditangkap karena diberitahu kerabatnya yang bekerja sebagai TNI Angkatan Laut di Surabaya.

“saya kerja seadanya mbak, waktu itu karena bisa menjahit ya saya jahit, disambi jualan kue keliling” (Sri Mulyani, 4 Februari 2020)

Selama menjadi orang tua tunggal sementara, Mulyani bahkan pernah hampir mendapatkan pelecehan seksual dari petugas RPKAD yang tengah melakukan operasi rutin disekitar wilayah tempat tinggalnya. Mulyani mengalami masa-masa sulit saat anak kembarnya meninggal dunia diwaktu yang berdekatan.

“bingung mbak, suami saya itu orang baik tapi nasibnya kok begini. Ekonomi keluarga saya ya jadi terbengkalai, saya cuma bisa kerja serabutan” (Sri Mulyani, 4 Februari 2020)

Mulyani menghidupi keluarganya yang hanya tinggal dirinya dan satu anaknya dengan berjualan dawet dan es buah. Suaminya berpindah tempat tahanan yang awalnya di Surabaya, pindah ke Semarang, lalu ke LP Solo, dan terakhir di CPM Surakarta.

Tabel 4.4
Masa Penahanan
	No
	Informan
	Masa Penahanan

	1.
	Sanusi
	· PolAU – LP Solo – LP Limus Buntu (Nusakambangan) – LP Karanganyar (Nusakambangan)

· Saat di PolAU Sanusi dipekerjakan sebagai juru ketik tanpa upah

· Bertugas mengetik hasil interogasi tahanan lain yang mayoritas disiksa dihadapannya

· Mendapatkan jatah makan 3 kali sehari

· Selama dalam tahanan selalu ada apel

· 1972 : pindah ke Lembaga Permasyarakatan Solo (LP Solo)

· Kegiatan di LP Solo beragam mulai dari santi aji (semacam pengajian sesuai agama masing-masing), membuat kerajinan tangan, hingga membuat kompor minyak, dan gerobak sapi yang kemudian dititipkan ke petugas untuk dijual

· Satu kamar berisi 25 orang

· Di LP Solo hanya mendapat jatah makan satu kali sehari berupa nasi dan sup kubis hampir basi, jagung satu sendok, dan bulgur (semacam gandum kualitas jelek)

· Diijinkan mendapat kiriman makanan tambahan dari keluarga

· Tidak lama dipindahkan ke Limus Buntu Nusakambangan

· Satu barak berisi hingga 50 tahanan politik

· Mendapatkan jatah makan 2 kali sehari

· Sanusi dipekerjakan di bagian dapur dan pertanian

· 1977 dipindah ke LP Karanganyar Nusakambangan lalu bekerja di bagian dapur dan penggergajian

· Diminta mengajari pimpinan barak untuk menggunakan kamera, sehingga sering diajak bepergian mengambil gambar

	2.
	Magdalena Kastinah
	· Purwokerto – Bulu (Semarang) – Bukit Duri – Plantungan 

· Saat masih di tahanan Purwokerto, satu kamar berisi 5 orang, dan hanya diberi makan nasi kucing yang sudah bau

· Selama di Bulu, Semarang diberikan jatah makan 2 kali

· Sempat mengalami pelecehan seksual oleh petugas saat mengantar dirinya yang sakit ke rumah sakit

· Kegiatan selama ditahan tidak banyak, hanya mandi, makan, menjemur baju, buang air, dan tidur

· Di Bulu juga membuat kerajinan kristik untuk dijual atau disimpan

· 1966 dipindah ke Bukit Duri, diinterogasi lagi dan mendapat kekerasan fisik, dipukuli dan di setrum listrik

· Di Bukit Duri boleh dikunjungi keluarga dan dikirim makanan

· Kastinah mendapat pekerjaan mencuci pakaian petugas dan menjaga pos besuk

· Pernah mendapat jatah makan nasi yang dicampur dengan pecahan kaca dan kerikil

· Dipindahkan ke Plantungan di malam hari, sempat dikira akan dibunuh

· Di Plantungan disediakan kasur tipis dan diberi jatah makan 2 kali

· Kegiatan di Plantungan lebih beragam karena ada pekerjaan berat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, serta ada perayaan hari-hari besar

· Banyak tapol yang meninggal selama di tahanan

	3.
	Djumadi
	· Kantor Polisi Serengan – Balaikota

· Ia hanya di interogasi oleh polisi namun tidak mengalami kekerasan fisik

· Dibiarkan menginap di kantor polisi berhari-hari dan mendapat 2 kali sehari jatah makan

· Saat dipindah ke Balaikota, Djumadi diinterogasi kembali tanpa kekerasan, namun ada tahanan lain yang disiksa hingga berdarah-darah

· Ada ruang tahanan khusus laki-laki dan khusus perempuan

· Tiap kamar dijaga oleh petugas, tidak boleh ada tapol yang mengobrol

· Banyak tapol yang dipanggil petugas untuk dipindah tahanan atau dibunuh

· Tidak ada kegiatan selain makan dan tidur, karena pada awal meletus tragedi 65 belum banyak kerja paksa

· Di awal tragedi juga keluarga tidak boleh ada yang menjenguk

· Ada golongan-golongan tapol yaitu golongan A berisi pemimpin, golongan B berisi anggota atau pengurus, dan golongan C adalah simpatisan atau yang tidak tahu apa-apa. Djumadi termasuk golongan terakhir

	4.
	Supardi
	· Pos Tipes – Kantor Polisi Serengan – Balaikota – Sasono Mulyo – Kerja Paksa Boyolali – Balaikota

· Saat di Tipes hanya diberi tempat sebuah kamar mandi beralaskan tikar

· Diinterogasi sebanyak 3 kali dengan kekerasan fisik

· Pernah bekerja paksa membuat waduk wonogiri

· Pernah nekat keluar Balaikota hanya untuk berjalan-jalan

· 9 bulan ditahan di Balaikota

· Di Sasono Mulyo tidak diinterogasi dan tidak ada kegiatan

· Diberikan jatah makan hanya sekali sehari yaitu nasi bulgur dan kubis basi

· Beberapa kali dikirim makanan oleh keluarga

· 1967 saat masih kerja paksa membuat waduk, Supardi dipanggil ke Balaikota lalu dibebaskan

	5.
	Surachman
	· Balaikota – LP Solo – Sasono Mulyo – CPM

· Saat di Balaikota tidur di pendopo terbuka dan diberi makan  2 kali sehari yaitu nasi bulgur, meskipun keluarga juga boleh mengirim makanan

· Dipekerjakan paksa memperbaiki jalan rusak di Boyolali, memperbaiki tanggul sepanjang 125 meter, dan pelebaran jalan di Boyolali

· Apabila ada yang malas saat kerja paksa, akan dihukum dan dipukuli

· Dia diinterogasi dengan banyak pukulan hingga sulutan rokok di sekujur tubuhnya

· Ditahan di LP Solo yang merupakan LP khusus Tapol selama 3 bulan

· Saat ditahan di Sasono Mulyo banyak teman tahanannya yang ditembak mati

· Kemudian tahun 1968 pindah ke CPM hingga bebas

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	· Pos Kelurahan – Kecamatan – Balaikota – Sasono Mulyo – CPM

· Diinterogasi tanpa kekerasan

· Di Balaikota mendapatkan alas tikar untuk tidur dan jatah makan 2 kali sehari

· Mendapatkan kunjungan istri dan ibunya untuk mengirim makanan

· Saat di Sasono Mulyo mendapatkan bulgur satu kali sehari setiap pagi

· Dipekerjakan paksa membersihkan kolam Balekambang dan memperbaiki tanggul di daerah Dawung

· 1968 dipindahkan ke CPM dan ditahan selama 2 minggu

	7.
	Sri Mulyani
	· Sangat tertekan ketika ditinggal suami

· Menghidupi ketiga anaknya dengan menjadi penjahit dan menjual kue keliling

· Mulyani dilarang menjenguk suaminya yang ditahan di Surabaya

· Pernah akan medapatkan pelecehan seksual oleh petugas RPKAD yang melakukan operasi rutin ke rumah-rumah warga

· Setelah ditahan di Surabaya selama 3 tahun, suaminya dipindahkan ke Kalisosok (masih Surabaya) lalu pindah lagi di Lemahputih Semarang, dan yang terakhir di LP Solo

· Saat di Semarang, keluarga diijinkan menjenguk

· Suaminya mendapat tugas bekerja di dapur dan membersihkan ruang tahanan

· Saat di CPM ada seorang teman yang banyak membantu

· Selama suaminya ditahan, kondisi ekonomi keluarga menjadi terbengkalai

· Anak kembarnya keduanya meninggal dunia dengan jarak tidak lama

· Mulyani hanya dapat bekerja serabutan karena banyak pabrik melakukan PHK, ia kemudian berjualan es buah dan es dawet

	8.
	Tri Sakti
	· Hanya mendapat cerita dari ibunya bahwa ayahnya disiksa selama ditahan

· Dan enggan menceritakan kembali tentang penderitaan ibunya selama ayahnya ditahan

	9.
	Suratman (TB)
	· Balaikota – Sasono Mulyo

· Di Balaikota diberikan makan yang dibungkus daun pisang satu kali sehari yang diambil pagi untuk makan siang atau sore harinya

· Dipekerjakan paksa di Kaliwedhi Klaten, membersihkan air saat banjir Solo, menguras kolam lumpur Balekambang, membuat waduk, dan mengecat rumah petugas tahanan

· Total waktu di tahannya adalah 3 tahun

· Selama ditahan, dirinya menyampaikan bahwa sering disiksa dan dipukuli

	10.
	Darsini
	· Kecamatan Banjarsari – Seksi 2 Mangkunegaran – Balaikota

· Diinterogasi hingga hampir diperkosa, kemudian ditahan di kecamatan Banjarsari beberapa hari

· Tidak dapat tidur karena takut diperkosa

· Saat di Balaikota, ruangan bawah digunakan sebagai kamar dan yang atas adalah tempat interogasi, sering terdengar penyiksaan tahanan saat interogasi

· Diberikan jatah makan nasi bungkus 2 kali sehari dan juga mendapatkan kiriman makanan

· 2 tahun ditahan di Balaikota, ada seorang petugas yang baik karena sering memberinya buah dan uang

· Ada kegiatan rutin seperti olahraga, kajian agama, dan apel rutin

· Darsini juga menjahit, membuat kerajinan, untuk kemudian dijual


4.2.6 Situasi Masa Pembebasan

Para informan yang merupakan korban langsung tragedi 65 memiliki perbedaan mengenai lama masa tahanan. Sanusi yang ditahan hingga ke Nusakambangan ditahan selama 8 tahun, Kastinah yang berakhir di tahanan Plantungan menghabiskan 14 tahun masa tahanan, Djumadi yang masih seorang pelajar saat ditangkap mendapat 1 tahun masa tahanan, Supardi dan Darsini mendapat 2 tahun masa tahanan, Surachman, Widodo, dan Suratman selama 3 tahun masa tahanan. Sedangkan suami Sri Mulyani dan ayah Tri Sakti mereka tidak mengingat dengan jelas lama masa tahanannya.

Masing-masing informan memiliki surat bebas setelah mereka keluar dari tahanan. Namun meski telah dibebaskan, mereka masih harus memenuhi ketentuan wajib lapor bagi mantan tahanan politik. Lama waktu wajib lapor ini juga beragam tiap informan. 

“bebas tapi ya masih harus wajib lapor. Itu ya lumayan lama, saya 3 bulan ada itu lapor-lapor ke CPM” (Surachman, 3 Februari 2020)

“wah saya itu lama banget lho wajib lapor. 10 tahun mungkin ada, pokoknya sampai tahanan terakhir Pulau Buru dibebaskan” (Djumadi, 3 Februari 2020)

Kastinah, Darsini dan Widodo serupa dengan Surachman yang harus wajib lapor hingga 3 bulan. Sanusi sendiri melakukan wajib lapor selama 2 bulan. Supardi wajib lapor selama 4 bulan. Suratman menyatakan tidak terlalu ingat berapa lama masa wajib lapornya, sedangkan suami Mulyani tidak menjalani wajib lapor karena mendapat bantuan dari temannya yang bertugas di CPM. Dan Tri Sakti tidak tahu seputar wajib lapor yang dilakukan ayahnya.

Setelah bebas dari tahanan, masing-masing informan memiliki kisahnya sendiri mengenai tanggapan keluarga dan masyarakat kepada mereka yang merupakan mantan tahanan politik.

“keluarga saya senang saya pulang, tetangga-tetangga juga tidak ada masalah. Cuma KTP saya itu setelah itu ada kode ET, saya nggak bisa kerja lagi di AURI, atau di tempat lain” (Sanusi, 30 Januari 2020)

“dibebaskan di Jogja itu dijemput kakak saya namanya mas Toro, trus pulang kerumahnya. Saya nggak betah karena istrinya mas Toro itu sering ngatain saya PKI sama Gerwani” (Kastinah, 30 Januari 2020)

“Keluarga saya trauma, tetangga-tetangga saya itu juga masih selalu mencurigai saya sama keluarga. Hampir tiap hari rumah saya dikelilingi dan pada ngintip, pernah ayah saya itu sampai dipukuli tanpa sebab” (Djumadi, 3 Februari 2020)

“keluarga saya atau istri itu nggak masalah saya mantan tapol, yang jadi masalah itu tetangga- tetangga itu lho. Istri saya itu sering nangis dulu karena dengar orang-orang” (Surachman, 3 Februari 2020)

“semuanya nggak terima, tetangga kalo saya sapa saya ajak ngobrol nggak dijawab. Saudara saya di Lampung juga pernah kirim surat ke saya untuk ngga usah menghubungi mereka lagi, saudara saya itu PNS, takut kalo terlibat” (Mulyani, 4 Februari 2020)

Kondisi masing-masing informan berbeda, mulai dari Sanusi yang kehidupan bermasyarakatnya tidak mengalami masalah, kemudian Kastinah yang keluarganya tidak bisa menerima dirinya yang seorang mantan tahanan politik. Djumadi yang keluarganya mengalami trauma berat karena didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Surachman yang diterima keluarga namun para tetangganya sering memberikan ujaran kebencian, hingga Mulyani dan suaminya yang didiskriminasi tetangga serta tidak diterima keluarga besarnya.

Informan lain seperti Supardi, Widodo, Suratman, dan Darsini tidak mengalami kesulitan bersosialisasi dengan keluarga maupun tetangga setelah keluar dari tahanan. Hanya saja setelah pindah rumah, Darsini justru menemukan lingkungan yang tidak sehat. Tetangga-tetangganya sering menggunjing bahwa ia dan suaminya adalah mantan tahanan politik yang perlu dicurigai. Sedangkan Tri Sakti mengalami masa-masa sulit setelah ayahnya dibebaskan, usianya masih anak-anak namun sudah banyak mendapat diskriminasi.

“saya sama saudara-saudara saya itu nggak punya teman kalo di kampung. Anak-anak sepantaran saya itu dilarang gitu lho mbak, nggak boleh main sama anak PKI katanya” (Tri Sakti, 4 Februari 2020)

“saya ingat bapak itu dulu sering nglindur, kalo malam itu saya bangun karena bapak saya teriak-teriak histeris. Kalau kata ibu saya karena ingat masa-masa waktu ditahan” (Tri Sakti, 4 Februari 2020)

“keluarga saya nggak masalah, kakak saya aja bisa jadi PNS itu kan pindah ke KK pakde” (Tri Sakti, 4 Februari 2020)

Kondisi keluarga Tri Sakti kurang lebih sama dengan Mulyani. Ibu Tri saat ayahnya ditahan memutuskan untuk berhenti bekerja karena anak-anak yang masih kecil dan harus ada yang menemani. Ibunya kemudian membuka jasa rias pengantin dan membuat kerajinan tangan untuk dijual. Kehidupan ekonomi keluarga Tri saat ayahnya ditahan sangat sulit, ia bahkan kesulitan menceritakan kembali penderitaan ibunya kala itu.

Tetangga-tetangga sekitarnya masih mendiskriminasi keluarganya hingga akhirnya keluarganya memutuskan untuk pindah rumah. Tri mengaku dirinya dan saudara-saudaranya hampir selalu merasa kecewa dengan orang tuanya. Tidak hanya di kampung, di sekolah mereka juga diolok-olok sebagai anak orang jahat. Film G30S yang diputar setiap tahun juga memunculkan rasa sakit hati Tri dan saudara-saudaranya atas kenyataan bahwa ayahnya merupakan bagian dari orang-orang jahat pada film tersebut.

Selain diskriminasi yang diberikan oleh keluarga dan tetangga, beberapa informan yang merupakan korban tragedi 65 juga menyatakan bahwa diskriminasi datang dari negara. Mereka mendapatkan kode ET pada KTP baru yang didapatkan setelah keluar dari tahanan. Dengan kode tersebut, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan manapun disektor formal. Informan yang awalnya merupakan pegawai pemerintah yaitu Sanusi, Suratman, dan Widodo kehilangan pekerjaannya tanpa surat resmi dari kantor, mereka juga tidak dapat kembali bekerja disana. 

Namun rupanya ada beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan KTP dengan kode ET. Informan tersebut antara lain Surachman dan Darsini. Dengan begitu setelah keluar tahanan, Darsini masih diijinkan untuk bekerja di pabrik rokok. Sedangkan Surachman memilih membantu istrinya berdagang di pasar. 

Kode ET ini tidak hanya berpengaruh pada korban langsung untuk mencari pekerjaan. Nasib sekolah anak-anak pun menjadi taruhannya. Anak-anak mantan tapol yang memiliki kode ET di KTP akan kesulitan masuk ke sekolah, mereka harus memiliki persyaratan yang diberikan oleh pihak terkait. Pekerjaan pun akan sulit diperoleh, bahkan dalam kasus Mulyani, anaknya gagal menikah karena pihak laki-laki adalah seorang PNS dan dilarang menikah dengan keturunan daftar hitam tragedi 65.

Kondisi kehidupan informan selepas masa tahanan sangat tidak mudah, mereka harus menghadapi keluarga dan tetangga yang memberikan kecurigaan dan stigma negatif. Mereka juga harus tetap menjaga stabilitas ekonomi keluarganya dan juga pendidikan anak-anaknya. Untuk menjalani hidup kembali setelah mendapatkan perlakuan buruk oleh negara menjadi masa-masa sulit bagi seluruh informan.

Tabel 4.5
Masa Pembebasan
	No
	Informan
	Masa Pembebasan

	1.
	Sanusi
	· Bebas tahun 1978 setelah menginap di korem Solo, dan dijemput keluarga di kodim Solo

· Melakukan wajib lapor dan apel di Koramil Solo selama 2 bulan

· Beruntung keluarga dan masyarakat menyambut baik kepulangannya

· Namun pemerintah tetap mendiskriminasi, memberikan KTP ET

· Pekerjaannya di AURI tidak dapat kembali, ia juga kesulitan mencari pekerjaan baru karena statusnya sebagai mantan tahanan politik, terutama di sector formal

· AURI juga tidak memberikan surat pemecatan

· Hanya dapat bekerja serabutan dengan keahliannya menggunakan mesin ketik, dan sesekali ikut proyek pembangunan

· Saat ditahan, isrinya berhenti bekerja dan hanya menerima bantuan dari saudara-saudara dan ayah Sanusi


	2.
	Magdalena Kastinah
	· Bebas tahun 1979 di Yogyakarta

· Kemudian tinggal bersama kakaknya, namun pihak keluarga kakaknya memberikan stigma negatif kepadanya

· Karena tidak diterima dengan baik dirumah kakaknya, Kastinah memilih pergi ke rumah ayah tirinya di Purwokerto dan hidup dengan lebih baik

· Melakukan wajib lapor selama 3 bulan, lalu diberikan surat jalan

· Bekerja di toko roti dan toko emas

· Menikah tahun 1980 dengan suami yang juga mantan tahanan politik, kemudian tinggal di Semarang

· Suaminya seorang guru akuntansi, orang asli Solo

· Saat di Semarang sempat beternak ayam untuk dijual

· Kemudian pindah ke Solo ke kampung halaman suaminya, berjualan gado-gado dan peyek kacang

· Tahun 2012 suaminya meninggal, mereka tidak memiliki anak

· Masyarakat sekitar rumahnya di Solo tidak memberikan stigma negatif, namun beberapa kerabat justru tidak menerima dirinya

	3.
	Djumadi
	· Bebas pada tahun 1966

· Melakukan wajib lapor sangat lama hingga 10 tahun lebih, sampai tahanan terakhir pulau buru dibebaskan

· Karena saat ditangkap dirinyabelum lulus SMA, dia mengikuti ujian kesetaraan agar dapat ijazah

· Masyarakat masih memberikan stigma negatif selama dirinya masih melakukan wajib lapor

· Perlakuan diskriminatif tidak hanya pada dirinya namun juga keluarganya. rumahnya masih sering diawasi, dan suatu hari ayahnya pernah dipukuli karena dicurigai berbuat hal buruk

· Keluarganya mengalami trauma berat dan ketakutan

· Setelah djumadi mendapat surat pembebasan dan surat jalan, masyarakat berkurang dalam mengganggu keluarganya, meskipun masih sinis

· Mendapatkan KTP ET, dan baru dihapus setelah Gusdur jadi presiden

· Tidak dapat bekerja di sector formal karena KTP ET

· Bekerja dengan berdagang pakaian

· Menikah tahun 1969, namun orang tua istrinya tidak suka pada Djumadi

· 1970 menjadi kuli bangunan dan tukang batu di Jakarta

· 1971 pulang ke Solo dan mengajak istrinya mencari kerja di Jakarta

· Kemudian kembali lagi ke Solo dan membuka usaha catering

	4.
	Supardi
	· 1967 dibebaskan

· Melakukan wajib lapor selama 4 bulan

· 1968 menikah

· 1969 terjadi pemberontakan Abu Sofyan di Solo, kemudian Supardi dicurigai karena ia seorang mantan tahanan politik, sehingga diamankan ke kodim Sukoharjo

· Dipekerjakan paksa memperbaiki rumah dengan membeli batu bata sendiri

· Setelah bebas dari Sukoharjo, ia kemudian menjual rumahnya dan pindah tempat tinggal

· Masyarakat di lingkungan yang baru menerimanya dengan terbuka, ia bahkan dipercaya menjadi ketua keamanan kampung

· Ia juga bekerja di toko emas di Pasar Legi

	5.
	Surachman
	· Bebas pada tahun 1968

· Melakukan wajib lapor di CPM selama 3 bulan

· Menikah pada tahun 1968

· Keluarga kedua belah pihak menerima Surachman, namun tetangganya banyak yang tidak suka, dan keluarganya mendapatkan diskriminasi hingga sering membuat istrinya mennagis

· Surachman bekerja di bengkel di Pasar Legi, lalu menjadi supir truk, hingga akhirnya ikut istri dan mertuanya berjualan di pasar

· Surachman sering pindah rumah karena menghindari stigma dan diskriminasi

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	· Bebas pada tahun 1968

· Melakukan wajib lapor di kantor polisi selama 3 bulan

· Mendapatkan KTP ET sehingga hanya bisa bekerja serabutan. Sempat bekerja di pom bensin, dan menjadi tukang batu

	7.
	Sri Mulyani
	· Menjemput suami di CPM dalam keadaan sakit dan kurus kering

· Banyak luka di badan suaminya yang merupakan bekas siksaan tahanan

· Suaminya tidak melakukan wajib lapor berkat bantuan dari temannya di CPM

· Suami trauma dan tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga tidak dapat bekerja

· Tetangganya banyak yang menggunjing dan mendiskriminasi keluarganya

· Demi melakukan sosialisasi, suaminya lalu mengikuti kegiatan spiritual

· Mengalami konflik dengan pemilik tanah tempat rumahnya dibangun, Mulyani hendak membeli tanah tersebut namun pemilik tanah enggan karena suaminya mantan tahanan politik, akhirnya keluarganya pindah rumah

· Tidak hanya tetangga yang menggunjing, namun keluarga besar dan kerabatnya juga menghindari keluarga mulyani

· Anak-anaknya kesulitan sekolah karena status ayahnya

· Mulyani kemudian memulai berjualan nasi timlo di depan Monumen Pers Solo

· Keluarganya tidak dapat bekerja di sector formal hingga ke anak-anaknya, bahkan salah satu anaknya gagal menikah dengan laki-laki pilihannya karena pihak laki-laki adalah PNS dan dilarang menikahi keturunan daftar hitam

	8.
	Tri Sakti
	· Ayahnya dibebaskan tahun 1976

· Selama ayahnya ditahan, kebutuhan ekonomi keluarganya hanya bergantung pada bantuan teman-teman ibunya di Telkom

· Ibunya memutuskan berhenti bekerja untuk mengurus anak-anaknya dan membuka usaha rias pengantin serta membuat kerajinan tangan untuk kemudian dijual

· Tetangga-tetangganya memberi stigma negative dan diskrimiinasi terhadap orang tuanya dan juga saudara-saudaranya yang waktu itu masih anak-anak

· Tetangga sering membuka konflik yang akhirnya menyalahkan keluarganya, karena ayahnya mantan tahanan politik dan dianggap membawa sial

· Setelah ayahnya pulang, keadaan ekonomi keluarganya tidak berlangsung membaik, ayahnya juga masih mengalami trauma. Setiap malam sering mengigau dan berteriak-teriak histeris 

· Ayahnya kemudian merintis usaha dekorasi pernikahan hingga sering mendapatkan penghargaan

· Keluarga besarnya menerima kondisi keluarganya, bahkan salah satu kerabat memindahkan nama kakaknya kedalam KK baru agar kakaknya dapat mendaftar jadi PNS

· Namun anak-anak yang lain tidak ingin repot dan bekerja seadanya

· Tri sakti ikut membantu ayahnya mendekor pernikahan, dan pernah bekerja menjadi pengasuh anak di luar pulau hingga 11 tahun

· Tri dan saudara-saudaranya merasa kecewa dengan orang tuanya karena membuat mereka kesulitan di banyak tempat, di kampung, di sekolah, hingga akan bekerja dan menikah

· Setiap pemutaran film G30S PKI di televisi, Tri merasa semakin sakit hati, dan menganggap ayahnya orang jahat

· Ibunya memberikan pengertian mengenai situasi sulit ayahnya, sedikit demi sedikit dirinya mulai menerima

	9.
	Suratman (TB)
	· Beberapa masyarakat mendiskriminasi dirinya sepulangnya dari tahanan

· Melakukan wajib lapor di beberapa tempat seperti kecamatan, polsek, dan CPM hingga beberapa tahun

· Mendapatkan KTP ET sehingga tidak dapat melanjutkan bekerja di sector formal

· Ia bahkan tidak mendapatkan surat pemecatan dari Balaikota, namun tetap tidak dapat bekerja disana lagi

· Saat itu hanya istrinya yang bekerja sebagai buruh cuci, sehingga kondisi ekonomi keluarganya serba kekurangan

· Istrinya mengalami trauma hingga bertahun-tahun, selalu ketakutan apabila mendengar suara langkah kaki bersepatu

· Tahun 1970 ia ikut mengerjakan proyek dan pernah menjadi sopir

	10.
	Darsini
	· Melakukan wajib lapor satu minggu sekali selama 3 bulan di Mangkunegaran

· Bekerja di pabrik rokok karena diajak temannya

· Selain itu ia membantu ibunya berjualan makanan tradisional

· Ia juga membuka warung dan menikah dengan sesame mantan tahanan politik

· Anak-anaknya tetap dapat bersekolah

· Saat tinggal di kampung halamannya, orang-orang sangat baik dan mau menerimanya. Namun setelah ia pindah rumah, masyarakat yang tau ia mantan tahanan politik langsung menjauhi dan menggunjing keluarganya


4.2.7 Kondisi Korban Tragedi 65 Saat Ini

Tragedi 65 terjadi 55 tahun yang lalu, dimana saat itu usia para korban 65 rata-rata adalah 20 tahun. Dengan begitu rata-rata usia para korban 65 yang menjadi informan pada penelitian ini adalah diatas 70 tahun. Bahkan ada satu informan yaitu Suratman yang telah meninggal dunia satu bulan setelah wawancara mendalam dilakukan. Menjalani kehidupan selama 55 tahun setelah tragedi yang menimpa mereka tentunya bukan perkara yang mudah. Banyak dari mereka kemudian memiliki semangat untuk tetap mempertahankan kehidupan keluarganya, ada juga yang berkali-kali menemui kegagalan.

Di usia yang telah mencapai 70 tahun lebih membuat para informan yang merupakan korban tragedi 65 tidak dapat banyak beraktivitas seperti ketika masih muda. Mayoritas informan kini telah menggantungkan hidupnya kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi pada Sanusi, Supardi, Widodo, dan Suratman. Sedangkan informan lainnya yang memiliki usaha dagang, masih bekerja untuk mengisi waktu senjanya.

55 tahun kehidupan Sanusi dihabiskan untuk tetap menghidupi keluarganya dengan bekerja seadanya, mulai dari mengikuti proyek pembangunan hingga sesekali ada pekerjaan yang membutuhkan pengetik, ia mengajukan diri. Setelah tubuhnya tidak lagi sekuat saat muda, ia kemudian membuka jasa servis mesin ketik, ia bersyukur meski hanya itu yang menjadi keahliannya.

Saat ditahan Sanusi telah menikah dan memiliki satu anak, sepulang dari tahanan ia memiliki 2 anak lagi. Hidup sebagai mantan tahanan politik dengan tiga anak tidaklah mudah bagi Sanusi dan istrinya yang memilih berhenti dari pekerjaannya di pabrik Konimex. Karena KTP ET, anak-anaknya mengalami kesulitan terutama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi Sanusi, anak-anaknya adalah anak-anak yang rajin dan pandai, anak keduanya bahkan sempat kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta, namun berhenti ditengah jalan karena tidak memiliki biaya. Anak pertamanya juga hanya berhasil lulus SMA dan kini menjadi sopir.

Sanusi yang setelah keluar dari tahanan hanya dapat bekerja serabutan tersebut, kini memilih untuk beristirahat. Kehidupan masa senjanya dan istrinya dia gantungkan kepada anak-anaknya. Sanusi merasa beruntung karena anak-anaknya tidak mempermasalahkan dirinya yang seorang mantan tahanan politik. Saat ini dirinya seringkali mengunjungi teman-teman seperjuangannya dalam tragedi 65, terlebih semenjak dirinya menjadi koordinator Sekber’65 Solo dan aktif mengikuti berbagai kegiatan dan perkumpulan rutin sebulan sekali. 

“saya merasa kuat disini bersama teman-teman yang lain. Tadinya ya saya bisa apa selain menerima, tapi Sekber membantu kita orang-orang kelas dua yang sudah kehilangan haknya, kami dibantu untuk mendapatkan itu kembali” (Sanusi, 30 Januari 2020)

Telah cukup menerima nasibnya selama ini, Sanusi akhirnya memiliki harapan untuk mengembalikan nama baiknya. Baginya, kerugian materiil bukan segalanya, namun kerugian moral tidak hanya didapatkan oleh dirinya namun juga istrinya, dan keluarganya. Bagi Sanusi kerugian moral tersebut harus dibayar oleh negara dengan pengakuan atas dirinya sebagai warga negara Indonesia.

Kastinah yang tidak memiliki keturunan telah ditinggal suaminya sejak tahun 2012. Dirinya kini hidup sendiri dalam rumah kecil dari kayu. Tidak seberuntung Sanusi, Kastinah tidak dapat menggantungkan diri kepada siapapun sehingga ia harus tetap berjuang menghidupi dirinya sendiri dengan menjual es batu dan peyek kacang. Sejak dibebaskan, ia dan suaminya yang tidak bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan kemudian mencoba segala cara untuk tetap bertahan hidup.

Ia pernah beternak ayam, berjualan gado-gado, hingga akhirnya berjualan peyek karena modalnya yang murah. Pekerjaan itu ia geluti sepanjang hidupnya. Namun karena Kastinah merupakan orang yang mudah bergaul dan memiliki semangat positif, ia dikenal baik oleh tetangga-tetangganya setelah ia menetap di Solo. Akhirnya dia banyak mengikuti kegiatan kampung, dan juga aktif di acara-acara gereja. Hal tersebut memberikan timbal balik positif bagi Kastinah, ia sering mendapat bantuan dari tetangga-tetangganya, dan terutama dari gereja berupa sembako setiap bulan. Suatu ketika dirinya bahkan mendapatkan bantuan berupa kulkas dari gereja, yang kemudian ia manfaatkan untuk berjualan es batu.

Selain di gereja dan kampung, Kastinah juga aktif di organisasi Sekber’65. Ia mengaku pernah mengalami tekanan psikologis yang membuat dirinya takut pada aparat negara seperi polisi atau TNI. Sebelumnya, apabila ia melihat polisi atau TNI ia akan gemetar dan ketakutan. Namun setelah ikut Sekber’65 ia merasa lebih baik. Sebelum ikut Sekber’65 Kastinah juga menyatakan bahwa dirinya pernah ikut Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru), namun menurut Kastinah, kegiatan yang dilakukan Pakorban tidak seserius Sekber’65.

“Sekber itu betul-betul serius ngajak korban-korban ini bangkit dari trauma, termasuk saya ini. Banyak dukungan dari Sekber sehingga saya juga jadi lebih percaya diri ikut banyak kegiatan di kampung, gereja” (Kastinah, 30 Januari 2020)

Kastinah menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan SKKP HAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia). Surat tersebut dia usahakan bersama korban-korban lainnya dibantu oleh Sekber’65 yang bekerjasama dengan Komnas HAM. Dengan adanya surat tersebut memberikan sedikit harapan lagi untuk Kastinah bahwa negara nantinya akan mengakui secara penuh tentang pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lampau.

Suratman yang kehilangan pekerjaannya di Balaikota kemudian menghabiskan masa produktifnya mengikuti pekerjaan proyek di Waskita Karya sebagai sopir. Setelah beberapa tahun bekerja di proyek Waskita Karya, tahun 1980 dirinya ditawari rekan yang lain untuk menjadi sopir truk jalur Surabaya-Solo, Solo-Jakarta. Menjadi sopir adalah salah satu keahliannya bahkan selama dia masih menjadi tahanan. Dirinya juga pernah menjadi sopir apotek di Solo. Namun ia akhirnya berhenti bekerja pada tahun 2009 karena sakit. 

Dirinya mengalami pendarahan otak, yang ia asumsikan pengaruh dari perlakuan kekerasan ketika masa tahanan. Penyiksaan yang dialaminya disekujur tubuh membuatnya merasakan sakit dihari tua. Saat itu dirinya opname selama 17 hari di rumah sakit. Saat ini istri Suratman tetap berkegiatan dengan membuat karak untuk dijual, meskipun kehidupan keluarga mereka saat ini sudah tercukupi dan anak-anak mereka menjadi orang yang berpenghasilan, namun Suratman dan istrinya masih senantiasa berbaur ditengah masyarakat. Total anak Suratman berjumlah 6 orang, namun satu anak meninggal dunia. Suratman memiliki 14 cucu dan 12 buyut. Namun diantara anak-anak Suratman tidak ada yang bersedia mengikuti agenda sekber karena bertabrakan dengan pekerjaan masing-masing.
“Sekber itu nggak berpolitik, makanya saya masih disini. Sekber memperjuangkan kemanusiaan dan saya menghargai itu, saya banyak berterima kasih masih ada orang-orang yang peduli pada orang-orang seperti kami” (Suratman, 6 Februari 2020)

Bagi Suratman, Sekber’65 sangat mengayomi para korban yang mereka advokasikan. Suratman dan para korban lain merupakan orang-orang yang masih bersandar pada trauma dan rasa takut. Namun baginya, Sekber’65 sedikit demi sedikit meyakinkan para korban untuk terus melangkah menjauhi trauma tersebut. Suratman merasa bahwa yang tersisa dari trauma para korban saat ini adalah kerugian moral yang mereka terima, yang tentunya tidak dapat diganti dengan materi.

Meskipun hingga dilakukannya wawancara, ia masih belum mengetahui pasti kesalahan apa yang membuat dirinya ditangkap dan diperlakukan tidak adil. Suratman terus berjuang bersama Sekber’65 hingga akhir hayatnya, memberikan semangat hidup pada teman-teman seperjuangannya, dan percaya bahwa suatu saat negara harus mengakui perbuatannya melanggar HAM warga negara.

Djumadi selama 55 tahun setelah masa pembebasan kemudian banyak bekerja di berbagai sector. Ia ikut proyek pembangunan di Jakarta, menjadi kuli bangunan dan tukang batu di Senayan, dan juga ikut membangun kantor DPR, hingga kembali ke Solo lagi dan membuka usaha katering bersama istrinya. Tidak lama setelah Djumadi dan istrinya kembali ke Solo dan tinggal di Jeyengan, kemudian pindah ke Jontokan dan memiliki 4 anak, lalu pindah lag ke Jeyengan dan tambah lagi 3 anak. Yang terakhir pindah ke Waringin Rejo dan memiliki 1 anak lagi. Total anaknya ada 7 orang yang masih hidup hingga saat ini. Anak-anak Djumadi mengerti apabila ayahnya adalah mantan tahanan politik, sebagian besar takut. Namun mereka tidak mengalami trauma atau diskriminasi. 

Keluarga Djumadi juga tidak mendapatkan diskriminasi yang ekstrem (meskipun Djumadi tidak dianggap oleh pihak keluarga istri karena statusnya) karena istrinya merupakan juru masak dan membuka katering sehingga memiliki banyak teman dan relasi. Djumadi bahkan belajar memasak dari istrinya, sehingga ketika istrinya meninggal, usaha katering tersebut ia dan anak-anaknya yang melanjutkan. Saat ini beberapa nama katering nya dalah Bu Sugi katering dan Gadis katering.

Selain terus berjuang demi kehidupan keluarga, Djumadi menemukan sebuah wadah untuk korban 65 yang ada di Solo dan sekitarnya. Saat itu dirinya diajak oleh salah satu teman bernama Sanusi yang juga aktif dalam kegiatan organisasi bernama Sekber 65 pada tahun 2005 ketika kantornya masih berada di Jagalan.
“di Sekber ini saya bisa bebas bertukar cerita tentang masa lalu yang pahit, semua orang di Sekber bersikap positif, terbuka dan menerima karena kita punya nasib yang sama. Jadi saya merasa lega bisa mengeluarkan unek-unek” (Djumadi, 3 Februari 2020)

Tidak adanya dukungan dari keluarga membuat Djumadi selalu menyimpan trauma masa lalunya sendirian. Banyak hal yang tidak dapat ia ungkapkan ditengah keluarganya, membuatnya selalu mengingat masa-masa sulit. Saat ini dirinya menjadi pengurus Sekber’65 Solo sebagai bendahara. Kehidupan masa senjanya ia habiskan dengan melanjutkan usaha katering milik istrinya yang sudah meninggal. Anak-anaknya juga memiliki usaha kateringnya sendiri, sehingga Djumadi sering ikut membantu. Namun anak-anaknya tidak ingin ikut campur urusan masa lalu ayahnya, itulah yang membuat Djumadi merasa senang bergabung dengan Sekber’65 sehingga tidak merasa sendiri dengan masa lalunya yang kelam.

Hal yang sama diungkapkan oleh Supardi. Supardi menjadi tukang emas di Pasar Legi selama 24 tahun. Setelah itu dirinya mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan menjadi takmir masjid serta berjualan bensin. Supardi memiliki 9 orang anak, lima dari istri pertamanya, Jumirah, dan empat dari istri keduanya, Yamtini. Supardi juga dikaruniai dengan 13 orang cucu serta 3 orang buyut. Supardi tidak pernah merasa malu dengan masa lalunya sebagai tahanan politik. Supardi pun secara terbuka menceritakan kepada anak-anaknya bahwa ia dulu pernah ditahan dan bahwa ia pernah menerima KTP dengan tanda ET.

Widodo yang juga menerima KTP dengan tanda ET meski begitu, Widodo berhasil memeroleh pekerjaan di Pom Bensin Sarinah di dekat Tirtomoyo. Ia bekerja di sana hingga tahun 1976. Setelah berhenti, Widodo bekerja sebagai tukang batu di daerah Kadipiro bersama dengan beberapa temannya. Saat ini, Widodo tinggal bersama sang istri di daerah Purwoprajan, Surakarta. Mereka sebenarnya memiliki 9 orang anak, namun tiga diantaranya mengalami keguguran dan dua diantaranya meninggal dunia. Maka saat ini Widodo memiliki empat orang anak. Anak-anak Widodo ada yang bekerja sebagai tukang jahit, pedagang, serta tukang parkir di Tirtomoyo.

 Supardi dan Widodo bergabung dengan Sekber 65 sejak sebelum diresmikan oleh notaris. Saat ini mereka dihidupi oleh anak-anaknya, dan masih aktif berorganisasi memperjuangkan pengakuan negara atas perlakuan buruk negara terhadap mereka. 

Sedangkan Surachman, untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah keluar dari tahanan dan menikah adalah kembali bekerja di bengkel mesin di Pasar Legi. Kebetulan kepala bengkel tersebut memang sudah kenal baik dengan Surachman sehingga dapat menerima Surachman untuk bekerja di sana. Ia kemudian juga diminta oleh tamannya untuk menjadi supir truk jurusan Jakarta pada tahun 1975. Setelah 8 tahun menjadi supir truk, mertua Surachman mengusulkan agar ia membeli mobil dan menjual jasanya sebagai supir. 

Tak lama setelahnya mertua Surachman mengusulkan agar ia ikut bekerja di pasar agar tidak lelah kesana kemari. Surachman awalnya ragu karena ia tidak dapat melakukan pekerjaan pasar. Dengan bimbingan mertua dan istri, Surachman pun menjadi pekerja pasar yang telaten dan seringkali melakukan pemarutan kelapa dengan mesin. Setelah menikah, Surachman sebenarnya tetap bertempat tinggal di Gajahan, Namun ia beberapa kali berpindah rumah untuk menyembunyikan identitasnya karena ia dan istrinya sering mendapatkan diskriminasi. Setelah empat kali berpindah alamat, Surachman akhirnya menetap di Ngronggah, Sukoharjo pada tahun 2004.

Hampir sama dengan Djumadi, saat ini masih berdagang di pasar bersama istrinya meskipun anak-anaknya telah mapan, ia baru ikut Sekber 65 tahun 2019 dan mulai terbiasa mengikuti perkumpulan rutin Sekber’65. Surachman senang belajar, sehingga setiap ada perkumpulan rutin dan pihak Sekber menyampaikan kondisi negara saat ini, dia memperhatikan dengan seksama.

Tidak hanya korban 65 saja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, namun juga anak-anak mereka yang kemudian tidak dapat bekerja di sektor formal. Terutama ketika orang tuanya memiliki KTP dengan label ET yang menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga mantan tapol yang saat itu masih dianggap orang-orang yang memberikan pengaruh negatif. Hingga kini, anak-anak Mulyani memutuskan untuk bekerja secara mandiri, kebanyakan berdagang, jualan timlo, nasi goreng, atau mi goreng. Anak pertamanya bahkan membuka katering di Jakarta. Total anak Mulyani dan Ripto adalah 5 orang sudah termasuk yang meninggal 2 orang. Memiliki 13 cucu, dan 4 buyut.

Mulyani mengetahui tentang Sekber 65 dari teman seperjuangan yang bernama Surip Pandu yang saat ini sudah meninggal, beliau lebih dulu masuk Sekber 65 dibanding Ripto dan Mulyani. Akhirnya Mulyani tertarik dan memutuskan untuk ikut bergabung. Setelah bergabung, suaminya beberapa kali melakukan hal-hal aneh-aneh, karena sudah kenal dengan anak-anak muda yang adalah anggota PRD. Teman-teman PRD seringkali berdiskusi di warung timlo miliknya, sehingga Ripto sendiri sering ikut melindungi para anggota PRD apabila ada yang berniat buruk. Selain itu apabila PRD ada kegiatan dan membutuhkan bantuan, suaminya akan dengan senang hati membantu.

“saya juga nggak tahu ya, rasanya masih sakit saja hati saya mengingat masa lalu yang serba sulit. Saya itu masih selalu takut kalau hal-hal di masa lalu terjadi lagi” (Mulyani, 4 Februari 2020)
Berdagang juga masih dilakukan oleh Mulyani di usia yang sudah mencapai 70 tahun. Dirinya berjualan timlo dengan anaknya di depan Monumen Pers Surakarta. Ia juga aktif mengikuti perkumpulan rutin Sekber’65 meskipun suaminya sudah meninggal. Mulyani merupakan salah satu anggota Sekber’65 yang masih merasa takut dengan kejadian masa lalu. Disetiap pertemuan Sekber, ia selalu menanyakan mengenai tindak lanjut negara, ia sangat berharap dirinya dan keluarga diakui sebagai warga negara, sehingga dapat hidup aman tanpa rasa khawatir atas kejadian masa lalu.

Hal yang sama dirasakan oleh Tri Sakti yang merupakan seorang anak korban tragedi 65. Saat itu Tri tidak mengusahakan untuk dapat bekerja di sektor formal seperti kakak pertamanya yang menjadi PNS karena dibantu salah satu kerabatnya. Tri memilih ikut ayahnya membuat dekorasi, kemudian sempat bekerja sebagai pengasuh anak di Pekan Baru selama 11 tahun dan tidak pulang. Dirinya merasa betah berada di rumah majikannya, karena dirinya diperlakukan seperti saudara sendiri. Tri sedikit banyak menyesali hal itu dan merasa bersalah telah meninggalkan orang tuanya.
Pada masa itu Tri tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah, karena pada saat itu keluarganya sedang dalam situasi ekonomi yang kurang baik. Sehingga orientasi hidupnya adalah cari uang, apalagi ketika ayahnya belum dapat bekerja selepas keluar dari tahanan. Saat itu ayahnya juga mendapatkan KTP dengan kode ET yang membuatnya tidak dapat bekerja dimanapun terutama sektor formal pemerintahan. Oleh karena itu ayahnya kemudian membuka usaha jasa. Saat ini Tri memiliki satu anak yang berusia 27 tahun yang saat ini bekerja di Malaysia.

“saya pengen mengobati rasa kecewa dan menghapus cap PKI dari keluarga saya. Saya sejujurnya masih ragu, cerita-cerita orang Sekber itu benar atau tidak, saya harus percaya siapa saya bingung. Tapi harapan saya besar pada Sekber” (Tri Sakti, 4 Februari 2020) 

Dahulu, ayah dan ibunya sangat aktif mengikuti kegiatan dan pertemuan Sekber 65. Setelah ayahnya meninggal, ia kemudian mengantar ibunya ke setiap pertemuan Sekber’65, saat itulah pertama kali ia bergabung dengan Sekber’65. Setelah mengikuti beberapa pertemuan Sekber’65 Tri sedikit demi sedikit memahami kisah-kisah para korban, ia juga mendengar kisah ayahnya dari ibunya. Setelah ibunya meninggal, ia masih sering mengunjungi Sekber’65.

Sebelum Tri tahu bahwa ibunya ikut kegiatan semacam itu, dirinya masih takut dan tidak ingin membuka kisah lama orang tuanya. Saudara-saudaranya juga tidak setuju apabila ibunya ikut kegiatan tersebut, karena takut apabila kejadian yang sebelumnya terulang kembali dan keluarganya dilibatkan lagi. Tri ikut berkegiatan di Sekber 65 baru 3 tahun kebelakang, dan dirinya tertarik karena Sekber 65  tidak berpolitik, namun mengutamakan kemanusiaan atas kehidupan korban-korban 65.

Sebetulnya Tri bukan orang yang suka berorganisasi, beberapa yang ia ikuti kurang lebih seperti PKK tetap ia ikuti untuk menyambung persaudaraan dengan masyarakat. Keikutsertaannya di Sekber 65 pun ia anggap sebagai sebuah proses belajar dan bersosialisasi. Di dalam hatinya, Tri masih menyimpan rasa takut apabila mengingat kisah ayahnya semasa ditahan, ataupun penderitaan ibunya selama ditinggal ayahnya. Beberapa kali bahkan dirinya bimbang apakah dapat sepenuhnya percaya pada kisah para korban di sekber dan melanjutkan partisipasinya, atau mengikuti kata hati yang masih selalu takut.

Informan terakhir Darsini hampir sama dengan Kastinah karena tinggal sendirian setelah suami dan anak bungsunya meninggal. Setelah masa pembebasan, Darsini kemudian bekerja di pabrik rokok Mojosongo, tugasnya adalah membuat dan menggunting rokok agar ukurannya sama. Saat itu Darsini tidak memiliki KTP ET sehingga dirinya tidak kesulitan mendapat pekerjaan. Bekerja di pabrik itupun Darsini hanya diajak oleh seorang teman. Setelah beberapa waktu bekerja, Darsini memutuskan untuk keluar dari pabrik.

Setelah keluar dari pabrik rokok, Darsini kemudian membantu ibunya membuat makanan tradisional seperti ketan dan srabi yang kemudian dijual keliling. Darsini juga membantu ibunya membereskan rumah dan memasak setiap hari, sedangkan ibunya yang akan berdagang keliling. Tak lama kemudian membuka warung dirumah hingga dilamar oleh Gito. Bahkan setelah menikah dengan Gito, warung dagangnya menjadi lebih besar.

Gito merupakan seorang duda anak 1, yang saat itu akhirnya anak Gito yang bernama Sulistyanti ikut dengan Darsini, sedangkan anak Darsini sendiri berjumlah 3 yaitu Ari, Ana, dan Ami. Selama berkeluarga dengan Gito, Gito bekerja di bengkel yang cukup besar, kemudian ketika suatu ketika Gito diminta untuk bekerja di cabang bengkel di Semarang, Gito memilih untuk tidak berangkat karena lebih memilih keluarga di Solo. Kemudian di Solo berjualan babi mentah keliling. Darisini juga berjualan kue untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Anak-anak Darsini dan Gito juga dapat bersekolah.

Saat ini anak-anaknya, Ari tinggal di Mojosongo, Ana tinggal di Mertohudan, dan Ami meninggal pada tahun 2019 yang lalu karena serangan jantung. Setelah Gito dan Ami meninggal, Darsini tinggal sendirian di lingkungan yang kurang supportif kepadanya. Saat ini Darsini hanya berpasrah hati kepada Tuhan agar selalu bertahan dan kuat. Setelah Gito meninggal, Darsini tidak memiliki penghasilan, namun anak-anaknya saat ini juga tidak ada yang peduli. Meskipun dahulu pernah mendapatkan bantuan dari Diakonia dari gereja Pasar Legi, namun saat ini sudah tidak karena beberapa waktu terakhir Gito tidak mau datang dalam rapat-rapat rutin gereja sehingga keluarga mereka tidak lagi mendapatkan bantuan.
Anak-anaknya yang lain tidak terlalu peduli pada Darsini dan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Darsini pernah menjual makanan kecil dan minuman, namun ia berhenti setelah anaknya meninggal. Ia menyatakan bahwa ia merasa aman saat bersama dengan Sekber’65. Namun Darsini kini tidak lagi memiliki semangat untuk tetap menjalani kehidupan selain Sekber’65. Ia sering sekali mengeluh dan selalu berpikiran negatif terhadap hidupnya sendiri. Hal tersebut akhirnya membuatnya kembali kepada perasaan sulit atas masa lalu, dan tidak dapat beranjak dari traumanya.

Sekber’65 memberikan dukungan dan bantuan atas kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dengan HAM. Beberapa yang diberikan Sekber adalah SKKP HAM yang difasilitasi oleh Komnas HAM, lalu bantuan kesehatan berupa buku hijau yang dibantu oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban), dan juga bantuan ekonomi dari lembaga funding IKa (Indonesia Untuk Kemanusiaan). Beberapa informan menyatakan bahwa mereka merasa hidup kembali dengan dukungan dan motivasi dari Sekber’65, masih ada juga yang merasa setengah-setengah untuk terus memperjuangkan haknya, dan ada yang masih bertahan dengan rasa takut atas trauma masa lalu.
Tabel. 4.6.
Kondisi Saat Ini
	No
	Informan
	Kondisi Saat ini

	1.
	Sanusi
	· Di usia yang semakin tua Sanusi sudah tidak bekerja, sehingga ekonominya bergantung pada anaknya

· Ia mengikuti organisasi Sekber’65 (Sekretariat Bersama 65) dan menjadi coordinator wilayah Solo

· Di Sekber ia merasa kuat dan termotivasi untuk memperjuangkan haknya

· Ia merasa dibantu untuk mendapatkan pengakuan negara atas hidupnya

· Ia juga diberikan kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah layaknya orang-orang pada umumnya

· Ia sangat berharap ada rekonsiliasi atas trauma masa lalunya

	2.
	Magdalena Kastinah
	· Saat ini hidup sendirian dengan berjualan es batu dan peyek kacang

· Ia mengikuti banyak kegiatan seperti ikut organisasi Sekber, gereja, dan agenda kampung

· Ia sempat mengalami kondisi psikologis yang buruh karena trauma masa lalu, terutama apabila bertemu dengan polisi ia akan sangat ketakutan

· Di Sekber ia bertemu dengan orang-orang yang bersemangat dalam memperjuangkan hak hidupnya sehingga ia juga jadi semangat

· Kastinah merasa Sekber sangat serius mengajak para korban bangkit dari rasa takut, dan dapat mempertahankan diri dan keluarganya ditengah masyarakat

· Ia juga menerima banyak bantuan kesehatan berupa buku hijau yang sangat membantunya di usia yang semakin tua

· Ia juga mendapat pengakuan negara yang diberikan oleh LPSK berupa SKKP HAM

	3.
	Djumadi
	· Istrinya sudah meninggal sehingga ia melanjutkan catering istrinya

· Diajak ikut sekber sekitar tahun 2005, ia bahkan  ikut meresmikan sekber di notaris pada tahun 2012

· Baginya orang-orang sekber sangat positif dan terbuka, sehingga sedikit demi sedikit dapat membantunya menghilangkan trauma masa lalu bersama-sama

· Saat ini dirinya aktif ikut perkumpulan rutin sekber dan menjadi bendahara sekber wilayah Solo

· Kebutuhan ekonominya tercukupi dari usaha catering, anak-anaknya juga membuka catering

· Anak-anak Djumadi tidak terlalu ingin ikut campur urusan masa lalu ayahnya, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan

· Djumadi sangat berharap rekonsiliasi terutama orang-orang yang saat itu tidak tahu apa-apa berhak hidup nyaman

· Ia kini memiliki semangat lagi karena sedikit demi sedikit sekber dapat membantunya mendapatkan pengakuan negara, seperti membantu mendapatkan bantuan kesehatan, dan SKKP HAM

	4.
	Supardi
	· Sejak tahun 1998 berhenti dari toko emas, kemudian berjualan bensin di rumah

· Ia ikut sekber karena ingin meminta pertanggungjawaban negara atas kesulitan hidupnya di masa lalu hingga masa kini

· Ia telah sedikit lega mendapat bantuan kesehatan dan SKKP HAM

· Baginya Indonesia terlalu banyak golongan, sehingga menyebabkan banyak konflik, dan Indonesia tidak lagi penuh kesatuan seperti dulu

	5.
	Surachman
	· Tinggal dengan istri dan masih berdagang di pasar hingga kini

· Ikut sekber baru tahun 2019 karena diberi tahu anaknya yang pekerjaannya juga memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal

· Ia dan istrinya masih memiliki beban psikologis dan trauma yang cukup lama

· Sejak masuk sekber, orang-orang terbuka dalam mengutarakan trauma nya masing-masing dan menjadi kuat bersama-sama, ia lega ada tempat yang dapat mendengarkan keluh kesahnya tentang masa lalu

· Ia juga telah mendapatkan SKKP HAM, dan selalu merasa mendapat ilmu baru setiap perkumpulan rutin

· Ia berharap rekonsiliasi diwujudkan dan nama baiknya dikembalikan lagi

	6.
	Widodo Wignyo Taruno
	· Saat ini tinggal dengan istrinya

· Mengikuti sekber sejak belum diresmikan

· Mendapatkan SKKP HAM dan bantuan kesehatan berupa buku hijau

· Berharap ada rekonsiliasi

	7.
	Sri Mulyani
	· Suaminya sudah meninggal, saat ini hidup dengan anaknya dan masih berjualan timlo

· Ia ikut sekber sejak tahun 2009, dan kini mendapatkan SKKP HAM dan bantuan kesehatan buku hijau

· Selama dia ikut sekber, anak-anaknya tidak ada yang ingin terlibat karena masih takut dan trauma

· Karena rasa sakit hati yang tak kunjung hilang sepenuhnya, setiap pertemuan rutin sekber, Mulyani selalu menanyakan hal yang sama yaitu rekonsiliasi secepatnya

· Ia sangat ingin negara mengakui kesalahannya terhadap suaminya dan korban-korban yang lain

	8.
	Tri Sakti
	· Ia tidak bersekolah tinggi sehingga tidak bekerja di tempat yang layak pula

· Saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga, anaknya berusia 27 tahun bekerja di Malaysia

· Saat masih hidup, ayah dan ibunya rutin mengikuti agenda sekber

· Saat ayahnya sudah tidak ada, ia tidak tega melihat ibunya berangkat sendiri sehingga ia mengantarkan ibunya dan menunggui

· Selain Tri, saudara-saudara lain tidak mengijinkan ibunya mengikuti organisasi sekber, karena takut aka nada hal buruk terjadi

· Setelah seringkali menemani ibunya mengikuti perkumpulan rutin, Tri akhirnya sedikit demi sedikit mendengar cerita anggota lainnya, itu membuatnya penasaran

· Saat ibunya meninggal, Tri masih beberapa kali ikut perkumpulan karena merasa orang-orang di sekber memiliki nasib yang sama dengannya dan keluarga, dan sekber selalu bersikap baik pada orang tuanya

· Namun sesekali Tri merasa ragu karena rasa kecewanya dahulu terhadap orang tuanya. Ia ragu apakah cerita-cerita orang sekber ini nyata atau tidak

· Ia bahkan masih takut pada kenyataan bahwa ayahnya dituduh PKI, dan tidak sanggup menceritakan penderitaan ibunya selama ayahnya ditahan

· Ia ingin mengobati rasa kecewa atas orang tuanya, dan menghapuskan cap PKI dari keluarganya

· Ia berharap negara bersedia meminta maaf dan merangkul kembali para korban yang tersisa dan keluarganya yang turut merasakan penderitaan

	9.
	Suratman (TB)
	· Saat ini tinggal berdua bersama istrinya, anak-anaknya sudah berpenghasilan dan bertempat tinggal jauh

· Suratman ikut sekber sejak 2005 karena ingin memperjuangkan kemanusiaan

· Sebelum sekber pernah ada perkumpulan serupa yang bernama Panjang Umur, namun tujuannya tidak se serius sekber, jadi sebatas perkumpulan danberbagi cerita saja tanpa aksi nyata

· Sekber sangat mengayomi korban, dia sangat berharap para korban dapat bangkit dari rasa takut dan sejarah dapat kembali lurus

· Ia ingin negara setidaknya mau mengembalikan kerugian korban dan keluarganya, terutama kerugian moral dan rasa malu

· Kini ia telah mendapatkan SKKP HAM dan bantuan kesehatan buku hijau

· Anak-anaknya meski begitu tidak ada yang mau ikut memperjuangkan, karena merasa tidak ingin terlibat

· Hingga wawancara dilangsungkan, Suratman menyampaikan bahwa dia masih tidak tahu apa kesalahannya dahulu sampai mendapatkan perlakuan semacam itu

· Suratman meninggal dunia satu bulan setelah wawancara di lakukan

	10.
	Darsini
	· Suaminya sudah meninggal

· Saat ini ia tinggal sendirian setelah anak bungsunya meninggal karena serangan jantung

· Suaminya telah lebih dahulu ikut sekber dibanding dirinya. Namun sekarang tinggal dia sendiri yang masih rajin ikut perkumpulan rutin

· Ia senag ikut sekber karena banyak dukungan diberikan untuknya dan dia mendapatkan banyak bantuan

· Sempat berjualan makanan kecil dan minuman

· Dalam kesendiriannya, anak-anaknya tidak ada yang peduli karena sibuk bekerja, sehingga membuat Darsini semakin merasa kesepian dan sering memiliki pikiran negative, dia juga sering mengeluh hingga menangis, dan merasa putus asa


	No
	Nama Informan Tambahan
	Keterangan

	1. 
	Winarso
	· Merupakan salah satu anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada masa orde  baru, menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan wadah untuk korban 65

· Menyatakan bahwa orde baru merupakan sebuah era yang menutup hampir semua akses masyarakat atas kebebasan

· Menyatakan bahwa sejak masa reformasi, para korban 65 mulai berani berkumpul kembali untuk saling mendukung setelah dimarginalisasi selama orde baru. Mereka membentuk organisasi yang mewadahi perjuangan korban 65 untuk bebas

· Tokoh-tokoh perintis organisasi korban 65 membentuk banyak perkumpulan dengan nama yang berbeda-beda antara lain,

· Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 yang diketuai oleh Sulami, dengan anggota Pramoedya Ananta Toer, Hasan Raid, Khusalah Ananta Toer, Harno, Bejo Untung, Sumini, Ribka Tjiptaning, dan Munir

· Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) yang diketuai oleh Simon Tiranda

· Gerakan Republik Indonesia (GRI)

· Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR Krob) yang merupakan organisasi bagi korban sipil yang dipecat secara tidak resmi

· Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP) yang didirikan oleh wanita anggota YPKP
· YPKP HAM yang didirikan oleh Khusalah Ananta Toer

· Karena terlalu banyak organisasi korban 65 membuat anggotanya menjadi tidak fokus. Para tokoh perintis membuat workshop untuk membuat satu wadah khusus untuk mengkoordinir seluruh organisasi-organisasi korban 65 yang sudah ada, sehingga dapat saling mendukung dan berpedoman pada tujuan yang sama. Workshop tersebut menghasilkan Sekber 65

· Tahun 2005-2011 Sekber 65 disokong oleh Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang berdomisili di Surakarta

· 12 anggota wilayah Sekber 65 : Solo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Magelang, Kota Magelang, Purbalingga, Purwokerto, dan Boyolali

· 2011 Sekber 65 keluar dari YAPHI dan berbadan hukum pada tahun 2012 dengan anggota wilayah yang masih bertahan yaitu Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Kota Magelang, Purbalingga, dan Purwokerto

	2.
	Didik Dyah
	· Sejak awal reformasi negara tidak memberikan solusi pada kasus tragedi 65 yang belum selesai 

· Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada negara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat tragedi 65 dengan 2 pilihan yaitu secara yustisia (pengadilan) maupun non yustisia (rekonsiliasi)

· Tokoh-tokoh perintis organisasi korban 65 pusat memilih untuk menggunakan tahapan rekonsiliasi nasional yang dilakukan negara di eropa yaitu membentuk Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR), menerima permintaan maaf negara, dan ditutup dengan pengadilan

· Bagi Sekber 65, tahap tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga Sekber 65 bersama korban 65 mengupayakan rekonsiliasi lokal untuk mengembalikan nama baik korban 65 di wilayah dampingannya
· Beberapa rekonsiliasi lokal yang dilakukan Sekber 65 bersama korban 65 antara lain,

· Rekonsiliasi keluarga : membuka diri dengan keluarga, memberikan pengertian tentang kejadian di masa lalu kepada keluarga yang masih merasa takut pada status korban

· Rekonsiliasi dalam masyarakat atau lingkungan sekitar : tidak takut dengan status korban sebagai mantan tahanan politik, memberikan pemahaman terhadap tetangga yang masih memberikan stigma negatif

· Mengikutsertakan korban 65 dalam paguyuban lansia, yang kemudian disambut baik oleh Bappeda Surakarta

· Bappeda Surakarta membantu mengupayakan penyusunan draft Peraturan Wali Kota tentang lansia, untuk mendukung perjuangan hak-hak lansia di Surakarta termasuk para korban 65 yang usianya telah mencapai kepala 7

· Berhasil meresmikan Perwali No 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta

· Bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengembalikan hak-hak korban 65 yang telah dilanggar negara. Komnas HAM mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM)

· Sebagai respon dari keluarnya SKKP HAM, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mengeluarkan bantuan medis dan psikologis untuk korban 65 berupa buku hijau. Buku hijau memfasilitasi korban 65 yang hendak berobat baik sakit fisik maupun psikologis (karena trauma masa lalu). Fasilitas buku hijau bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Surakarta yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu, dan Rumah Sakit Moewardi

· Melakukan banyak kolaborasi kegiatan dengan banyak pihak. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih besar tentang sejarah tragedi 65 dari sudut pandang korban dan kemanusiaan. Beberapa kolaborasi seperti pagelaran teater, membuat majalah cetak, dan membuat platform media sosial untuk memberikan informasi kepada generasi muda.


4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Tiga Perspektif Memahami Tragedi 65

4.3.1.1 Perspektif Internasional

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika Perang Dunia II, seluruh dunia bersama-sama bersatu untuk memerangi Nazi yang memiliki pengaruh untuk menguasai dunia. Setelah Nazi dapat dikalahkan, kemudian gelar kemenangan diberikan kepada Amerika dan Uni Soviet (sekarang Rusia) sebagai dua negara terkuat di dunia. Rupanya pemberian gelar tersebut membuat Amerika dan Uni Soviet memulai pertikaian dan saling mencurigai sehingga melahirkan ideologi berbeda yang populer disebut sebagai blok barat dan blok timur. 

Blok Barat yaitu Amerika merupakan  negara yang membawa ideologi kapitalisme-liberal yang mempunyai pengikut sebanyak 12 negara terdiri dari Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Demnark, Luksemburg, Norwegia. Blok Barat yang memiliki sistem demokrasi liberal dengan ideologi kapitalisme membuat penduduknya lebih bersifat individualistik dan bebas dalam menentukan kaya atau miskin kehidupannya.

Sedangkan Blok Timur adalah Uni Soviet yaitu negara yang membawa ideologi sosialisme yang mempunyai pengikut awal berjumlah 7 negara , terdiri atas Albania, Cekoslovakia, Jerman Timur, Uni Soviet, Hongaria, Polandia , Bulgaria. Sebagai blok dengan ideologi sosialis, tujuan yang ingin dicapai Uni Soviet adalah kesejahteraan bersama yang bersifat kolektif.
Pemahaman sosialis tidak hanya berhenti pada kepemilikan kolektif saja namun ekstremnya dapat diupgrade menjadi paham komunisme. Komunisme memiliki kata dasar komunal yang berarti kebersamaan tanpa kelas. Pemahaman tanpa kelas tersebut bukan berarti sama rata sehingga semua orang dengan kebutuhan hidup yang bermacam-macam dapat merasakan bantuan yang sama.

Masing-masing blok kemudian memperluas pengaruhnya ke berbagai belahan dunia. Keadaan tersebut yang kemudian membuat banyak negara lain menjadi bingung harus mengikuti blok yang mana. Di tengah ketegangan tersebut munculah Perang Dingin yaitu pertarungan menggunakan ideologi. Pertarungan antara kapitalis dan sosialis tersebut bertujuan memperebutkan akses ekonomi untuk memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat masing-masing negara.

Setelah kedua ideologi tersebut mendominasi dunia, keduanya kemudian memiliki kekuasaan dan berakhir menjajah negara-negara kecil. Berbeda dengan masa perang sebelumnya yang dilakukan dengan senjata dan kerja paksa, yang dilakukan selama perang dingin adalah pertarungan dan perjuangan politis negara dominan yang menanamkan modal atau investasi sebagai bentuk penjajahan, termasuk kepada Indonesia.
4.3.1.2 Perspektif Nasional

Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia Soekarno tidak mau negaranya kembali terjajah dengan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Indonesia harus berdikari dan menjadi negara sendiri tanpa perlu mengikuti kubu manapun. Sehingga saat itu Bung Karno memutuskan bahwa Indonesia merupakan negara Non-Blok atau tidak mengikuti blok manapun. Bung Karno juga memberikan pengaruh kepada negara-negara yang belum memilih untuk mengikuti Gerakan Non-Blok sebagai esensi negara merdeka. (Akbar, Subagyo, Oktaviani: 2020)
Bung Karno membuat paham Tri Sakti untuk Indonesia yaitu mandiri secara ekonomi, berdaulat politik, dan berkepribadian budaya. Kemudian untuk mendukung pemahaman soal Tri Sakti, Bung Karno membuat paham Nasionalis, Agamis, Komunis (NASAKOM). Paham tersebut dibuat berdasarkan kekuatan terbesar masyarakat Indonesia. NASAKOM juga diartikan sebagai bentuk persatuan dari masyarakat dengan paham Nasionalis, Agamis, dan Komunis. (Reardon, 2002)
Seharusnya konsep tersebut yang menjadi awal mula ideologi Indonesia karena konsep tersebut merupakan sebuah cita-cita yang hendak dituju oleh Indonesia. Pada saat itu di seluruh dunia hanya Bung Karno yang membuat ide baru dengan GNB nya. Hal tersebut rupanya meresahkan negara-negara baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. (Akbar, Subagyo, Oktaviani: 2020)
Blok-blok tersebut secara tidak terlihat masuk ke Indonesia dan memberikan pengaruh untuk memecah belah Indonesia. Salah satu dampaknya adalah banyaknya pemberontakan setelah kemerdekaan, dan banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun situasi tersebut masih dapat di atasi dengan persatuan NASAKOM yang masih kuat.

Suatu ketika dengan hak veto yang dimiliki, AS dan Uni Soviet dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan untuk mengembargo Indonesia karena memiliki pengaruh yang membahayakan. Kemudian tanpa disuruh, pada tahun 1963 Bung Karno menyampaikan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Hal itu makin membuat negara-negara blok menjadi ketakutan apabila negara Non-Blok yang lain juga ikut memisahkan diri dari PBB. (Akbar, Subagyo, Oktaviani: 2020)
Negara blok barat kemudian menemukan cara untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan memunculkan konflik internal dari kekuatan utama negara yaitu NASAKOM. Dengan kelompok Nasionalis yang tidak memberikan pengaruh terlalu banyak, oknum pemecah belah kemudian menentukan kelompok sensitif yang mudah tersulut konflik yaitu kelompok Agamis dan Komunis, dengan pelemparan isu Komunis atheis atau tak beragama. (Agustina: 2019)
Meskipun Soekarno bukan berideologikan Komunis, melainkan Nasionalis, namun pihak internasional (AS) tetap merasa terancam dengan keberadaan Soekarno. Setelah banyak tindakan Soekarno tersebut, AS mulai mengurangi bentuk bantuan-bantuan finansial kepada Indonesia, kecuali pendanaan militer. Pengecualian tersebut diasumsikan bahwa pihak Internasional membuat kesepakatan dengan militer Indonesia dengan posisi militer yang mandiri setelah menolak penyatuan militer dalam NASAKOM menjadi NASAKOMIL (Nasionalis, Agamis, Komunis, Militer). (Utrecht, 1975 dalam Reandon, 2002)

Pada dekade 60-an, situasi politik Indonesia makin sulit dan berbahaya bagi internal negara Indonesia. Berbagai macam isu mulai muncul, salah satunya adalah isu tentang semakin lemahnya kondisi fisik Soekarno, yang kemudian meniptakan isu baru yaitu akan dilakukan kudeta oleh Dewan Jenderal (terdiri dari 7 jenderal tertinggi Angkatan Darat yang berdomisili di Jakarta). Isu tersebut beredar didasari oleh kekhawatiran Angkatan Darat atas kekuasaan yang kemungkinan besar akan jatuh kepada PKI yang saat itu diakui sebagai partai legal oleh Soekarno.

Angkatan darat juga menolak  pemintaan PKI untuk membuat pasukan khusus bernama Angkatan Kelima yang akan menggantikan Angkatan Darat ketika Soekarno turun dari jabatannya. Situasi tersebut dianggap sangat berbahaya bagi politik Indonesia saat itu. Kemudian pada 30 September 1965, muncul pasukan baru yang disebut G30S yang terdiri dari pasukan Cakrabirawa, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Pasukan tersebut hingga saat ini masih belum diketahui direncanakan oleh siapa. (Reandon, 2002)

Berdasarkan hasil penelitian Reandon (2002), tugas utama dari pasukan G30S adalah menculik 7 jenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno atas isu kudeta. Tujuan awalnya adalah agar pasukan ini kemudian dianggap sebagai pahlawan atas percobaan kudeta kepada Soekarno pada saat itu. Namun situasi gerakan pasukan tersebut kacau dan menggunakan strategi yang tidak terkendali. Pasalnya, dalam proses penculikan 7 jenderal, pasukan G30S telah membunuh 3 jenderal di rumah masing-masing, dan meloloskan satu jenderal besar Nasution dengan mengambil ajudan Tendean sebagai gantinya.

Kekacauan tersebut tidak akan membuat pasukan ini diakui kepahlawanannya, sehingga peristiwa G30S di Lubang Buaya akhirnya terjadi. Peristiwa tersebut menewaskan 6 jenderal besar Angkatan Darat dan 1 ajudan jenderal. Situasi tersebut kemudian diasumsikan sebagai kesempatan bagi Soeharto untuk menguasai situasi dengan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan menangani kasus G30S. Dengan mengabaikan perintah dari dua atasannya yaitu Soekarno dan Nasution, Soeharto mengkambing hitamkan PKI dalam peristiwa ini.

Dengan dukungan dari RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie, kekuatan Soeharto tidak terkalahkan. Tanggal 1 Oktober 1965, pasukan G30S telah dilumpuhkan, dan sejak saat itu Soeharto melayangkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kepada Partai Komunis Indonesia yang dituduh atas pembunuhan Jenderal pada Gerakan 30 September tahun 1965 di Lubang Buaya. Dengan dukungan Internasional (CIA), Soeharto kemudian memberikan perintah untuk menumpas PKI dan semua organisasi maupun afiliasinya. Hal tersebut dilakukan setelah turunnya Soekarno dari jabatannya. (Reandon, 2002)
Presiden Soekarno sempat membentuk Komisi Pencari Fakta (Fact Finding Mission) yang dipimpin oleh Oei Tju Tat. Komisi ini melaporkan tentang jumlah korban pemberantasan Tragedi 65 yang tercatat 780.000 orang dalam kurun waktu Oktober 1965 sampai Maret 1966. Sedangkan  Sari Dewi Sukarno (istri mendiang Presiden Sukarno) menyatakan korban tragedi 65/66 mencapai 2.000.000 jiwa.

Soedomo yang merupakan Panglima Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban)
 mengatakan sekurang-kurangnya ada 1.000.000 jiwa terbunuh. Menurut pengakuan Sarwo Edhi Wibowo
 jumlah orang yang dibunuh adalah 3.000.000 jiwa. Sedangkan internasional memperkirakan 500.000 sampai 1.000.000 orang dibantai dan 750.000 orang dipenjarakan atau dibuang. Tidak ada kepastian atas jumlah korban jiwa selama tragedi 65, namun diperkirakan lebih dari 3.000.000 orang. Sedangkan jumlah korban atau keluarga korban yang masih hidup hingga saat ini diperkirakan sejumlah 20.000.000 jiwa. (Jakarta, 21 Maret 2016, Artikel Penelitian Korban Tragedi 1965-1966, oleh Bedjo Untung, Ketua YPKP 1965/66 dalam ypkp.1965.org)
4.3.1.3 Perspektif Lokal

Berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan Komnas HAM, salah satu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara adalah tragedi 65, yaitu ketika negara melakukan pemberantasan terhadap anggota ataupun simpatisan PKI, underbow serta organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Dalam situasi tersebut PKI merupakan partai legal yang masuk dalam 4 besar partai yang banyak terpilih saat pemilu tahun 1955. (Soedarmo:2014)
Munculnya isu dewan jenderal yang digaungkan pada tahun 1965, dan disusul peristiwa lubang buaya dengan ketujuh jenderal TNI AD yang dibunuh, menjadi dasar pemberian tuduhan utama kepada PKI. Turunnya Soekarno dengan keluarnya supersemar hingga naiknya Soeharto menjadi presiden mendorong pembubaran PKI berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang PKI sebagai partai terlarang. Pemberantasan PKI tahun 65/66 menjadi tragedi terbesar dalam sejarah pelanggaran HAM berat masa lalu.

Situasi itu disebut sebagai tragedi karena pada masa itu kerusuhan yang terjadi melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara massif di seluruh Indonesia. Sedangkan kata ‘peristiwa’ memberikan makna yang lebih sempit dan merupakan sebuah kejadian secara parsial dan kejadiannya bisa temporer. Pemberantasan PKI tersebut dapat juga dinyatakan dalam kategori genosida
. 

Karena lingkup kekuasaan PKI adalah pada orang-orang kecil seperti buruh dan petani, pemberantasan PKI dilakukan di wilayah-wilayah kecil seperti di desa-desa hingga kabupaten terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hal ini juga terjadi di Jawa Tengah terutama di Surakarta dan sekitarnya. Mayoritas informan menyatakan dirinya ditangkap tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya surat penangkapan. Kebanyakan orang-orang yang ditangkap di tingkat lokal tidak tahu sama sekali dengan kondisi yang terjadi di tingkat pusat berkaitan dengan pembunuhan jenderal dan kudeta kepemimpinan negara. Sebagian di antaranya bahkan bukan merupakan kelompok PKI atau afiliasinya, melainkan ditangkap atau dibunuh tanpa alasan.

Beberapa situasi yang disampaikan oleh informan penelitian ini terkait proses penangkapan maupun pembunuhan PKI, organisasi, afiliasi, dan simpatisan atau bahkan orang-orang tak bersalah, adalah sebagai berikut,

1. Masa Penangkapan dan Penahanan

Pelanggaran HAM pertama yang dilakukan negara pada saat proses pemberantasan adalah tidak adanya surat bukti penangkapan terhadap orang-orang tertuduh. Selain itu juga tidak adanya proses peradilan kepada orang-orang yang mendapatkan vonis seperti ditahan, dibuang, atau bahkan dibunuh. Negara melakukan pelanggaran tersebut secara besar-besaran di seluruh Indonesia disusul pelanggaran-pelanggaran HAM lain seperti yang dikemukakan Komnas HAM (akan dibahas di subab berikutnya).

Latar belakang mengapa orang-orang tersebut ditangkap secara paksa dan kemudian ditahan bertahun-tahun adalah mereka dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), serta ormas-ormas dibawahnya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, BTI, Sobsi, dan lain-lain. Sementara dugaan tersebut tidak seutuhnya benar, banyak dari mereka yang rupanya hanya simpatisan, atau hanya ikut-ikut kegiatan namun tidak tahu-menahu soal ideologi. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah menyentuh PKI itu sendiri, namun tetap mendapat tuduhan. Orang-orang tidak bersalah tersebut dapat dikatakan sebagai korban tragedi 65. 
Para korban 65 ini memiliki beberapa kondisi yang sama, seperti tuduhan dari negara, penangkapan secara paksa dan berpindah-pindah tempat tahanan seperti Nusakambangan, Pulau Buru, Ambarawa, dan kamp-kamp kota. Waktu penahanan pun rata-rata antara 3-14 tahun. Komposisi penangkapan tersebut meliputi sekitar 10% memang anggota PKI atau ormasnya secara aktif, dan sisanya 90% adalah hanya simpatisan hingga orang yang sama sekali tidak terlibat. Semua itu kemudian menjadi tahanan politik. (Wawancara Informan: 2020)
Selama masa penahanan, para korban banyak mengalami penyiksaan dan kerja paksa. Hampir semuanya diinterogasi untuk mengakui bahwa dirinya adalah anggota PKI. Dalam interogasi tersebutlah para korban tragedi 65 kemudian disiksa, bahkan ada yang disiksa sampai mati. Mereka ditahan dalam waktu yang lama tanpa kebutuhan gizi yang tercukupi, hingga banyak juga yang mati kelaparan. Selama ditahan, para korban tragedi 65 ini juga dieksploitasi dengan dipekerjakan paksa membangun sarana prasarana umum, tanpa diberi upah. Semua diperlakukan sama, baik yang betul-betul anggota PKI maupun yang tidak bersinggungan sama sekali dengan PKI.

Para korban 65 disebut sebagai tahanan politik bertujuan sebagai tanda bahwa mereka merupakan orang-orang yang ditahan karena kepentingan politik, atau karena mereka pernah aktif dalam kegiatan politik. Para tahanan politik ini bukan merupakan tahanan yang melakukan tindak pidana, dalam kasus ini para tapol dituduh menyebarkan paham komunis di Indonesia pada masa itu. Berbeda dengan narapidana yang merupakan tahanan yang melakukan kejahatan pidana.
2. Selesai Masa Tahanan

Pada tahun 1978/1979 terjadi pembebasan secara bertahap terhadap para korban 65 di segala tempat penahanan. Selepas masa tahanan kurang lebih 14 tahun, mereka dipulangkan kembali ke daerah asal mereka. Hidup mereka diliputi stigma yang memunculkan diskriminasi oleh masyarakat, terlebih diberikannya kartu tanda penduduk dengan kode ET yang menyatakan bahwa mereka adalah seorang mantan tahanan politik sehingga masyarakat sudah lebih dahulu memberikan pandangan negatif terhadap mereka. 

Bahkan setelah bertahun-tahun para korban 65 ini dibebaskan dan dinyatakan tidak terlibat dalam kasus lubang buaya. Mereka masih dianggap sebagai orang yang berbahaya sehingga ada ketentuan wajib lapor yang diberikan kepada mereka. Mereka melapor ke pihak yang berwajib setiap satu minggu sekali selama satu bulan hingga bertahun-tahun. Rata-rata wajib lapor bagi mantan tahanan politik adalah 1 bulan hingga 3 tahun. Ketentuan tersebut biasa disebut sebagai bersih lingkungan, termasuk ada juga yang disebut santiaji atau pelaporan bahwa mereka tidak tergabung dalam organisasi yang dicurigai. Ketentuan wajib lapor akhirnya dihapuskan pada masa reformasi. 

Dengan adanya KTP ET yang dimiliki, kehidupan para korban 65 pasca penahanan tidak kembali seperti sedia kala. Kebanyakan dari mereka justru hidupnya semakin sulit. Selepas masa tahanan, para korban bekas pegawai negeri tidak diterima bekerja lagi. Sawah dan lahan milik para korban juga sudah dirampas dan diambil alih pemerintah. Mau tidak mau mereka mencari pendapatan dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Menjadi buruh di pasar mereka lakukan, berjualan kecil-kecilan, bertani sedikit demi sedikit. Banyak di antara para korban yang ditinggalkan keluarganya ketika kembali ke daerah asalnya, meskipun masih banyak juga korban yang memiliki istri yang setia dan keluarga yang mau menerima. 

Meskipun hidup mereka serba kekurangan, mereka tetap bersikap baik kepada tetangga-tetangganya, sedikit demi sedikit berusaha menghapuskan stigma yang melekat pada diri mereka dan keluarganya. Perjuangan mereka tentunya tidak sebentar, lebih dari 20 tahun mereka di beri cap sebagai mantan tapol atau orang PKI. Saat ini mereka masih memperjuangkan kesetaraan dalam masyarakat dan pengembalian haknya sebagai warga negara Indonesia.
3. Situasi Korban 65 Saat Ini

Saat ini korban 65 yang merupakan mantan tapol rata-rata berusia 70 hingga 80 tahun, dengan fisik yang sudah tidak sekuat saat masih muda, mobilisasi yang terbatas, dan sebagian besar miskin. Kemiskinan yang dialami oleh korban sendiri tidak hanya miskin secara ekonomi saja di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial, namun juga miskin secara struktural di mana mereka tidak diberikan kesempatan hidup yang sama dengan masyarakat pada umumnya. 

Kesulitan demi kesulitan tidak hanya berhenti pada korban saja, namun memberikan dampak kepada anak-anak mereka. Adanya kode ET pada KTP korban misalnya, membuat anak-anak mereka kesulitan menerima pendidikan, tidak dapat bekerja dalam sektor formal, bahkan mereka masih merasakan diskriminasi dengan disebut sebagai anak PKI. Hingga saat ini kehidupan korban dan anak-anaknya belum bisa dibilang cukup, masih banyak di antara mereka yang mengalami kekurangan. 
4.3.2 Pelanggaran HAM dalam tragedi 65 di Surakarta

4.3.2.1 Proses Pelanggaran Hak-Hak Korban

Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh manusia, di manapun dan kapanpun dengan prinsip tidak boleh dilanggar. Berpedoman pada gagasan Locke mengenai natural right atau hak alami manusia yang didapatkan sejak lahir, seharusnya setiap manusia memiliki 3 hak utama yaitu hak milik (property), hak kemerdekaan (liberty), dan hak hidup (life). Bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan pidana maupun Perdata pun tetap memiliki hak tersebut, dan proses peradilan tidak diijinkan melanggarnya. (Arifin: 2019)

Negara yang muncul sebagai respon HAM semestinya bertugas menjaga dan menjamin kebebasan rakyat dan juga HAM. Dengan peran negara tersebut maka rakyat akan merasa aman untuk menjalani kehidupannya. Negara seharusnya menjamin ketiga hak rakyat seperti yang disebutkan di atas. Namun bukan tidak mungkin pelanggaran HAM dilakukan oleh negara. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang melakukan pelanggaran HAM berat kepada rakyat.

Pada tanggal 23 Juli 2012 di Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan hasil penyelidikan tentang pelanggaran HAM berat pada tragedi 65. Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis melalui Tim Ad Hoc
 Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada tragedi 65,  menyatakan telah menemukan adanya indikasi pelanggaran berat pada tahun 1965-1966. Beberapa jenis pelanggaran HAM berat tersebut adalah sebagai berikut,
1. Pembunuhan

Jenis pelanggaran HAM berat menurut Komnas HAM yang pertama adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh negara ini dilakukan sejak bulan Oktober 1965, yaitu setelah terjadinya peristiwa lubang buaya. Pembunuhan yang dilakukan tidak didasari pada data orang-orang yang dicari, bahkan tanpa keterangan apapun para petugas negara dapat membunuh siapapun. Pembunuhan dilakukan selama bertahun-tahun dan bertahap. Ada orang-orang yang dibunuh dirumahnya, ada yang dibunuh ketika hendak melarikan diri, ada juga yang dibunuh setelah ditahan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. 

Informan Suratman menyatakan bahwa banyak tetangganya yang ditahan bersamanya tidak kembali pulang seperti dia hingga saat ini. Suratman menyatakan bahwa mereka telah dibunuh selagi ditahan bersamanya, meskipun ia tidak yakin betul kapan mereka diambil oleh petugas. Informan Kastinah juga mengungkapkan hal serupa, ketika ditahan di tahanan Plantungan, Kendal sering ada panggilan tengah malam oleh petugas. Teman-teman satu tahanannya yang dipanggil pada malam hari, biasanya tidak kembali lagi, para tahanan kemudian menyatakan bahwa mereka yang dipanggil malam hari dan tidak kembali berarti telah dibunuh.

Dari berbagai informasi yang didapatkan, ada juga cerita mengenai orang-orang yang diminta untuk menggali kuburnya sendiri sebelum ditembak mati. Informan Sanusi menuturkan bahwa saat dirinya ditahan di Nusakambangan, ia bertugas membersihkan tampungan yang digunakan untuk buang air para tahanan. Ketika membuang kotoran di tepi laut, ia melihat banyak darah segar yang diyakini sebagai darah para tahanan yang ditembak mati di situ, yang kemudian langsung dibuang ke laut.

Tidak hanya orang-orang yang dalam masa tahanan, beberapa informan menceritakan tentang tetangga-tetangganya yang dibunuh dirumahnya, ada juga yang disiksa sampai mati. Menurut penuturan para informan, orang-orang yang dibunuh tersebut bermacam-macam statusnya, ada yang memang aktivis organisasi afiliasi PKI seperti Pemuda Rakyat, Sobsi, dan lain lain. Ada juga yang mereka ketahui hanya simpatisan yang bahkan tidak lulus sekolah rakyat. Mereka dibunuh tanpa alasan yang jelas, dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga terkait. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak hidup rakyatnya.
2. Pemusnahan

Penumpasan anggota PKI selama tahun 1965 hingga tahun 1979 tidak hanya membunuh satu dua orang atau satu dua kelompok saja, namun juga pemusnahan atas orang-orang yang bersinggungan dengannya. Bentuk pemusnahan terhadap suatu kelompok besar PKI dilanjutkan dengan pemusnahan para anggota keluarga, saudara-saudara, dan bahkan teman-teman terdekatnya. 

Hal tersebut dilakukan sehingga tidak ada kemungkinan keturunan anggota PKI yang dapat melanjutkan pengkhianatan.  Kategori pemusnahan ini tidak terjadi di Surakarta, namun hal ini terjadi di daerah lain atau dalam skala nasional. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak hidup rakyatnya.

3. Perbudakan

Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat oleh negara atas para korban 65 yang masih hidup adalah perbudakan. Hal ini bahkan dialami oleh semua informan penelitian ini. Perbudakan yang dilakukan oleh negara adalah kerja paksa selama para korban menjadi tahanan politik. 

Informan Supardi menyatakan bahwa dirinya dipekerjakan untuk membuat waduk. Ia dipekerjakan seharian selama hampir 2 tahun tanpa diberikan upah, makan pun hanya diberikan satu kali dalam sehari. Informan Surachman bahkan lebih banyak dipekerjakan oleh negara seperti memperbaiki jalan rusak di Boyolali yang membuat dirinya dipukuli karena terlihat kelelahan, hingga memperbaiki tanggul setinggi 125 meter. Pekerjaan paksa tersebut masuk dalam kategori perbudakan oleh negara.

Dua informan lain yakni Suratman dan Widodo juga menyatakan bahwa mereka dipekerjakan untuk membersihkan kolam lumpur di Balekambang, dan memperbaiki waduk di daerah Dawung, Solo. Tidak hanya dipekerjakan untuk membuat fasilitas umum, Suratman bahkan dipekerjakan untuk mengecat rumah para petugas Komkamtib tanpa bayaran.

Selain kerja-kerja paksa yang dialami para informan, mereka juga menceritakan mengenai saudara-saudara mereka yang juga ditahan, namun dipekerjakan lebih berat yaitu membangun jalan di Pracimantoro-Pacitan. Pekerjaan itu memakan waktu bertahun-tahun dan banyak para tahanan yang mati karena kelelahan. Informan Kastinah selain berstatus korban, juga sebagai istri korban, menyatakan bahwa suaminya merupakan tahanan Pulau Buru. 

Kastinah menceritakan penderitaan suaminya saat diperbudak di sana, di mana saat itu kondisi Pulau Buru masih berupa hutan dan sabana. Para tahanan politik tidak diberikan pemukiman maupun kebutuhan pangan. Mereka kemudian membuka lahan tersebut dengan tangan kosong, dan membuat pemukiman untuk mereka sendiri. 

Hidup di Pulau Buru serba sulit, para tahanan politik dipekerjakan untuk bertani, berkebun, dan beternak dari apa yang mereka temukan di sana. Menurut penuturan para informan, Pulau Buru hanya diisi oleh tahanan politik laki-laki. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak kemerdekaan rakyatnya.
4. Pengusiran paksa

Kategori berikutnya dari pelanggaran HAM berat masa lalu oleh negara adalah pengusiran paksa. Salah satu informan yang mengalami pengusiran paksa ini adalah Sri Mulyani. Ia menyatakan bahwa tanah yang telah ia tempati bersama keluarganya suatu ketika diminta kembali oleh pemilik terdahulunya. Menurut penuturan Mulyani, pemilik terdahulunya mengatakan bahwa ia tidak ingin menjual tanahnya kepada orang-orang PKI. Akhirnya Mulyani dan keluarganya terpaksa pindah ke rumah orang tuanya.

Selain itu beberapa informan menceritakan mengenai teman-temannya yang kehilangan sawah selama mereka ditahan. Saat pulang dari tahanan, sawah mereka telah menjadi milik orang lain tanpa mereka ketahui. Bahkan meskipun para korban masih memiliki sertifikat tanah, sertifikat tersebut dianggap tidak berlaku. Alhasil mereka kembali dari tahanan tanpa memiliki apapun.

Informan Sanusi bercerita mengenai salah satu kawannya yang berdomisili di Karanganyar. Suatu ketika pekarangan rumahnya dibangun pagar-pagar oleh orang-orang desa setempat tanpa meminta ijin darinya. Setelah kawan Sanusi tersebut menanyakan legalitas dari pembangunan tersebut, pihak desa mengatakan bahwa tanah miliknya kini telah di klaim sebagai milik umum, dan ia hanya diijinkan untuk memiliki tanah sebesar rumahnya saja. Kondisi yang digambarkan di atas diidentifikasi sebagai pelanggaran HAM berat negara atas hak milik rakyatnya. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak milik dan hak kemerdekaan rakyatnya.

5. Perampasan kemerdekaan

Para korban 65 telah kehilangan kebebasannya dalam hidup di tengah masyarakat. Kesepuluh informan menyatakan mendapatkan stigma negatif atas status mereka sebagai mantan tahanan politik. Akhirnya hampir seluruh informan mendapatkan perlakuan diskriminasi, baik oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya, maupun oleh kerabat-kerabatnya. Mereka yang kembali dari tahanan kemudian dikucilkan, tidak ada tetangga yang menyapa mereka, dan mayoritas informan sering diberikan tatapan sinis serta olok-olok dari tetangganya.

Tidak berhenti di situ, kebebasan akan hidup kembali dibatasi oleh negara. Informan Sanusi dan Suratman merupakan pegawai pemerintah di mana Sanusi merupakan seorang pegawai sipil di AURI dan Suratman merupakan pegawai pemerintahan di Balaikota. Setelah keluar dari tahanan, mereka dipecat tanpa surat pemecatan oleh instansi tempat mereka bekerja. Mereka tidak lagi diterima bekerja bukan hanya di instansi terdahulu, namun di semua sektor formal milik negara. Mereka masuk ke dalam daftar hitam yang tidak diijinkan bekerja dalam sektor formal.

Informan Supardi bahkan bukan pekerja di sektor formal, namun dirinya juga tidak diijinkan bekerja di beberapa toko ataupun kios-kios. Hal tersebut karena orang-orang tahu ia merupakan mantan tahanan politik. Saat itu negara telah memberikan doktrin baru bahwa seluruh mantan tahanan politik adalah orang jahat.

Kemerdekaan hidup para korban 65 telah dirampas oleh negara. Mereka kesulitan mendapat pekerjaan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan anak-anak korban 65 juga kesulitan mendapatkan pendidikan formal. Disampaikan oleh Mulyani bahwa anak-anaknya masuk ke dalam daftar hitam tragedi 65 karena ayahnya merupakan mantan tahanan politik, sehingga proses mereka masuk sekolah selalu dipersulit. Anak-anaknya bahkan tidak diperbolehkan masuk perguruan tinggi.

Hal serupa disampaikan Tri Sakti sebagai anak korban. Ia menyatakan selalu kesulitan setiap akan masuk sekolah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Terlebih saat di sekolah ia dan adiknya selalu mendapatkan olok-olok sebagai keluarga PKI. Tri juga menuturkan bahwa kakaknya yang ingin menjadi pegawai negeri sipil terpaksa harus ikut Kartu Keluarga (KK) kerabatnya agar terhindar dari daftar hitam.

Informan Surachman bahkan mengatakan bahwa ia dan keluarganya telah berkali-kali pindah rumah, karena selalu mendapatkan diskriminasi. Karena ia tidak tega melihat istrinya yang selalu menangis, Surachman akhirnya memutuskan untuk pindah rumah setiap mendapat diskriminasi dari lingkungannya. Kesulitan yang diperoleh para korban 65 tidak hanya tentang pekerjaan, atau pendidikan, namun mereka bahkan tidak dapat lagi menikmati sosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka betul-betul dibiarkan hidup sendirian. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak kemerdekaan rakyatnya.
6. Penyiksaan (Persekusi) dan kekerasan seksual

Pelanggaran HAM berat kali ini dialami oleh seluruh informan dalam penelitian ini. Informan Sanusi menyatakan ia diinterogasi berjam-jam, dipukuli di seluruh tubuh. Ia juga masih ingat saat ia disetrum dengan listrik dari telepon Jerman zaman dahulu, yang apabila tombol angkanya diputar, akan mengalirkan arus listrik.

Informan Djumadi juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang setempat yang menangkapnya pada dini hari. Suratman juga mengalami kekerasan serupa. Suatu hari petugas menendang dadanya hingga membuat dirinya memiliki sakit parah pada paru-parunya sampai usia senja yang harus diperiksakan secara rutin.

Para informan perempuan mendapatkan pelecehan seksual selama tragedi 65. Kastinah menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami sakit saat berada di penahanan Plantungan. Kemudian dirinya dibawa ke rumah sakit, dan mendapatkan pelecehan seksual dari petugas yang membawanya. Kastinah juga menuturkan bahwa ada teman satu kamp tahanan dengannya yang hamil setelah diperkosa oleh petugas.

Darsini juga hampir mendapatkan pelecehan seksual dari 7 petugas laki-laki ketika diinterogasi, namun diselamatkan oleh salah satu temannya. Berbeda cerita dengan Mulyani yang tidak mengalami penahanan, ia hampir dilecehkan oleh petugas RPKAD keliling yang biasanya melakukan kontrol wilayah. Kategori ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak kemerdekaan rakyatnya.
7. Penghilangan orang secara paksa

Banyak di antara orang-orang tertuduh PKI yang ditangkap atau diculik dan hingga saat ini tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Bahkan mereka yang tidak pernah diketahui kapan ditangkap, tiba-tiba tidak pernah terlihat lagi. Proses penghilangan orang ini hampir sama dengan pembunuhan yang dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI. Penculikan tanpa aba-aba, tanpa diketahui orang lain dan dilanjutkan dengan pembunuhan merupakan situasi yang kemudian disebut sebagai penghilangan orang secara paksa. 

Informan Suratman menyatakan bahwa dua orang tetangganya dikabarkan ditangkap oleh petugas RPKAD. Namun hingga saat ini keduanya tidak pernah dikabarkan kembali ke rumah. Bahkan tidak ada yang tahu dimana mereka ditahan maupun dibuang. Orang-orang kemudian menyimpulkan bahwa mereka telah dibunuh. Ini memberikan gambaran bagaimana negara melanggar hak kemerdekaan dan hak hidup rakyatnya.
Jika berpedoman pada gagasan Locke mengenai natural right semestinya negara tidak melanggar bahkan salah satu saja hak alami rakyatnya, apalagi ketiganya. Meskipun ada orang-orang yang harus dihukum, secara legal seharusnya proses penangkapan seseorang atau kelompok dilakukan dengan surat penangkapan dari kepolisian atau instansi petugas terkait. Selain itu dalam kacamata hukum seharusnya sebelum diberikannya vonis ditahan atau mati, akan ada tahapan yang terlebih dahulu dilakukan yakni proses peradilan
 dalam rangka pembuktian atas tuduhan yang diberikan, namun pada saat itu negara juga tidak memenuhi hal tersebut. 

Meskipun ada peraturan hukum semacam itu, negara justru melegalkan penangkapan ataupun pembunuhan tanpa alasan kepada orang-orang yang dicurigai bersinggungan dengan PKI demi membabat habis paham-paham yang dianggap berbahaya. Melekatnya hak-hak alami manusia tidak terkecuali pada para korban tragedi 65. Dengan meninjau apa yang dilakukan negara di atas, telah menggambarkan betapa beratnya pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya.
4.3.2.2   Kewajiban Negara Terhadap HAM

Dalam tinjauan pustaka telah disampaikan mengenai teori HAM internasional di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kelayakan hidup rakyatnya. Sebelumnya telah diulas juga mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM berat oleh negara saat terjadinya tragedi 65. Dari ketiga kewajiban negara dalam teori hukum HAM internasional, ketiganya telah dilanggar oleh negara. Berikut pembahasan lebih lanjut,

1. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect)

Kewajiban ini menurut Locke berarti negara dilarang mengintervensi masyarakat sipil. Negara dilarang mengganggu hak hidup dan hak kemerdekaan rakyatnya. Seperti yang telah diuraikan dalam subab sebelumnya mengenai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara, hal-hal seperti pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, penghilangan, perbudakan, dan perampasan kemerdekaan tidak mencerminkan penghargaan kepada rakyat.

Banyak dari orang-orang yang mengalami hal-hal di atas bukanlah orang-orang yang sedang dicari. Kebanyakan dari mereka hanya orang-orang yang difitnah, atau mereka yang kebetulan berada di dekat orang-orang yang dicurigai. Dikarenakan negara tidak menggunakan persyaratan hukum yang legal, maka siapapun yang tidak berhati-hati dapat menjadi korban. 

Negara tidak membawa surat penangkapan ketika melakukan screening anggota PKI sehingga yang dilakukan negara adalah pemaksaan atau penculikan. Negara tidak menyelenggarakan peradilan resmi untuk mendengarkan kesaksian rakyatnya sebelum benar-benar diberikan hukuman. Negara juga tidak memperhatikan hukum pengadilan yang baik, melainkan mengadili dengan semena-mena, tanpa pemberitahuan, dan tanpa kesepakatan antara dua belah pihak. 

Selain korban langsung tragedi 65, negara juga tidak memperhitungkan keluarga dan kerabat korban. Negara merampas kebebasan korban hingga keluarganya, membuat mereka kesulitan menjalani kehidupan. Negara tidak menghargai dan menghormati natural right atau hak alami rakyatnya.

2. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill)

Kewajiban ini tentang menjalankan fungsi pemerintahan demi memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kembali mengambil situasi tragedi 65, negara tidak mematuhi kesepakatan internasional atas HAM. Setelah tidak memenuhi kewajiban menghormati rakyat, negara juga tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya. Saat meletusnya tragedi 65, negara tidak peduli pada para korban maupun keluarganya. 

Setelah korban dibunuh atau ditangkap dan ditahan dalam waktu yang lama, keluarga mereka kemudian kebingungan dalam melanjutkan hidup. Kebanyakan dari mereka diberikan stigma negatif oleh masyarakat di sekitarnya. Bagaimana stigma negatif tersebut dapat muncul, kenyataannya adalah karena negara yang menciptakan stigma tersebut. Hal itu berlawanan dengan kewajiban negara memenuhi kebutuhan rakyat karena justru negara membatasi rakyat atas sesuatu.

Setelah menerima stigma negatif karena status tahanan politik, keluarga korban juga mendapatkan diskriminasi. Mereka kemudian dijauhi, tidak mendapatkan bantuan dari para tetangga apabila sedang kesulitan. Contoh kewajiban memenuhi adalah memberikan bantuan kepada rakyat. Namun lagi-lagi negara membatasi bantuan kepada keluarga tahanan politik. 

Segala jenis bantuan tidak diberikan sehingga membuat kebutuhan keluarga korban menjadi semakin sulit, ditambah pembatasan lapangan pekerjaan untuk keluarga korban tragedi 65. Negara telah memblokade seluruh kesempatan hidup yang dimiliki para korban tragedi 65 dan keluarganya. Alih-alih memenuhi kewajiban negara atas HAM, negara justru melakukan sebaliknya saat tragedi 65.

3. Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect)

Kewajiban melindungi adalah negara memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM di negara itu sendiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa Orde Baru, di mana seperti penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tentang kategori-kategori pelanggaran HAM berat oleh negara. Dengan begitu sudah jelas negara gagal menjalankan kewajibannya.

Dengan uraian tersebut kita pahami bahwa negara telah mengabaikan kesepakatan dalam teori hukum HAM internasional. Negara melakukan penangkapan secara illegal, membunuh rakyatnya sendiri tanpa prosedur hukum, dan mengabaikan hak-hak orang lainnya yang pada dasarnya tidak memiliki sangkut paut dengan rumor pengkhianatan PKI. Kewajiban tersebut bahkan diabaikan hingga saat ini, di mana para korban 65 yang masih hidup belum juga mendapatkan hak-haknya kembali sebagai warga negara Indonesia. Beberapa dari mereka masih didiskriminasi dan mendapatkan stigma negatif, dan negara pun memilih untuk menutup mata dan telinga atas kewajibannya pada rakyat yang pernah dilanggar haknya.
4.3.3 Analisis berdasarkan Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire

4.3.3.1 Masa Reformasi : Transisi Menuju Kesadaran Kritis

Narasi besar tahun 1998 yang sering disebut sebagai reformasi pada dasarnya memiliki latar belakang yang cukup panjang. Tahun 1998 ke belakang yang kita sebut sebagai era Orde Baru muncul sejak peristiwa tahun 1965, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara presiden Soekarno menuju rezim Soeharto. Adanya peristiwa 1965 tersebut menimbulkan perubahan-perubahan di berbagai komponen penting negara, mulai dari sistem politik, ekonomi, hingga sosial budaya masyarakat. 
Kondisi Indonesia pada tahun 1998 merupakan gambaran dari gagasan Freire mengenai kesadaran kritis. Pada era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, Indonesia didominasi oleh kekuasaan rezim Soeharto yang memberikan banyak pembatasan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Meskipun selama Orde Baru Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang pesat serta banyak inovasi program-progam baru, namun disisi lain perkembangan ekonomi tersebut lebih mengutamakan investor asing dan tidak merata di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Baru juga muncul kebijakan pembatasan pada satuan pers dan media, serta berlangsungnya sistem keamanan dengan kekerasan seperti penembakan misterius menggambarkan posisi presiden dan pemerintahan berada di atas UUD 45.

Menuju tahun 1997 makin banyak muncul penyerbuan dan kerusuhan, yang membuat pemerintah melakukan penangkapan baik individu maupun kelompok. Pemberontakan oleh masyarakat tersebut sebagai salah satu bentuk kesadaran kritis yang tidak terstruktur, karena tidak ada dialog antara rakyat dengan penguasa. Meski demikian, banyaknya kebijakan yang tidak memberikan kesejahteraan rakyat mendorong mereka untuk melakukan aksi masa terbesar pada bulan Mei 1998. Masyarakat serta mahasiswa yang tergabung dalam kerusuhan ini memiliki tuntutan yaitu menurunkan Soeharto dari jabatan yang telah diemban selama 32 tahun tanpa pergantian, dan mewujudkan revolusi. (Legowo, Krisnadi, Sumartono: 2013)
Namun pada kenyataannya, turunnya Soeharto tidak serta merta menghilangkan 3 pilar Orba yaitu dwifungsi ABRI, birokrasi satu partai besar yaitu Golkar yang diutamakan, serta munculnya konglomerasi sehingga menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada saat itu pihak elit penguasa tidak menanggapi dialog yang ditawarkan rakyat, sehingga yang terwujud hanyalah perubahan struktur pemerintahan tanpa revolusi. 
Kondisi ini disebut Freire sebagai antidialogis, yaitu suatu bentuk ketakutan penguasa, karena bagi mereka melakukan dialog berarti kehilangan kekuasaan, sehingga memungkinan mereka kemudian berbalik posisi menjadi yang terdominasi oleh rakyat. Alih-alih mewujudkan revolusi, penguasa justru akan mempertahankan dominasi. Pemimpin yang membatasi praksis
 kaum tertindas berarti melanggar humanisasi. Apabila mereka betul-betul ingin mencapai pembebasan baik penindas maupun yang tertindas maka praksis antar keduanya harus saling berhubungan.

Meskipun begitu saat masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur), pilar-pilar orba kemudian mulai digantikan dengan kebijakan baru. Beberapa yang diperbaharui seperti pemisahan ABRI dan POLRI, kemudian Gusdur juga mewujudkan keterbukaan pers dan media, sehingga masyarakat Indonesia kembali hidup dalam kebebasan.

4.3.3.2  Munculnya Kesadaran Kritis Korban’65 di Tingkat Nasional

Pasca peristiwa tahun 1998, istilah reformasi memberikan kebebasan dalam banyak hal untuk masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk korban tragedi 65 yang pernah dimarginalkan oleh negaranya sendiri. Para korban 65 memberanikan diri untuk membuat wadah bagi orang-orang dengan nasib yang sama, salah satunya yaitu berdirinya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP) pada tahun 1998 dengan diketuai oleh ibu Sulami yang dulunya merupakan sekretaris Gerwani. Ada juga Pramoedya Ananta toer sebagai penasehat yayasan, serta Munir sebagai kuasa hukumnya. (Wawancara Informan: 2020)
Founder yang menginisiasi organisasi tersebut ada 7 orang antara lain Hasan Raid, Khusalah Ananta Toer, Harno, Bejo Untung, Sumini, Ribka Tjiptaning, dan Sulami. Mereka ini yang disebut Freire sebagai kelompok revolusi. Dalam revolusi, seseorang tidak dibebaskan oleh orang lain maupun membebaskan dirinya sendiri, namun lebih pada proses pembebasan bersama di mana perjuangan dilakukan untuk satu sama lain. Orang-orang revolusioner tidak sama dengan kaum penindas, apabila penindas menganggap manusia sebagai benda atau objek, kaum revolusioner muncul untuk mengangkat kembali humanisasi. Munculnya organisasi semacam ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia khususnya korban 65 itu sendiri. (Danuwinata: 2008)

Pada saat itu kelompok nasionalis keberatan dengan organisasi tersebut karena mereka menganggap diri mereka juga korban 65, namun mereka bukan komunis sehingga mereka tidak mau ikut mengelola YPKP. Tak berapa lama kelompok tersebut melakukan konsolidasi sehingga muncullah organisasi baru dengan nama Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) di mana Simon Tiranda yang merupakan salah satu orang terdekat Soekarno menjadi ketua Pakorba. (Wawancara Informan: 2020)
Setelah kedua organisasi tersebut berjalan, anggota dari keduanya tumpang tindih sehingga anggotanya merasa tidak fokus dalam melakukan pendampingan, akhirnya beberapa orang memisahkan diri dan membentuk organisasi baru dengan nama GRI (Gerakan Republik Indonesia) yang ditopang oleh LSM terutama LSM Kristen, sehingga arah geraknya lebih bersifat moralis. Selain itu ada lagi orang-orang sipil yang menjadi korban 65 membentuk Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR Krob) demi menuntut hak pensiun bagi korban sipil yang dipecat secara tidak resmi dan tidak mendapatkan hak gaji. (Wawancara Informan: 2020)
Banyaknya organisasi yang sifatnya kurang lebih hampir sama ini kemudian melemahkan masing-masing pihak. Salah satunya YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan) sendiri yang semakin lemah hingga kemudian pecah lagi sekitar tahun 2000-an membentuk Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP). LPKP didirikan oleh para wanita yang tadinya anggota YPKP, kemudian mendirikan panti jompo khusus korban 65. Sisa anggota YPKP bahkan masih terpecah lagi dengan Khusalah Ananta Toer yang memilih untuk berikutnya mendirikan YPKP HAM.
Banyaknya organisasi tersebut membuat para anggota kebingungan terutama korban 65 yang usianya sudah tidak muda lagi. Berkurangnya daya tangkap dan kemampuan berorganisasi juga perlu diperhatikan kembali demi terhimpunnya para korban. Sehingga muncul inisiasi untuk melakukan koordinasi ulang dengan semua organisasi korban 65 yang sudah ada, agar ke depannya memiliki tujuan yang sama dan dapat saling mendukung. 
Akhirnya pada tahun 2005 seluruh tokoh organisasi korban 65 diundang dalam sebuah workshop yang dilaksanakan selama 3 hari. Di akhir workshop koordinasi tersebut semua sepakat atas dibentuknya Sekretariat Bersama Korban 65 dengan tujuan untuk memfasilitasi organisasi-organisasi melakukan koordinasi dan saling mendukung setiap program masing-masing, serta memiliki taktik strategi yang sama.
Secara objektif, revolusi akan membangun suatu proses pembebasan manusia secara terus-menerus. Dengan demikian kita pahami bahwa revolusi merupakan bagian dari pendidikan yang membebaskan. Tidak hanya kesadaran kritis yang muncul dari kelompok revolusi nasional saja, namun juga keberanian tokoh-tokoh regional atau lokal yang juga berperan sebagai kelompok revolusi dan mendorong munculnya kesadaran kritis para korban tragedi 65 di Indonesia.
4.3.3.3 Munculnya Kesadaran Kritis Korban’65 di Tingkat Lokal
Kehadiran Sekretariat Bersama Korban 65 kemudian sampai di Surakarta. Pada tahun 2005-2011, Sekber korban 65 disokong oleh Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) di Surakarta untuk tetap berjalan sesuai tujuan dengan 12 anggota wilayah awal meliputi Solo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Magelang, Kota Magelang, Purbalingga, Purwokerto, dan Boyolali. Hingga pada tahun 2011, pengurus Sekber korban 65 memutuskan keluar dari YAPHI. Hal ini berpengaruh pada menurunnya keefektifan Sekber korban 65 saat itu. Para korban 65 kemudian mengusulkan agar Sekber 65 secara mandiri dapat berbadan hukum.

Pada tahun 2012 dilaksanakan kongres Sekber korban 65 dengan 8 wilayah meliputi Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Kota Magelang, Purbalingga, dan Purwokerto. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya secara mandiri dan mengghapuskan kata ‘korban’ dalam Sekber korban 65 menjadi Sekber’65. Tujuannya agar tidak hanya korban yang dapat memerjuangkan hak-haknya, tetapi juga dapat meregenerasi siapapun yang memiliki simpati dan keinginan untuk menuntut keadilan.
Menilik kembali gagasan Freire mengenai kesadaran kritis, disebutkan mengenai kelompok penindas dan kelompok yang tertindas. Dalam pembahasan ini akan penulis sebut sebagai kelompok penguasa dan kelompok marginal
. Negara dan pemerintahan di sini berperan sebagai penguasa, dan korban tragedi 65 berperan sebagai kelompok yang dimarginalkan. Sedangkan Sekber 65 Solo
 berperan sebagai wadah revolusi yang muncul dengan kesadaran kritis dan mengajak para korban 65 berkomunikasi dalam dialog.

Pada tahun 2020, Sekber 65 Solo setidaknya memiliki lebih dari 50 anggota organisasi yang merupakan korban langsung dari tragedi 65 maupun keluarga korban. Domisili dari anggota organisasi tersebut meliputi kawasan Kota Solo dan Kabupaten Karanganyar, di mana jumlah anggota dengan domisili Solo asli sekitar 20 orang dan sisanya merupakan warga Karanganyar. Mayoritas di antaranya merupakan orang-orang lanjut usia yang telah mencapai lebih dari 70 tahun. Dari 20 anggota Sekber 65 yang berdomisili di Solo/Surakarta, peneliti mengambil 10 orang yang dianggap paling vokal yaitu para pengurus harian, terdiri dari 8 korban langsung, 1 istri korban, dan 1 anak korban.

Para anggota tersebut saling mengutarakan keinginan-keinginan untuk berjuang mendapatkan kembali hak-hak mereka yang pernah dilanggar oleh negara. Semangat berjuang tersebut didukung oleh Sekber’65 sebagai yang disebut Freire “kelompok revolusi”. Freire menyatakan bahwa tindakan masyarakat kritis seharusnya dapat selalu meningkat menuju kesadaran diri sebagai bentuk kebebasan. 
4.3.3.4 Budaya bisu dan upaya membongkarnya

Humanisasi maupun dehumanisasi merupakan problematika yang tidak dapat dihindarkan dari realitas kehidupan masyarakat saat ini. Konsep humanisasi masih selalu digaungkan sebagai fitrah manusia. Namun pengingkaran atas humanisasi kini kian banyak muncul dalam bentuk ketidakadilan dari penindasan. Penindasan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga secara moral. Dehumanisasi muncul bukan karena takdir namun karena tatanan sistem yang tidak adil. 

Masa reformasi merupakan sebuah titik balik kebebasan rakyat Indonesia atas hidupnya. Semenjak diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan, masyarakat Indonesia kembali mendapatkan hak alamiahnya yang telah lama dilanggar negara. Masyarakat Indonesia yang dimaksud di sini tidak terkecuali korban tragedi 65, di mana mereka masih merupakan bagian dari warga negara Indonesia secara resmi.

Selama masa Orde Baru, para korban tragedi 65 mengalami kehidupan yang tidak mudah. Kondisi tersebut di jelaskan dalam subab sebelumnya tentang macam-macam pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara kepada korban tragedi 65. Para korban 65 yang menjadi informan penelitian ini menyatakan bahwa mereka hidup dalam selubung, sendirian dan tidak ada yang melindungi. Mereka hidup dengan hati-hati, karena takut apabila tragedi tersebut terulang kembali. Mereka hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena sebagian besar dari mereka didiskriminasi dan diabaikan para tetangga.

Para korban 65 ini tidak memiliki dukungan dari siapapun kecuali dirinya sendiri. Situasi tersebut mereka jalani selama lebih dari 20 tahun. Pada masa reformasi, meskipun banyak orang merasa terbebas dari rezim, para korban 65 ini masih belum keluar dari tempurung. Hal tersebut terjadi karena meskipun era Orde Baru sudah lewat, namun doktrin atas stigma dan diskriminasi yang diberikan kepada mantan tahanan politik masih hidup. Mereka masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, anak-anak mereka masih kesulitan mendapatkan pendidikan tinggi, dan para tetangga masih mengucilkan mereka.

Meskipun telah muncul para pejuang revolusi baik nasional maupun lokal, para korban tragedi 65 masih terjebak dalam trauma masa lalu. Kondisi ini disebut Freire sebagai “fear of freedom” atau “ketakutan akan kebebasan”. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentukan pola pikir dari penindas kepada yang tertindas, dalam kasus ini pola pikir atau doktrin yang diberikan oleh negara/rezim penguasa kepada mantan tahanan politik bahwa mereka adalah masyarakat kelas dua. 

Kondisi inilah yang disebut Freire sebagai pendidikan gaya bank, di mana masyarakat Indonesia sebagai murid hanya dicekoki oleh doktrin dari gurunya yaitu penguasa negara. Pendidikan gaya bank merupakan alat dari sebuah sistem yang tidak adil, yang membuat rakyat menjadi mudah percaya pada informasi yang diberikan tanpa menyaringnya. Model Pendidikan jenis ini bertujuan untuk membuat masyarakat patuh dan pasif. Hal tersebut kemudian menguntungkan pihak yang mendominasi dan dapat dikategorikan sebagai bentuk dehumanisasi. (Danuwinata: 2008)

Perlakuan semacam itu membuat para korban 65 menjadi semakin dipinggirkan. Mereka enggan untuk menuntut haknya kepada negara yang selama ini telah merundung mereka. Mayoritas dari korban 65 takut akan mendapatkan penindasan yang lebih  berat. Jika para korban 65 tersebut belum satu suara, maka kemungkinan melakukan perjuangan sangat kecil, meskipun dalam hati beberapa individu merasa ingin bebas. Kondisi tersebut yang disebut Freire sebagai sikap mendua.

Salah satu sifat yang dimiliki oleh korban 65 sebagai kelompok marginal dalam kacamata Freire adalah rendah diri. Hal ini berasal dari kebiasaan mereka mendengar perkataan para penguasa bahwa kelompok mereka merupakan para pengkhianat negara dan orang-orang berbahaya karena adanya generalisasi atas oknum-oknum yang membunuh para jenderal TNI AD di lubang buaya. Para korban 65 tidak berdaya dengan stigma tersebut selama lebih dari 30 tahun. 

Mereka telah tenggelam dalam anggapan penguasa, hingga beberapa dari korban 65 memiliki kepercayaan berlebihan dan magis pada para penguasa negara. Dari kepercayaan berlebihan tersebut, korban 65 kemudian memiliki ketakutan terhadap penguasa sehingga mereka memilih untuk menjadi kalah. Para korban 65 tidak mampu mendapatkan afirmasi atas dirinya sebagai manusia setelah terjadinya tragedi 65, semakin lama mereka lalu berubah menjadi kelompok pasif. Rasa takut yang terus menerus inilah yang disebut Freire sebagai Budaya Bisu.

Bukanlah kemustahilan kaum tertindas berjuang untuk mendapatkan kembali kemanusiaan. Meski begitu, situasi yang diterima oleh korban 65 sebagai kelompok yang dimarginalkan seringkali memberikan pemahaman baru bahwa kebebasan itu dapat diperoleh dengan cara direbut, bukan diberikan dengan sukarela. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa korban 65 memiliki sikap mendua atau dualitas eksistensial, di mana mereka merasa bahwa mereka adalah sebagian dari ketakutan akan penguasa negara, namun sebagian lainnya merupakan dirinya sendiri yang ingin meraih kebebasan. Apabila dualitas eksistensial terus dilakukan, yang dikhawatirkan adalah adanya perasaan ingin membalas dendam pada penguasa negara oleh korban 65. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pendidikan pembebasan yaitu untuk mencapai kesetaraan atau inklusi.

Karena itulah Freire menggaris bawahi bahwa bentuk perjuangan kelompok yang dimarginalkan tersebut tidak boleh membuat mereka berbalik menjadi penindas. Dalam membongkar budaya bisu korban 65 yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, perlu dilakukan suatu dialog. Para korban 65 perlu diberikan keyakinan bahwa kebebasan bukanlah suatu hadiah dari para penguasa, namun harus diperjuangkan oleh kelompok itu sendiri dengan kesadaran kritis mereka.

Di tengah berlangsungnya budaya bisu tersebut, kelompok revolusi atau kelompok humanis muncul untuk membuka dialog dengan korban 65. Kelompok ini muncul lalu mewadahi para korban 65 untuk mewujudkan dialog. Kelompok revolusi atau kelompok humanis bisa terdiri dari siapa saja yang telah memiliki kesadaran kritis atas penindasan. Mereka bisa saja berasal dari korban 65 itu sendiri, bisa juga orang biasa yang ingin berjuang bersama para korban 65, bahkan mungkin pihak penguasa yang telah menyadari adanya dehumanisasi.

Kelompok revolusi atau kelompok humanis atas tragedi 65 di Indonesia ini muncul pertama kali setelah reformasi di wilayah pusat, yang kemudian mendorong munculnya keberanian-keberanian lain di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu wadah revolusi yang terkuat dalam berjuang bersama korban 65 adalah Sekber 65 Solo. Wadah ini melakukan dialog bersama korban 65 di wilayah Solo untuk membentuk kesadaran kritis korban 65 menuju kesetaraan atau inklusi sosial.

Hakikat dari dialog adalah ‘kata’, namun dibalik kata tersebut terdapat unsur-unsur yang membuat dialog menjadi hidup. Unsur tersebut adalah refleksi dan tindakan, di mana keduanya tidak dapat diartikan secara dikotomis
. Dialog tidak dapat dilakukan apabila antar manusia tidak memiliki keinginan yang sama atas nasib suatu kelompok. Orang yang menolak dialog merupakan orang-orang yang mengingkari hak manusia yang juga disebut sebagai dehumanisasi, sehingga dialog ini tidak boleh digunakan untuk mendominasi kelompok tertentu. (Danuwinata: 2008)

Harapan juga menjadi salah satu unsur terjadinya dialog. Apabila manusia tidak memiliki harapan, maka muncul situasi yang disebut sebagai kebisuan, yang merupakan bentuk penolakan atas dunia dan keinginan melarikan diri (Danuwinata: 2008). Hal ini terjadi pada para korban 65, mereka telah kehilangan harapan selama masa Orde Baru sehingga mereka terpenjara dalam kebisuan. 

Pada gagasan mengenai Pendidikan yang membebaskan, yang utama adalah proses belajar bersama untuk menuju kesetaraan, dan bukan soal siapa yang paling baik ataupun yang paling buruk. Sekber 65 menggarisbawahi pentingnya keyakinan hati pada korban 65. Sekber 65 mengajak para korban 65 untuk bersama-sama menumbuhkan pikiran kritis yang berkeyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghapuskan trauma masa lalu, dan kembali hidup bersama dengan masyarakat tanpa diskriminasi atas status mereka sebagai mantan tahanan politik. Meskipun memerlukan proses yang panjang, perjuangan untuk mencapai kesetaraan harus terus berlangsung.

Untuk memperjuangkan hak kemanusiaannya, korban 65 harus memiliki kesadaran kritis. Apabila suatu kesadaran akan realitas tidak dipahami dengan konsep kritis, maka kesadaran tersebut tidak akan membawa korban 65 menuju perubahan. Hal ini kemudian disebut sebagai kesadaran palsu. Dalam tahapan kesadaran Freire, tahap pertama dan kedua yaitu kesadaran magis dan kesadaran naif merupakan bentuk dari kesadaran palsu. (Susanto: 2008)

Pendidikan kaum tertindas yang digagas Freire bertujuan untuk membuka pikiran kritis bahwa dehumanisasi bukan hanya disebabkan oleh salah satu pihak, namun keduanya baik korban 65 maupun penguasa negara. Revolusi sejati muncul setelah kedua belah pihak melakukan dialog. Negara semestinya mampu mengajak para korban 65 untuk turut terlibat dan bersama-sama membangun pemahaman atas pembebasan. Sehingga keduanya merupakan pelaku revolusi, bukan hanya salah satunya. 

Pemikiran kritis mengutamakan kepentingan di masa yang akan datang, khususnya perubahan-perubahan nyata yang didasarkan pada humanisasi. Manusia akan memiliki pemikiran kritis apabila hidup dalam lingkungan praksis sehingga membawa mereka dari kesadaran naif menuju tahap yang lebih tinggi yang memungkinkan mereka memahami perkara realitas. (Danuwinata: 2008)

Sekber 65 sebagai kelompok revolusi yang membangun wadah bagi korban 65 untuk mencapai kesadaran kritis telah berjuang secara resmi hampir 10 tahun sejak tahun 2012. Mereka menghimpun para korban 65 di Surakarta dari pintu ke pintu. Ketika menemukan satu korban, Sekber 65 akan melakukan dialog tentang pembebasan dan kesetaraan yang hendak dicapai. Perjuangan untuk mengajak para korban 65 tersebut tidaklah mudah, mengingat trauma masa lalu dan ketakutan-ketakutan korban 65 yang masih melekat pada saat itu, ditambah jumlah korban yang memang sudah semakin berkurang karena usia yang sudah mencapai 70 tahun lebih.

Namun seiring berjalannya waktu, para korban 65 yang telah bergabung di Sekber 65 merasakan banyak perubahan dari dalam dirinya yang positif. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka memiliki kepercayaan dan keyakinan atas perjuangan yang dilakukan oleh Sekber 65. Mereka kemudian menghubungi kawan-kawan sesama korban yang tadinya menolak dialog Sekber 65 dengan alasan rasa takut. Satu per satu korban 65 akhirnya bergabung.

Dalam melakukan dialog, Sekber 65 dengan korban 65 saling memberi dan menerima. Sekber 65 mencoba memahami kondisi trauma masa lalu yang dimiliki korban 65 untuk memberikan perspektif baru bagi para korban. Selain itu, korban 65 yang sebelumnya tidak memiliki wadah untuk mengutarakan pendapat, sedikit demi sedikit menjadi lebih terbuka. Dalam proses keberlangsungan pendidikan kritis tersebut, Sekber 65 tidak sekedar memberikan materi kesadaran kritis kepada korban, namun mereka berjalan berdampingan bersama dengan korban 65.

Demi tujuan mencapai kesetaraan atau inklusi sosial, Sekber 65 dengan para korban 65 banyak melakukan aksi-aksi nyata. Bentuk-bentuk perjuangan ini akan dibahas lebih dalam pada subbab berikutnya. Selama proses berjuang tersebut, korban 65 mengalami juga yang disebut Freire sebagai proses kesadaran, yang terdiri dari kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, dan yang terakhir The Concise of the Consciousness.

4.3.3.5 Tipifikasi Kesadaran Korban’65 Menurut Paulo Freire

Sekber 65 menggunakan konsep pembebasan yang berpedoman pada koridor kemanusiaan dan kesetaraan atau inklusi. Hal ini serupa dengan Konsientisasi Freire. Sekber 65 selalu mengajak para korban 65 untuk menciptakan perspektif baru yang kritis, sehingga mereka dapat sama-sama terlibat dalam perjuangan mencapai kemanusiaan.

Dalam proses perjuangan tersebut Sekber 65 memberikan ruang bebas untuk korban 65 mengungkapkan pendapatnya, saling bercerita tentang kisah masa lalunya, hingga harapan-harapan mereka atas hak mereka yang telah dirampas. Setiap diskusi tersebut merupakan bentuk dialog Freire yang dilakukan dengan model pendidikan hadap masalah atau pedagogy of liberation. Berbeda dengan pendidikan gaya bank, yang jika dilakukan justru akan memberikan kepasifan bagi korban 65. Kondisi tersebut sama saja membuat korban 65 terdominasi oleh pihak lain.
Teori Konsientisasi
 atau Kesadaran Kritis digunakan Freire untuk menggambarkan proses kesadaran individu dari kesadaran magis, naif, menuju kesadaran kritis. Tahap kesadaran kesepuluh informan yang merupakan korban tragedi 65 di Surakarta dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan informan dengan kesadaran magis yaitu Widodo, Darsini dan Tri Sakti. Kelompok kedua merupakan informan dengan kesadaran naif yang terdiri dari Surachman, Supardi dan Mulyani. Dan yang terakhir merupakan informan dengan kesadaran kritis yang terdiri dari Sanusi, Djumadi, Suratman, dan Kastinah.
1. Kesadaran Magis

Dalam tipe kesadaran ini korban 65 masih dalam kondisi ketergantungan dengan pihak lain, terutama pihak penguasa. Mereka masih mempertahankan budaya bisu yang melekat pada mereka. Dalam tipe kesadaran ini, korban 65 seakan-akan telah mengikuti perubahan-perubahan yang dilakukan Sekber 65 dan korban-korban lainnya. Namun pada dasarnya mereka masih mengalami ketakutan akan kebebasan. Kesadaran yang dimiliki oleh tiga dari sepuluh informan ini adalah kesadaran semu.

Tiga informan yaitu Widodo, Darsini dan Tri Sakti belum mampu menemukan keterkaitan antara realitas-realitas yang terjadi pada mereka. Bagi mereka, kemiskinan dan diskriminasi merupakan suatu hal di luar kemampuan mereka untuk mengubahnya, di mana itu merupakan takdir Tuhan untuk mereka. Dengan begitu mereka kemudian masih terlihat sebagai orang yang sengsara karena trauma masa lalu.

“mau gimana lagi saya udah nggak punya siapa-siapa, dulu saya jualan kecil-kecilan kan karena masih ada Ami. Sekarang Ami udah nggak ada,” (Wawancara Darsini)

“saya masih bingung, mau percaya Sekber 65 kalo ayah saya nggak salah, atau percaya sama orang-orang kalo PKI itu jahat,” (Wawancara Tri Sakti)
Darsini menggambarkan mengenai keputusasaannya setelah anaknya meninggal dunia. Dalam situasi ini ia menganggap bahwa kehidupan yang nestapa memang sudah menjadi takdirnya sehingga ia menerima saja. Ia memilih untuk menyerah pada takdir dan menutup warung kecil-kecilannya. 

Sedangkan Tri Sakti yang dulu pernah mendapatkan diskriminasi dari para tetangganya, tidak sepenuhnya memperjuangkan hak kemerdekaannya. Ia seringkali ragu-ragu, merasa ada benarnya perkataan para tetangganya tentang ayahnya yang seorang mantan tahanan politik, dan masih menyimpan kekecewaan terhadap kenyataan tersebut. Dalam hal ini Tri Sakti belum dapat merefleksikan realitas kehidupan yang pernah terjadi.
Sedikit berbeda dengan Darsini dan Tri Sakti, Widodo terlampau tidak memiliki banyak masalah. Ia merupakan salah satu informan yang masa penahanannya tidak lama dan tidak mendapatkan banyak penyiksaan. Meskipun begitu Widodo dipekerjakan paksa untuk membersihkan kolam lumpur di Balekambang. 

Widodo masuk dalam kategori kesadaran magis karena posisinya di Sekber 65 lebih banyak mengikuti arus saja. Ia tidak banyak menceritakan kehidupan sulitnya di masa lalu. Ia mengatakan bahwa selepasnya menjadi tahanan politik, ia mendapatkan diskriminasi dari negara dengan KTP ET, namun hidup di tengah masyarakat seperti biasa. Kesadaran yang dimiliki Widodo tidak didasari pada kesadaran akan ketertindasan.

“nggak dapat diskriminasi dari tetangga, tapi dapat KTP ET” (Wawancara Widodo)

Adanya Sekber 65 Solo sebagai wadah tidak sepenuhnya mendorong kesadaran kritis seluruh anggota yang merupakan korban tragedi 65. Meskipun keberadaan Sekber 65 mempengaruhi kesadaran kritis korban tragedi 65, namun perwujudan kesadaran kritis tetap berada dalam kuasa individu. Apabila korban 65 masih saja terkungkung dalam trauma masa lalu dan tidak berupaya meninggalkan rasa takut, maka sebesar apapun dorongan lingkungan tidak akan membawanya pada kesadaran kritis.
“ya gini mbak, rumah saya ya cuma seadanya begini. Udah cuma kayak gini aja tetangga sebelah itu masih sering ngunek-unekke saya orang PKI” (Wawancara Darsini)
“saya sudah jarang ikut pertemuan Sekber sejak ibu saya meninggal” (Wawancara Tri Sakti)
Mereka masih menganggap bahwa semua orang sama, akan mengucilkan mereka. Bahkan dengan Sekber 65, mereka cenderung lebih banyak mengeluh atau memilih untuk tidak lagi ikut pertemuan rutin. Bagi mereka, memendam rasa takut dan tidak mengungkitnya lagi bisa jadi lebih aman dibandingkan memperjuangkan sesuatu yang membuat mereka teringat masa lalu.
“saya seneng ikut Sekber, tapi kalo saya nggak punya uang buat naik ojek ke kantor ya saya nggak ikut pertemuan,” (Wawancara Darsini)

“saya udah nggak pengen ingat-ingat lagi lah masa dulu waktu dikucilkan sama tetangga-tetangga,” (Wawancara Tri Sakti)
Posisi Darsinah dan Tri Sakti sesekali seakan-akan ingin melupakan masa lalu yang pahit tersebut, seolah-olah melupakan dan menyerahkan kepada Tuhan tanpa berusaha mengubah adalah cara yang paling terpuji. Mereka menyatakan senang ikut Sekber 65 namun belum sepenuhnya berjuang bersama, mereka cenderung bersembunyi di belakang para korban lain yang telah berpikiran lebih terbuka. 

Mereka juga jarang berpendapat di dalam forum, sehingga kesadaran mereka belum didasari pada keyakinan diri untuk mengubah realitas masa kini. Bentuk kesadaran semu yang pertama ini kemudian berkembang menjadi kesadaran berikutnya yaitu kesadaran naif.
2. Kesadaran Naif

Apabila dalam kesadaran magis para korban 65 percaya pada takdir dan faktor-faktor diluar manusia, kesadaran naif menggambarkan alasan-alasan dari realitas kehidupan manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Tahap kesadaran ini satu tingkat di atas kesadaran magis. Para korban 65 pada tipe kesadaran ini menilai permasalahan yang mereka dapatkan hari ini merupakan hasil dari perbuatan manusia sebelumnya. 

Mereka telah menyadari bahwa mereka merupakan orang-orang yang dimarginalkan oleh penguasa terutama sejak masa Orde Baru. Namun hanya sebatas mengetahui posisinya, mereka tidak dapat memberikan gambaran logis mengenai situasi tersebut, dan tidak dapat memberikan solusi. Dalam kesadaran ini, para korban 65 mulai dapat merefleksikan situasi dirinya dan kelompoknya.

Dalam tipe kesadaran ini, korban 65 membutuhkan pengembangan diri untuk mencapai jalan keluar.

“saya dulu sering pindah-pindah rumah untuk menyamarkan identitas, posisi keluarga saya memang sering digunjing pada waktu itu,” (Wawancara Surachman)
“tetangga saya dulu takut sama saya, tahanan politik,” (Wawancara Supardi)

“kehidupan waktu suami ditahan itu sulit sekali mbak, negara waktu itu sangat tidak memikirkan orang-orang kecil,” (Sri Mulyani)
Situasi tersebut terjadi pada Surachman, Supardi dan Mulyani. Serupa dengan gagasan Freire, keduanya berada pada situasi di mana seseorang atau kelompok mulai merasa bahwa kenyataan dan kehidupan itu penuh dengan permasalahan. Sehingga mulai muncul pembelaan diri. Tidak seperti pada kesadaran kritis, pembelaan diri ketiga informan di sini tidak diikuti dengan keinginan untuk mengubahnya. 

“saya senang ada wadah seperti Sekber, orang-orang terbuka dan mau mendengarkan. Saya jadi berani mengungkapkan kalau saya korban tragedi 65” (Wawancara Surachman)

“saya pengen ada rekonsiliasi, kesulitan masa lalu saya yang buat negara, jadi itu ya harus dipertanggung jawabkan negara,” (Wawancara Supardi)

“setiap pertemuan rutin, saya selalu bertanya ke pak Narso tentang perkembangan rekonsiliasi,” (Wawancara Sri Mulyani)

Ketiga informan yang merupakan korban tragedi 65 ini menyadari bahwa mereka dan keluarganya sudah dicurangi oleh negara. Mereka rutin mengikuti perkumpulan, namun tidak berdaya dalam setiap perjuangan yang hendak dilakukan. Mereka mengikuti setiap proses yang dilakukan para korban bersama Sekber 65, mencoba memahami arti kemanusiaan, dan turut mendapatkan kembali hak-hak yang sedikit demi sedikit mereka dapatkan dari hasil perjuangan bersama. Mereka lebih banyak mengikuti dan mengemukakan pendapat namun belum mampu mengusulkan aksi nyata.
3. Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis memiliki tingkatan tertinggi di antara dua kesadaran sebelumnya. Dalam perspektif kesadaran kritis, para korban 65 semakin mampu memahami permasalahan yang mereka alami di masa lalu hingga saat ini. Para korban 65 melihat realitas tidak hanya dari sudut pandang korban, namun juga memahami pihak-pihak yang lain sehingga mampu melakukan dialog bersama kelompok revolusi. Kondisi korban 65 yang telah lanjut usia mempengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan solusi atas permasalahan mereka. Namun keberadaan Sekber sebagai wadah revolusi di sini memberikan pengaruh besar bagi para korban dalam mencapai pemahaman kritis.

Para korban 65 pada tahap ini memahami bahwa ketidakadilan yang diberikan kepada mereka merupakan permasalahan atas sistem dan struktur pemerintahan. Mereka menyadari bahwa yang mampu membebaskan mereka dari ketidakadilan adalah mereka sendiri, namun bukan berarti kelompok penguasa tidak perlu menyadarinya. Tujuan para korban 65 memiliki kesadaran kritis adalah untuk mendorong kesadaran kelompok penguasa, agar terwujud pendidikan pembebasan yang sebenarnya.

Freire menyatakan bahwa kesadaran kritis muncul ketika seseorang pernah mengalami ketertindasan, namun kemudian menyadari betapa pentingnya bangkit dari ketertindasan. Informan Sanusi, Djumadi, Suratman, dan Kastinah telah mengalami banyak trauma dan ketakutan di masa lalu, dan hidup dalam bayang-bayang status mantan tahanan politik yang mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi. Namun ketika masuk ke lingkungan baru yang mendorong mereka untuk tidak takut terhadap status masa lalu, dan mengupayakan penghapusan status tersebut, mereka memutuskan untuk membuka diri dan memperjuangkan haknya.
Keempat informan ini dapat memahami bahwa sistim negara Indonesia lah yang kurang tepat pada saat itu sehingga memberikan mereka situasi yang tidak terduga saat meletusnya tragedi 65. Para korban 65 dengan kesadaran kritis dapat menentukan bentuk ketidakadilan yang mereka dapatkan. Mereka memahami sejarah dengan baik, memperhatikan setiap realitas yang pernah mereka lalui dan menentukan aksi berikutnya yang dapat dilakukan para korban 65. 

“Saya menjadi ketua perkumpulan korban 65 di Solo, saya selalu mengajak anggota saya untuk menyadari ketidakadilan dan meninggalkan trauma,” (Wawancara Sanusi)

“Saya sudah ikut perkumpulan ini sejak sebelum diresmikan secara hukum. Saya salah satu yang merumuskan berdirinya Sekber pada saat itu,” (Wawancara Djumadi)

“Saya mengikuti perkumpulan lansia di Surakarta dan aktif dalam komunitas gereja. Saya berani aktif meskipun saya mantan tahanan politik,” (Wawancara Kastinah)

“Sebelum mengikuti Sekber 65, saya sudah mengikuti beberapa organisasi terdahulu yang mirip-mirip, namun saya tidak pernah melakukan aksi nyata untuk memperjuangkan hak saya dan teman-teman. Di Sekber saya punya kesempatan melakukan aksi-aksi itu,” (Wawancara Suratman)

Keempat informan dari 10 informan korban 65 ini memiliki kesadaran yang tingkatannya lebih tinggi dibanding informan lainnya. Mereka berani memulai sesuatu untuk memperjuangkan haknya, Sanusi memutuskan untuk memimpin perkumpulan korban 65 Solo, Suratman bahkan mencari wadah-wadah yang akan berjalan bersamanya dalam menciptakan perjuangan nyata. Kastinah meskipun seorang wanita, ia gigih dalam berjuang, mau membuka diri pada masyarakat dan seorang umat yang taat. Djumadi menjadi salah satu yang memperjuangkan berdirinya Sekber 65 sebagai wadah dari rekan-rekan seperjuangannya.

Mereka meskipun dengan usia yang tidak muda lagi telah membuktikan bahwa kesadaran kritis muncul bukan karena kebetulan, namun karena tekad yang kuat untuk belajar, rasa ingin tahu, dan keberanian berdialog dengan orang-orang yang dianggap lebih mampu menguraikan tragedi masa lalu mereka. Keempat informan dengan kesadaran kritis kemudian dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM yang ada di sekitarnya sehingga menjadikan pengalaman mereka sebagai pembelajaran atas pembebasan.

Para korban 65 dengan kesadaran kritis tidak lagi membahas mengenai takdir Tuhan, atau bahkan menyalahkan penguasa. Mereka berproses untuk mempertahankan tanggung jawab, menolak sikap pasif, mengemukakan pendapat, mengedepankan dialog, dan menerima sudut pandang lain terutama atas tragedi yang menimpa mereka. Tujuan utama dalam gagasan Freire tentang kesadaran kritis adalah keterlibatan para korban 65 dalam setiap perjuangan menuju pembebasan, keterlibatan dalam setiap dialog antar kelompok yang dimarginalkan bersama kelompok revolusi, dan juga keterlibatan mereka dalam menciptakan dialog bersama penguasa.
4. The Concise of the Consciousness

Tingkatan kesadaran tertinggi menurut Freire adalah “kesadaran dari kesadaran” (the conscie of the consciousness). Tingkatan kesadaran ini menggambarkan orang-orang yang telah memahami praksis dengan lebih baik. Orang-orang dengan kesadaran ini memahami perilaku untuk direfleksikan. Mereka memiliki keseimbangan antara ide-ide, perkataan, tindakan, dan progres. Kesadaran tertinggi ini akan menjadikan manusia itu betul-betul dalam derajat sebagai manusia yang sempurna. Dalam penelitian ini tidak ditemukan informan dengan kesadaran tersebut.
Kesadaran setiap manusia tidak boleh berhenti begitu saja, melainkan harus selalu berproses dengan dinamis. Konsientisasi tidak dapat dipisahkan dengan proses pembebasan yang memiliki indikasi seperti; optimisme, resisten dan kritis. Sikap optimis inilah yang membangun manusia sebagai sosok yang penuh harapan. Adapun sikap resisten adalah karakter manusia yang paling dasar ketika mendapatkan tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis dari penguasa. Sedangkan sikap kritis merupakan manifestasi dari sikap seseorang yang mampu memahami kondisi sosial serta dirinya dalam pergumulan secara langsung dengan manusia lain.
4.3.3.6 Upaya Mencapai Inklusi dan Tantangannya

Dalam mengusahakan dialog antara para korban 65 dengan penguasa negara, Sekber 65 bersama korban 65 kemudian mengusahakan beberapa hal. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM soal kasus pelanggaran HAM berat oleh negara, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada negara untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah pelanggaran HAM terutama pada tragedi 65 dengan 2 pilihan. Pilihan tersebut yaitu yusticia atau lewat pengadilan, dan pilihan kedua dengan non yusticia yaitu dengan proses rekonsiliasi. Sekber 65 bersama korban 65 memilih untuk melakukan rekonsiliasi dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. 

Namun, organisasi-organisasi korban terdahulu menolak usulan tersebut karena mereka menggunakan dasar teori luar negeri bahwa adanya rekonsiliasi perlu dibentuk Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) terlebih dahulu, kemudian disusul dengan permintaan maaf negara, dan ditutup dengan pengadilan. Pada dasarnya hal tersebut justru memancing konflik nasional dan sama saja dengan proses pengadilan. Bagi Sekber 65, tragedi 65 merupakan sebuah peristiwa yang rumit dan terjadi di hampir setiap wilayah nusantara. Selain itu segala bukti yang diperlukan untuk pengadilan juga sudah sulit dicari, belum lagi para eksekutor masa itu yang saat ini sudah meninggal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan peradilannya. 

Hal tersebut membuat pelaksanaan rekonsiliasi nasional akan sangat sulit dicapai apalagi jika pemerintah bersikukuh akan menggunakan teori-teori luar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bagi Sekber hanya ada satu step rekonsiliasi yaitu adanya pengakuan negara bahwa tahun 1965/1966 telah terjadi pelanggaran HAM berat. Baru kemudian rekonsiliasi dilakukan dengan cara pemulihan nama baik korban 65. 
Adanya perbedaan pendapat dengan organisasi terdahulu membuat Sekber’65 bersama para korban 65 memutuskan untuk berjalan pelan-pelan dengan mewujudkan rekonsiliasi lokal pada wilayah dampingannya. Harapannya apabila rekonsiliasi lokal tersebut berjalan baik maka akan menjadi percontohan bagi nasional dalam mengembalikan hak-hak kemanusiaan korban 65.
Salah satu bentuk penyelesaian secara non yustisia adalah melakukan rekonsiliasi atau perbaikan hubungan secara damai. Berikut beberapa pengertian singkat seputar rekonsiliasi,

· Rekonsiliasi
Merupakan sebuah penanganan konflik dengan berunding secara damai dengan pemberian ganti rugi dan pemaafan.

· Rehabilitasi
Merupakan pemulihan dan perbaikan semua aspek masyarakat seperti sebelumnya

· Reparasi
Pemulihan dengan pengakuan negara bahwa negara memiliki kewajiban terhadap korban atas penderitaannya

· Restitusi
Pemberian ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga. (berlaku pada pelanggaran HAM biasa). Dalam kasus HAM dapat juga diartikan sebagai pemulihan sistem.

· Kompensasi
Pemberian ganti rugi oleh negara apabila pelaku atau pihak ketiga tidak sanggup (berlaku pada pelanggaran HAM berat).
Rekonsiliasi dengan keempat unsur di atas merupakan proses pengembalian nama baik dengan konsep dan teori barat. Sehingga ada beberapa hal yang tidak dapat disesuaikan dengan kemampuan orang Indonesia, misalnya pada kompensasi. Misalnya saja, banyak korban 65 yang sebelum ditangkap adalah seorang pegawai negeri, sehingga mereka mendapatkan gaji rutin. Namun pada masa penangkapan dan penahanan bertahun-tahun, tentunya gaji tersebut tidak pernah diberikan, padahal saat itu belum ada juga surat pemecatan secara resmi. (Wawancara Informan: 2020)

Apabila menggunakan tuntuntan kompensasi, negara tidak akan sanggup membayar ganti rugi sekian juta korban dengan total gaji sekian puluh tahun. Itulah sebabnya rekonsiliasi nasional sangat sulit terwujud, salah satunya karena beberapa pihak termasuk organisasi korban 65 terdahulu juga masih memaksakan untuk menggunakan teori dan konsep barat yang kurang sesuai dengan kemampuan orang Indonesia. Sehingga keberadaan pihak-pihak tersebut juga menghambat adanya penyelesaian. (Wawancara Informan: 2020)
Hingga saat ini masalah tragedi 65 tidak pernah selesai, tidak juga berusaha diselesaikan oleh negara. Dengan banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, mereka yang hingga kini masih hidup pun tidak mau menyampaikan pengakuan terhadap tragedi tersebut baik secara individu maupun institusi. Tidak adanya keinginan negara untuk segera menyelesaikan masalah 65 diikuti dengan semakin rentanya para korban yang hingga kini masih hidup.

Penyelesaian secara hukum sebetulnya pernah dilakukan oleh Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR Krob) ketika menuntut hak pensiun dari korban 65 yang dulunya adalah guru dan pegawai negeri. Proses peradilan tersebut diadvokasi oleh Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang dilaksanakan di Kebumen dan dimenangkan pula sebagai kasus Perdata. Namun meskipun tuntutannya menang, negara hingga kini tidak menindaklanjuti pemberian ganti rugi kepada para korban 65. Diasumsikan bahwa negara tidak ingin dianggap melakukan pengakuan terhadap tragedi 65 beserta pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan, sehingga pemberian kompensasi tersebut tidak dilakukan. Selain itu juga karena belum pernah ada keputusan politik dari pemerintah. (Wawancara Informan: 2020)

Negara memilih cara lain yang mewakili penyelesaian masalah 65 namun tanpa permintaan maaf, salah satunya adalah dengan dibuatnya UU KKR nomor 27 tahun 2004, namun undang-undang tersebut dibatalkan. Meski begitu pemerintah masih mencoba meyakinkan warga negaranya dengan menyatakan bahwa UU KKR akan kembali masuk proses legislasi oleh DPR pada tahun 2020. Namun berbeda dengan Sekber’65, dengan keluarnya laporan Komnas HAM, Sekber’65 memilih nomor 2 untuk menyelesaikan masalah 65 secara non yustisia, yaitu rekonsiliasi, dengan catatan menyesuaikan kemampuan negara Indonesia, sehingga tidak perlu menggunakan teori dan konsep barat. (Wawancara Informan: 2020)
1. Rekonsiliasi dan Pihak-Pihak Yang Membantu

a. Rekonsiliasi Lokal

Sekber’65 bersama korban 65 menginisiasikan sebuah rekonsiliasi yang berangkat dari pemahaman inklusi sosial, yang berarti tidak ada lagi orang-orang yang dimarginalkan dan dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Adanya penyamarataan hak dan kesempatan hidup bagi orang-orang yang pernah terdiskriminasi. Meskipun Sekber’65 bersama korban 65 berharap cara ini dapat diimplementasikan secara nasional, namun karena banyaknya pihak yang tidak sejalan, sehingga rekonsiliasi secara lokal akan dilakukan terlebih dahulu. 
Poin utama dari adanya inklusi sosial adalah penerimaan lingkungan terhadap korban 65, dimulai dari keterbukaan korban kepada keluarganya sendiri, baru kemudian memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sekitar sehingga mereka mengerti kondisi yang sebenarnya, serta mereka diterima sebagai warga negara yang utuh, sehingga mereka dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan musyawarah di RT, atau di desa. Poin kedua adalah pemberian akses kebijakan pemerintah kepada korban 65, sehingga para korban 65 ini merasa diterima negara dan juga dapat mengakses segala sektor formal termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Poin terakhir adalah adanya perubahan kebijakan terutama pemberian hak korban. Apabila ketiganya sudah diterima oleh para korban 65, maka inklusi sosial dianggap sudah terjadi. (Wawancara Informan: 2020)

Inklusi sosial yang diusahakan oleh Sekber’65 bersama korban 65 tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pendekatan dan pemberian perhatian baik pada korban maupun lingkungan sekitarnya membutuhkan proses yang lama. Terlebih dahulu yang pertama kali dilakukan oleh Sekber’65 bersama korban 65 adalah memberikan pengertian kepada korban 65 bahwa keluarga mereka berhak tahu mengenai tragedi yang menimpa mereka, sehingga langkah pertama dan utama setelah para korban 65 ini berani memerjuangkan haknya bersama Sekber’65 adalah membuka diri terutama kepada keluarga, dan memberitahukan cerita yang sebenarnya. 
Hal tersebut penting dilakukan karena ada beberapa korban yang sangat tertutup dengan keluarganya, karena merasa takut apabila keluarganya nanti kepikiran hal ini dan itu, kemudian takut anak-anaknya menderita, dan mereka juga takut apabila anak-anaknya menyalahkan orang tuanya. Sehingga korban yang tertutup tersebut memilih menyembunyikan ceritanya. Sekber sendiri mendorong para korban untuk terbuka kepada istri dan anak-anaknya terutama dengan tujuan agar anak-anak korban memiliki empati, tidak hanya pada orang tuanya, namun juga pada tragedi ini dan korban-korban yang lain.

Mengingat usia korban saat ini sudah memasuki usia 70 hingga 80 lebih, sehingga sebisa mungkin keluarga sebagai orang terdekat tetap membersamai mereka selagi masih dapat memerjuangkan haknya. Apabila sudah waktunya korban untuk beristirahat, anak-anak mereka tetap berempati dan meneruskan perjuangan orang tuanya. Proses ini disebut sebagai rekonsiliasi keluarga.

Apabila keluarga sudah mengetahui dan memahami posisi korban, berikutnya yang dilakukan adalah membuka diri kepada orang lain, sebutlah masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal korban. Pentingnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kemudian sedikit demi sedikit dimulai oleh korban dari yang terdekat, misalnya para tetangga. Tidak melulu dengan bercerita berjam-jam menjelaskan seputar 65 kepada masyarakat, namun dapat juga dengan perantara buku-buku, majalah, bisa juga dalam obrolan sehari-hari misalnya ketika ada kumpulan RT atau forum masyarakat yang lain. 
Memberikan pengertian seputar tragedi ini memang tidak mudah mengingat isu tersebut sangatlah sensitif bahkan hingga hari ini. Sehingga perlunya pemilahan kata dan kalimat yang diutarakan baik korban maupun keluarga juga penting. Adanya keterbukaan dengan masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami kejadian yang sebenarnya, membuat para korban akhirnya dapat kembali diterima dalam lingkungannya sebagai masyarakat biasa dan tidak dibeda-bedakan. Proses ini sudah dapat dianggap sebagai suatu usaha rekonsiliasi lokal.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal korban, Sekber’65 bersama korban 65 juga mengusahakan untuk melakukan rekonsiliasi yang lebih luas lagi. Berdasarkan Undang-undang lansia nomor 13 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Mengingat usia para korban 65 yang sudah mencapai 70 tahun lebih, maka para korban ini sudah dapat masuk dalam kategori lansia. Oleh karena itu Sekber melihat peluang agar para korban ini juga diperhatikan oleh pemerintah kota. 
Sekber 65 bersama korban 65 kemudian mencoba mencari paguyuban lansia yang ada di Surakarta, mulai dari desa-desa dan kampong-kampung, hingga ke bappeda Surakarta. Tujuannya adalah turut mengikutsertakan para korban 65 dalam paguyuban agar lebih mudah mengajukan permohonan kebijakan kepada pemkot. Dalam paguyuban lansia ini digunakan sebagai entry point untuk sarana berbagi cerita mengenai tragedi 65. 
Tidak hanya itu, namun forum ini juga mewadahi orang-orang yang terdiskriminasi dengan masalah yang lain. Meskipun Sekber’65 bersama korban 65 harus turut serta dalam melakukan pendekatan dengan lansia yang lain dalam penilaiannya di komda lansia Surakarta, namun Sekber cukup fokus bahwa tujuan yang harus dicapai adalah advokasi terhadap korban 65 saja, sehingga tidak terjebak dalam mewadahi lansia secara umum, seperti kasus yang terjadi di Yogyakarta. 
Dalam forum tersebut kemudian Sekber menyebut para korban 65 sebagai lansia korban diskriminasi kebijakan politik. Beruntungnya ketika Sekber sampai ke Bappeda dalam pencarian wadah bagi para lansia, Bappeda menyambut baik tujuan Sekber’65 bersama korban 65 untuk bekerjasama dalam melakukan program perlindungan terhadap lansia di Surakarta.

Dalam perbincangan yang terjadi antara Sekber dan Bappeda Surakarta tersebut, pihak Bappeda menyatakan bahwa mereka sedang mengusahakan pembuatan draft untuk Perwali lansia, adanya kerjasama dengan Sekber dianggap akan sangat membantu keberjalanan pembuatan kebijakan ini. Beruntung Kadiv Sosial, Budaya dan Pemerintahan bappeda tersebut sangat terbuka dalam melakukan beberapa perbaikan pada berkas-berkas yang ada termasuk naskah akademis. 
Tim ini kemudian membuat 2 kali FGD bersama dengan organisasi pemerintahan daerah (OPD) Surakarta, yang dibiayai dan difasilitasi langsung oleh Bappeda. Salah satunya yang dibahas dalam FGD tersebut adalah mengenai kebutuhan lansia dalam menikmati fasilitas umum, misalnya trotoar yang nyaman untuk lansia, kemudian kendaraan umum ramah lansia, dan lain-lain. 
Akhirnya dari hasil FGD tersebut forum berhasil menyepakati draft Perwali yang akan diajukan persetujuannya pada Walikota, dan dikeluarkanlah Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta. Munculnya Perwali lansia sekitar bulan Juli 2018 tersebut merupakan salah satu dari perwujudan rekonsiliasi lokal oleh Sekber’65 bersama korban 65. 
Meskipun prosesnya cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama, namun dikeluarkannya Perwali lansia tersebut membuka harapan baru bagi para korban’65 untuk membuka dirinya di masyarakat. Keberhasilan Sekber’65 bersama korban 65 dalam mendorong munculnya kebijakan pemerintah kota Surakarta ini menjadi tahap yang baik sebagai sarana bagi korban 65 dalam mengakses kebijakan pemerintah. 
Meskipun begitu, kedudukan Perwali ini cukup lemah, karena posisi Perwali ini tidak permanen. Apabila terdapat pergantian walikota, maka Perwali yang sudah ada dapat dilanjutkan ataupun dihapuskan sesuai kebijakan dari walikota yang baru. Namun sisi positifnya adalah Perwali lansia yang sudah ada dapat digunakan sebagai petunjuk teknis peraturan daerah. Dilihat dari kekuatan hukum pada kebijakan pemerintah, kekuatan yang paling besar tentunya ada pada undang-undang, kemudian kekuatan berikutnya pada Perda, baru kemudian mulai lemah pada Perbup atau Perwali, dan yang terakhir ada Surat Keputusan (SK). 
Lemahnya kekuatan hukum Perwali lansia Surakarta kemudian mendorong Sekber’65 bersama korban 65 untuk memerjuangkan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan pembuatan Perda. Kekuatan Perda lebih mengikat dan berketetapan hukum dibanding Perwali yang tidak dapat digugat kecuali terdapat tindak pidana. Perda juga berlaku sepanjang waktu, tidak dibatasi pada pergantian kepemimpinan. Selain itu juga Perda memiliki kekuatan dalam penganggaran, jejaring relasi, dan juga memiliki sanksi hukum apabila kebijakan tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Berbeda dengan Perwali yang hanya diberikan sanksi moral saja. 
Namun pembuatan Perda lansia ini juga memakan waktu yang cukup lama lagi, pasalnya pembuatan Perda harus melalui beberapa tahap yang lebih panjang dibandingkan Perwali. Isi Perda tersebut harus disepakati oleh DPRD dan harus diputuskan oleh DPRD juga. Berbeda dengan Perwali yang cukup dihadiri oleh OPD setempat. 
Kemudian akhirnya dikeluarkanlah Perda nomor 4 tahun 2019 tentang kesejahteraan lansia. Adanya struktur kesesuaian peraturan dari undang-undang, Perda, kemudian Perbup atau Perwali, membuat Perwali yang sudah jadi harus melakukan penyesuaian kembali dengan Perda yang baru disahkan. Perbedaan antara isi Perda dengan kebijakan Perwali 2018 menghasilkan 2 keputusan yaitu penghapusan Perwali lansia tahun 2018, dan pembuatan Perwali baru disesuaikan dengan undang-undang dan juga Perda lansia. 
b. Rekonsiliasi Nasional

Pada kenyataannya negara tidak pernah memiliki keinginan untuk segera menyelesaikan masalah peristiwa 65.  Pernah akan dibuat UU KKR namun tidak dilanjutkan, dan sampai sekarang belum dieksekusi lagi, meskipun ada kabar bahwa pada 2020 UU KKR akan dimasukkan dalam legislasi oleh DPR. 
Namun di sisi lain, Komnas HAM sebagai satu-satunya badan negara yang mewadahi isu HAM melakukan lompatan yang baik dengan melakukan penyelidikan dan penelitian terkait pelanggaran HAM oleh negara termasuk di dalamnya tragedi 65 selama kurang lebih 10 tahun, hingga mengeluarkan usulan kepada negara untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM yang tidak pernah diangkat tersebut.

Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut Menyatakan bahwa pada kasus 65, terdapat pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara kepada warga negara. Sehingga para korban kemudian mengajukan permohonan untuk pengembalian nama baik mereka sebagai warga negara. 
Sebagai badan negara yang menangani isu HAM, Komnas HAM kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) kepada orang-orang yang mengalami penderitaan di masa 65, dan dianggap sebagai korban politik masa itu. Tidak secara langsung diberikan, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kurang lebih memiliki data kependudukan seperti KTP dan KK, kemudian data sebagai korban meliputi surat pembebasan atau pelepasan, dan adanya kesaksian dari korban yang pernah ditahan bersama pada saat itu (apabila ada).

Namun muncul kendala karena seperti yang diketahui bahwa korban 65 saat ini usianya telah lanjut bahkan sudah banyak yang tutup usia bertahun-tahun yang lalu, sehingga pencarian kesaksian ini menjadi cukup sulit. Oleh karena itu Sekber’65 bersama korban 65 melakukan negoisasi dengan pihak Komnas HAM dan menyepakati untuk kesaksian dapat diberikan rekomendasi dari organisasi yang mengadvokasi dalam hal ini Sekber’65. Selain itu kendala berikutnya adalah tidak adanya pengarsipan yang baik oleh korban sehingga banyak surat penting yang hilang, salah satunya adalah surat pembebasan atau pelepasan tahanan. Beberapa korban merasa malu dan tidak ingin menyimpannya sehingga keberadaannya entah di mana. 
Menanggapi hal tersebut Sekber dan Komnas HAM membuatkan formulir keterangan korban sebagai pengganti surat pelepasan. Ada dua macam formulir, yaitu untuk korban dan untuk keluarga korban meliputi istri dan anak-anak korban (tidak termasuk cucu atau menantu). SKKP HAM ini memiliki kekuatan politik sehingga para korban 65 yang menerimanya kini telah diakui oleh negara, dan sebagai salah satu tahap pembersihan nama kepada para korban 65 yang pernah mendapatkan stigma. Komnas HAM sebagai badan negara memiliki kewenangan dalam meresmikan surat tersebut sebagai salah satu bentuk pengakuan negara, meskipun beberapa pihak masih belum mau mengakuinya.

Dengan dikeluarkannya SKKP HAM oleh Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) kemudian juga mengeluarkan bantuan medis dan psikologis kepada para korban 65 yang memiliki SKKP HAM. Di dalam undang-undang seharusnya LPSK memberikan bantuan psikososial, namun rupanya hal tersebut belum dapat dilakukan. Untuk mendapatkan bantuan dari LPSK ini para korban tentunya juga harus memenuhi persyaratan, beberapa di antaranya adalah SKKP HAM, data kependudukan meliputi KTP dan KK, data korban meliputi surat pelepasan atau apabila hilang menggunakan formulir dari Sekber, dan juga kesaksian korban satu tahanan. 
Kemudian LPSK mengadakan asasemen kepada korban 65 untuk pemeriksaan fisik dan psikologis korban dan keluarga. Setelah dikeluarkan MOU dan surat menerima bantuan LPSK, serta bukti atas keluhan medis dari badan forensik, barulah setelah itu berkas-berkas tersebut diproses oleh LPSK untuk selanjutnya para korban mendapatkan Buku Hijau. 
Buku hijau merupakan sebuah buku kendali berobat medis dan psikologis. Buku hijau ini memberikan fasilitas kesehatan kelas 1, ditambah dengan uang transportasi sejumlah Rp. 150.000, dan uang makan Rp. 30.000. Meskipun para korban boleh melakukan pengobatan tanpa batasan biaya, namun fasilitas transport dan makan oleh LPSK hanya diberikan 2 kali dalam satu bulan, sehingga perbulan para korban mendapatkan fasilitas sebesar Rp. 360.000. Rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan LPSK adalah rumah sakit Moewardi Surakarta. Untuk keperluan berobat, yang perlu dibawa ke rumah sakit oleh korban adalah buku hijau dan surat menerima bantuan LPSK.

Dari adanya buku hijau dan fasilitas kesehatan dari LPSK tersebut tentunya bukan berarti tidak terdapat kendala selama prosesnya. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam keberjalanan fasilitas medis dari LPSK ini, di antaranya adalah kebijakan LPSK bahwa LPSK baru mampu memberikan bantuan kesehatan selain kepada korban juga kepada istri dan anak korban, dengan catatan istri dari perkawinan dibawah tahun 1978, dan anak yang merasakan dampak peristiwa 65 dan usianya saat itu tidak lebih dari 5 tahun. Pun dengan kualifikasi seperti itu, istri dan anak korban hanya mendapatkan bantuan psikologis saja. 
Kendala berikutnya adalah pengarsipan dari LPSK yang kurang rapih, adanya volunteer yang dibagi ke dalam tim-tim rupanya membuat volunteer ini tidak saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat banyak data menjadi tidak sesuai, dan bahkan banyak yang hilang. Terutama pada saat masa perpanjangan setelah 6 bulan pertama yang kemudian di evaluasi, dalam proses perpanjangan menuju 6 bulan berikutnya, tim-tim tersebut tidak secara maksimal melakukan pendataan. 
Poin terakhir adalah adanya fasilitas rumah sakit yang berada di kota, membuat para korban yang tempat tinggalnya jauh di desa menjadi kesulitan. Keadaan mereka yang miskin dan sudah sering sakit membuat mereka memilih untuk tidak tergantung pada buku hijau kecuali sudah dalam keadaan terpaksa. Sehingga apabila masih memungkinkan, pihak Sekber akan melakukan pendampingan kepada korban yang hendak berobat. 
Buku hijau ini hadir memang bukan sebagai satu-satunya solusi, namun merupakan bentuk kebanggaan tersendiri bagi korban 65 karena negara telah mengakui mereka. Upaya ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi nasional dalam hal pemberian kompensasi meskipun tidak secara ideal, namun juga membuka jalan untuk melibatkan generasi berikutnya yaitu pendampingan anak-anak korban.
Selain itu Sekber 65 bersama korban 65 juga melakukan kampanye dan mempublikasikan banyak agenda bersama dan kolaborasi kegiatan, sehingga masyarakat umum dapat membaca dan juga mendapatkan informasi soal kisah tragedi 65 dan bagaimana permasalahan HAM menjadi penting untuk didiskusikan di sekitar  kita. 
Kampanye tersebut dilakukan lewat web Sekber yang dibuat sekitar pertengahan tahun 2018. Isinya meliputi hasil audiensi dengan pemerintah, agenda kolaborasi, arsip perkumpulan anggota, serta beberapa profil korban. Selain itu Sekber juga mencetak beberapa majalah yang berisi kisah-kisah korban, dan tanggapan-tanggapan pihak terkait. Dalam waktu dekat Sekber akan membuat satu platform publikasi lagi yang dikhususkan untuk anak muda, agar generasi saat ini dapat memiliki minat terhadap isu hak asasi manusia, dan turut aktif memerjuangkan hak-hak orang-orang yang dimarginalkan.
4.4 Ringkasan 
Dalam bab ini telah disajikan data-data pilihan dari proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dengan 10 informan korban 65 dan pengurus Sekber 65. Penulis mendapatkan informasi seputar deskripsi lokasi yaitu di Sekber 65 Solo, dari awal mula berdirinya hingga proses pengadvokasian para korban. Penulis juga mencantumkan profil dari masing-masing informan korban 65 sebagai pengantar menuju poin berikutnya. 

Korban 65 memberikan kesaksian mengenai penderitaan yang mereka alami. Para informan korban 65 mengisahkan hidupnya sejak sebelum meletusnya tragedi 65, saat mereka masih memiliki pekerjaan yang layak dan masih memiliki rumah atau tanah. Mereka juga menceritakan mengenai proses penangkapan yang mayoritas dilakukan di malam hari, oleh para petugas dari kepolisian, RPKAD, Kopkamtib, hingga masyarakat yang menjadi petugas bayaran.

Para informan korban 65 juga menjelaskan secara rinci mengenai masa penahanan mereka di kamp-kamp kota, dan bahkan ada salah satu informan yang ditahan hingga ke Nusakambangan. Masa pembebasan masing-masing informan berbeda, ada yang hanya ditahan selama satu tahun, namun ada juga yang ditahan hingga 14 tahun. Namun selepas masa tahanan, semua informan penelitian ini mendapatkan stigma dan diskriminasi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kehidupan para informan korban 65 selepas masa tahanan dikatakan jauh dari rasa aman dan nyaman.

Memasuki masa Reformasi, banyak korban 65 menginisiasikan organisasi-organisasi yang mewadahi perjuangan mereka dalam mendapatkan kembali hak-haknya yang pernah dilanggar. Mereka yang menyadari pentingnya perjuangan HAM disebut Freire sebagai kelompok revolusioner. Kelompok inilah yang mengajak para korban 65 di seluruh Indonesia untuk berjuang melawan diskriminasi. Diawali dengan organisasi-organisasi yang muncul di tingkat pusat, menuju ke tingkat lokal, salah satunya di Surakarta. Organisasi ini disebut sebagai Sekber 65, yang merupakan satu-satunya organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak korban 65 di Surakarta.

Sekber 65 mengajak para korban 65 di Surakarta berjalan berdampingan untuk mencapai inklusi. Dengan dorongan dari Sekber 65 sebagai kelompok revolusi, korban 65 memiliki kesempatan untuk menapaki tahap baru dalam menyadari hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tahapan kesadaran korban 65 atas HAM dapat dibagi dalam 4 tipifikasi yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, dan the concise of consciousness.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, 10 informan korban 65 terbagi kedalam 3 tipifikasi saja yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Sedangkan pada tahap the concise of consciousness tidak ditemukan data yang mendukung. Sebagai kelompok revolusi, Sekber 65 berpedoman pada tujuannya yaitu inklusi sosial. Korban 65 dengan tipifikasi apapun, akan diajak untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang pernah dilanggar negara. Sekber 65 juga tidak berhenti memberikan pemahaman mengenai rekonsiliasi untuk mencapai inklusi sosial.

Dalam perjuangan melawan diskriminasi dan mencapai inklusi sosial, korban 65 telah mendapatkan SKKP HAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang diberikan oleh KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Mendapatkan Buku Hijau yang digunakan untuk melakukan pengobatan di Rumah Sakit mitra secara gratis, fasilitas ini diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Serta bentuk rekonsiliasi lokal yang diperjuangkan Sekber’65 bersama korban (yang mayoritas merupakan orang-orang lanjut usia) yaitu peresmian Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta.
BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan 
5.1.1  Pelanggaran HAM pada tragedi 65 di Surakarta

Memahami tragedi 65 baiknya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, namun juga berbagai perspektif lain yang pada dasarnya saling berkesinambungan. Dalam perspektif Internasional, Indonesia dengan Gerakan Non Blok dianggap membahayakan kedua blok lainnya. Kondisi tersebut mendorong pihak internasional untuk menghancurkan Indonesia dengan mengadu domba kekuatan terbesarnya yaitu NASAKOM.

Perspektif nasional memberikan gambaran tentang peliknya konflik internal di Indonesia yang disusul dengan isu pengkhianatan salah satu partai besar Indonesia yaitu PKI. Negara kemudian melakukan penumpasan seluruh rakyat yang dianggap bersinggungan dengan PKI. Situasi tersebut membawa kita pada perspektif lokal dimana penumpasan ini dilakukan di daerah-daerah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam penumpasan kedaerahan inilah, negara dianggap telah melanggar unsur-unsur hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM tahun 2012, pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara saat tragedi 65 meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan (persekusi), kekerasan seksual, dan penghilangan orang secara paksa. Oleh karena itu negara dianggap telah mengingkari hak alamiah manusia menurut Locke yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan negara tersebut bertolak belakang dengan  tiga kewajiban negara yang telah disepakati dalam teori HAM internasional. Negara tidak melakukan kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan juga melindungi rakyatnya. Seluruh informan korban tragedi 65 menyatakan telah mengalami semua jenis pelanggaran HAM yang disebutkan sebelumnya.

Para korban tragedi 65 yang menjadi informan penelitian ini menyampaikan bahwa mereka mengalami masa-masa sulit sejak meletusnya tragedi 65. Kesepuluh informan ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah anggota PKI atau organisasi dibawahnya. Mereka melewati bertahun-tahun sebagai tahanan politik, kemudian setelah dibebaskan pun mereka tetap dikenal dengan status mantan tahanan politik. Selama masa orde baru, para korban 65 dan keluarganya hidup dalam stigma dan diskriminiasi.

5.1.2  Kesadaran kritis korban 65 dalam mengupayakan inklusi sosial

Ketertindasan bertahun-tahun yang dialami oleh korban 65 terjadi selama masa orde baru. Banyaknya pemberontakan-pemberontakan pada akhir tahun 90-an menggambarkan bentuk kesadaran kritis yang mulai muncul dari masyarakat Indonesia. Keberanian kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia pada saat itu menciptakan era baru yang disebut Reformasi. Meski begitu, dalam kacamata Freire, kesadaran kritis tersebut masih merupakan kesadaran semu, karena tidak diikuti dengan dialog antar pihak bersangkutan.

Era reformasi memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pada para korban tragedi 65. Dalam skala nasional, para korban 65 menciptakan wadah-wadah bagi orang-orang yang pernah dilanggar haknya saat tragedi 65. Beberapa organisasi yang berdiri antara lain Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP), Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), Gerakan Republik Indonesia (GRI), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPR Krob).

Pada tahun 2005 diusulkan sebuah wadah baru yang bertujuan memfasilitasi organisasi-organisasi terdahulu dalam melakukan koordinasi masing-masing program agar tidak keluar jalur. Wadah tersebut kemudian diberi nama Sekertariat Bersama 65 atau disingkat Sekber 65. Wadah ini tadinya berada dalam naungan Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI), lalu memisahkan diri pada tahun 2012.

Munculnya Sekber 65 di Surakarta berperan sebagai yang disebut Freire kelompok Revolusi. Sekber 65 mendorong para korban 65 untuk bangkit dari trauma masa lalu, dan melakukan dialog dengan kelompok penguasa (negara). Dengan kondisi korban 65 yang terpenjara dalam budaya bisu, proses mereka menuju kesadaran kritis bukan merupakan hal yang mudah.

Para korban 65 yang sebelumnya hidup dalam stigma dan diskriminasi, merasa takut dengan kebebasan (fear of freedom). Mereka takut akan mengalami penindasan yang lebih berat. Selain itu, masyarakat Indonesia masih menanam doktrin orde baru bahwa mantan tahanan politik adalah orang yang harus dijauhi. Pemberian doktrin dari penguasa kepada yang dikuasai tersebut yang didefinisikan Freire sebagai pendidikan gaya bank.

Masifnya pendidikan gaya bank pada masa orde baru, membuat masyarakat Indonesia mudah percaya pada doktrin yang diberikan. Model Pendidikan ini menciptakan masyarakat yang patuh dan pasif. Terutama para korban 65, mereka merasa takut pada penguasa, sehingga mereka memilih untuk menjadi kalah. Rasa takut dan rendah diri yang berlangsung lama inilah yang disebut Freire sebagai budaya bisu.

Untuk membongkar budaya bisu, kelompok revolusi dalam hal ini Sekber 65 membuka dialog dengan korban 65. Kelompok revolusi atau kelompok humanis bisa terdiri dari siapa saja yang telah memiliki kesadaran kritis atas penindasan. Mereka bisa saja berasal dari korban 65 itu sendiri, bisa juga orang biasa yang ingin berjuang bersama para korban 65, bahkan mungkin pihak penguasa yang telah menyadari adanya dehumanisasi.

Sekber 65 mengajak para korban 65 untuk belajar bersama mengenai inklusi sosial. Keduanya banyak melakukan dialog rutin setiap satu bulan sekali untuk saling mendengarkan keluh kesah, mengeluarkan pendapat, atau mengusulkan langkah perjuangan mereka. Sekber 65 selalu berjalan berdampingan dengan korban 65, karena konsep kesadaran kritis adalah berjuang bersama-sama, bukan salah satu mendominasi.

Kesadaran kritis diperlukan dalam melakukan perjuangan bagi korban 65. Jika mereka tidak memiliki kesadaran kritis, maka kesadaran tersebut tidak akan membawa perubahan apapun. Apabila korban 65 masih memiliki perasaan ingin membalas dendam alih-alih berdialog dengan negara, maka kesadaran kritis belum mereka miliki. Kondisi kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran palsu.

Menurut Freire, kesadaran seseorang atau kelompok berada pada fase yang berbeda-beda. Dalam laporan penelitian ini kesadaran kesepuluh informan dapat dibedakan dalam 3 fase, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.

Kelompok pertama merupakan informan dengan kesadaran magis yaitu Widodo, Darsini dan Tri Sakti. Ketiganya masih memiliki ketakutan akan kebebasan. Mereka seakan-akan mengikuti alur perubahan namun sebenarnya tidak.

Kelompok kedua merupakan informan dengan kesadaran naif yang terdiri dari Surachman, Supardi dan Mulyani. Ketiganya menganggap bahwa situasi mereka saat ini merupakan kesalahan dari penguasa pada masa orde baru. Mereka dapat memahami bahwa mereka ditindas oleh penguasa, namun mereka tidak mampu merumuskan jalan keluar.

Dan yang terakhir merupakan informan dengan kesadaran kritis yang terdiri dari Sanusi, Djumadi, Suratman, dan Kastinah. Ketiganya memahami realitas-realitas yang membuat kondisi mereka sulit di masa lampau. Mereka mampu memahami pihak-pihak yang saling berkaitan, dan mampu melakukan dialog dengan kelompok revolusi.

Fase terakhir kesadaran menurut Freire adalah the conscie of the consciousness yaitu puncak kesadaran. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan kelompok dengan fase ini. Beberapa korban 65 telah memiliki kesadaran kritis, namun belum dapat merefleksikan dengan sempurna perilaku-perilaku yang menciptakan sebuah masalah.

Dalam mengupayakan dialog antara korban 65 dengan penguasa, sekber 65 bersama korban 65 telah melakukan rekonsiliasi lokal dan nasional. Rekonsiliasi lokal meliputi pemberian pemahaman inklusi pada keluarga korban 65, membuat kampanye inklusi dalam bentuk majalah atau artikel web, meresmikan Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta, dan meresmikan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang kesejahteraan lansia.

Sedangkan rekonsiliasi nasional yang telah berhasil mereka perjuangkan adalah pembuatan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan juga bantuan medis berupa Buku Hijau yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

Bentuk kesadaran kritis korban 65 merupakan sebuah proses panjang. Sejak masa reformasi dimana mereka masih memiliki rasa takut kebebasan, lalu bertemu dengan kelompok revolusi yaitu sekber 65, hingga sedikit demi sedikit berhasil mewujudkan hasil dari perjuangan inklusi mereka.
5.2 Implikasi
5.2.1 Implikasi Teori

1. Teori HAM John Locke

Teori Hak Asasi Manusia menurut John Locke merupakan teori klasik yang hingga saat ini masih berlaku di setiap negara-negara di dunia. Dalam teori ini Locke menggagas mengenai 3 hak alamiah (natural rights) yang dimiliki manusia sejak lahir, yaitu hak milik (property), hak kemerdekaan (liberty), dan hak hidup (life).

Teori HAM Locke relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, digambarkan bahwa pada dasarnya manusia hidup dengan ketiga hak alamiah yang telah disebutkan diatas. Para korban 65 sebelum meletusnya tragedy 65 memiliki hidup yang bebas. Mereka juga memiliki rumah, sawah, pekerjaan, dan keluarga. Namun setelah tragedy 65, hak-hak mereka telah dilanggar negara sehingga mereka kehilangan semuanya.

Penggunaan teori HAM Locke dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar ada pada setiap manusia. Hanya saja dalam hasil penelitian ini, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak alamiah yang disebutkan Locke. 

Selain 3 hak alamiah, Locke juga menciptakan perjanjian HAM internasional yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Perjanjian tersebut meliputi Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill), Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect). Sayangnya, dalam penelitian ini menyajikan informasi bahwa negara lagi-lagi melanggar gagasan Locke.

Macam-macam pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara Indonesia kepada rakyatnya menyebabkan Indonesia dianggap mengabaikan perjanjian HAM internasional yang sacral. Meski begitu, saat ini telah banyak kelompok revolusioner yang berjuang untuk mengembalikan hak-hak alami korban 65. Salah satu kelompok revolusi tersebut adalah Sekber 65.
2. Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire

Berbeda dengan teori HAM John Locke, teori kesadaran kritis Paulo Freire datang dari perspektif kritis yang mana muncul jauh setelah perspektif klasik. Freire menjelaskan mengenai pendidikan gaya bank yang diberikan penguasa kepada kelompok tertindas. Pendidikan tersebut merupakan sebuah doktrin yang akan membuat kelompok tertindas menjadi patuh dan pasif.

Teori ini cukup relevan dengan penelitian ini. Korban 65 merupakan kelompok yang tertindas selama lebih dari 30 tahun, yang ditindas oleh kelompok penguasa. Mereka diberikan doktrin bahwa mereka merupakan golongan orang-orang jahat, yang membuat para korban 65 merasa takut dan mengakui kekalahannya.

Kondisi para korban 65 sesuai dengan yang disampaikan Freire sebagai budaya bisu. Para korban 65 sebagai kelompok tertindas memiliki perasaan takut kebebasan (fear of freedom), mereka tidak diijinkan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Mereka mendapatkan stigma dan diskriminasi dari hasil doktrin penguasa tadi.

Namun kemudian muncul era baru, dimana kelompok revolusi semakin banyak menampakkan diri. Dalam konteks ini Sekber 65 disebut sebagai kelompok revolusi karena telah hadir bersama dialog yang ditawarkan kepada para korban 65. Munculnya Sekber 65 mendorong para korban 65 menapaki tahap-tahap kesadaran menurut Freire.

Teori kesadaran kritis ini menjelaskan mengenai tahap-tahap kesadaran menurut Freire meliputi kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, dan the conscie of the consciousness. Namun untuk penelitian ini, dari data yang didapatkan, tidak ditemui bentuk the conscie of the consciousness atau puncak kesadaran. 

Beberapa dari korban 65 di Surakarta yang menjadi informan penelitian ini mampu mencapai tahap kesadaran kritis. Mereka telah memahami bahwa kondisi mereka saat ini terjadi karena kesalahan system pemerintahan masa lalu, bukan hanya kesalahan dari salah satu pihak saja. Mereka mampu melakukan dialog dengan kelompok revolusi.

Namun dari semua informan tersebut, tidak ada yang betul-betul mampu merefleksikan perilaku-perilaku dalam realitas social dengan sempurna. Oleh karena itu, tahap the conscie of the consciousness  atau puncak kesadaran tidak relevan dalam penelitian ini.
5.2.2  Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menggambarkan mengenai proses terjadinya pelanggaran HAM berat pada tragedi 65 oleh negara kepada rakyat. Proses tersebut dimulai dari penangkapan korban tragedi 65 sebagai tahanan politik, hingga masa pembebasan. Diberikannya status mantan tahanan politik membawa mereka pada situasi penuh stigma negatif dari masyarakat. Mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminasi yang menyebabkan mereka tidak dapat bebas dalam menjalani kehidupan.
Para korban 65 kemudian menemukan kembali harapannya setelah bertemu dengan kelompok revolusi yang mewadahi perjuangan mereka. Salah satunya yang beroperasi di Surakarta yaitu Sekber 65. Sekber 65 mewadahi para korban 65 dan menawarkan dialog-dialog lokal untuk meninggalkan trauma masa lalu  serta membebaskan diri dari diskriminasi.

Eksistensi korban 65 dan Sekber 65 di Surakarta menciptakan beberapa respon yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah kota Surakarta bersikap terbuka dengan keberadaan korban 65 yang memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar negara. Pemerintah kota Surakarta membukakan pintu bagi korban 65 untuk mencapai inklusi sosial. Bentuk keterbukaan tersebut diwujudkan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan dikeluarkannya Perwali No 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta.

Sebagai respon dari keluarnya Perwali lansia di Surakarta, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan tanggapan positif terkait rencana penyusunan peraturan serupa di tingkat provinsi. Hingga saat ini, draft tersebut masih diupayakan oleh korban 65 bersama Sekber 65. Respon berbeda diberikan oleh pemerintah pusat yang masih menutup mata pada kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Saat ini pemerintah Kota Surakarta dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersikap terbuka atas keberadaan korban 65 ditengah masyarakat lanjut usia. Hal ini memberikan harapan baru bagi korban 65 untuk terus berjuang melawan diskriminasi dan mencapai inklusi sosial. Meskipun pemerintah pusat masih bersikap tertutup, korban 65 bersama Sekber 65 terus menyuarakan tuntutan mereka agar negara segera mengatasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai.

5.3 Saran
5.3.1 Bagi Organisasi Terkait

1. Peneliti menyarankan kepada Sekber’65 untuk bersikap lebih terbuka dengan orang-orang yang ingin turut serta memperjuangkan kemanusiaan dan inklusi sosial bersama korban 65;

2. Peneliti menyarankan kepada Sekber’65 untuk membuat dokumentasi korban 65 yang lebih menarik dan kekinian, sehingga orang awam atau anak-anak muda tidak kesulitan memahami makna dibalik tragedi 65. Dan dengan dokumentasi tersebut dapat membantu pelaksanaan kampanye sosial untuk mendukung rekonsiliasi lokal yang dilakukan oleh Sekber 65 bersama korban 65.
5.3.2 Bagi Pemerintah

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah Kembali meninjau masalah-masalah HAM masa lalu yang belum terselesaikan baik skala daerah maupun skala nasional;

2. Peneliti menyarankan agar pemerintah tidak menutup mata pada permasalahan terkait HAM yang sering muncul ditengah masyarakat Indonesia saat ini;

3. Peneliti menyarankan agar pemerintah mampu mengatasi masalah-masalah HAM di Indonesia dengan bijaksana, sesuai prosedur hukum, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

5.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Peneliti menyarankan agar mahasiswa dapat lebih banyak membaca literatur terkait masalah HAM di Indonesia yang belum terselesaikan demi meningkatkan nalar kritis mahasiswa;

2. Peneliti menyarankan agar mahasiswa dapat lebih banyak membaca literatur terkait inklusi social untuk mendorong kepekaan mahasiswa terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang ada disekitarnya;

3. Peneliti menyarankan agar mahasiswa dapat mengunjungi komunitas-komunitas social yang ada disekitarnya, dengan harapan untuk membiasakan diri dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan dapat ikut berjuang menolak dehumanisasi.
5.3.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang akan melakukan riset tentang HAM dan Tragedi 65 untuk menambah informasi dengan menambah informan, misalnya dari perspektif pemerintah, atau dari perspektif orang awam.

DAFTAR PUSTAKA
Adam, Asvi Warman. 2018. Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. Jurnal Archipel. Volume 95, halaman 11-30.
Agustina, Ema. 2019. Soekarno, NASAKOM, Dan Buku Di Bawah Bendera Revolusi Sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA. Jurnal HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah. Volume 3 nomor 1, halaman 1-10.
Akbar, T.H., Subagyo, Agus., Oktaviani, Jusmalia. 2020. Realisme Dalam Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Forum Konferensi Asia Afrika (Kaa) Dan Gerakan Non Blok (GNB). Jurnal Dinamika Global. Volume 5 No. 1.

Arifin, Firdaus. 2019. Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan, dan Pengaturan. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.

Arta, Ketut S., Purnawati, Desak Made., Pageh, Made. 2013. Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Studi Kasus Tragedi Kemanusiaan Anggota PKI di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali  dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kontenporer Indonesia). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Volume 3 Nomor 1.

Atmaja, H.T. 2019. Collective Memory and State’s Stigmatization of Ex-Political Prisoners on G-30S in 1965. Journal Of Indonesian Historical Studies, Vol. 3, No. 2, Page 116-124.

Cipto, Bambang. 2002. Dinamika Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin Dan Implikasinya Terhadap Peran Umat Islam Dl Indonesia. Jurnal TARJIH. Volume 3 nomor 1.

Colins, Denis. 2011. Paulo Freire : Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya. Komunitas Apiru dan Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Danuwinata, F. 2008. Paulo Freire : Pendidikan Kaum Tertindas. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Eickhoff, M., Klinken, G., Robinsosn, G. 2017. 1965 Today: Living with the Indonesian Massacres. Journal Of Genoside Research, Vol 9 No 4, Page 449-464.

Farid, Muhammad., dkk. 2018. Fenomenologi : Dalam Penelitian Ilmu Sosial. Prenadamedia Grup. Jakarta.

Giroux, Henry A. 2010. Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the promise of critical pedagogy. Policy Futures in Education. Volume 8 Number 6.

Halili. 2015. Hak Asasi Manusia : Dari Teori Ke Pedagogi. Universitas Negeri Yogyakarta Press. Yogyakarta.

Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian Kualitatif : Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Peneraoan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora. Penerbit Literasi Nusantara. Malang.

Hearman, V. 2013. Under Duress: Suppressing and Recovering Memories of the Indonesian Sixties. Research Gate : Social Transformation Journal, Vol. 1, No. 1, Page 5-25.

Hearman, V. 2017. Contesting Victimhood in the Indonesian Anti-Communist Violence and Its Implications for Justice for the Victims of the 1968 South Blitar Trisula Operation in East Java. Journal Of Genoside Research, Vol 19 No 4, Page 512-529.

Juhari. 2013. Muatan Sosiologi Dalam Pemikiran Filsafat John Locke. Jurnal Al-Bayan. Volume 19 Nomor 27. 

Laksono, P., Kartono, D.T., Demartoto, A. 2015. SUBKULTUR GRUNGE (Analisis Kritis Tentang Konstruksi  Realitas Sosial dan Kesadaran Kritis Musisi Grunge di Kota Surabaya). Jurnal Analisa Sosiologi. Volume 4 Nomor 1, halaman  17 – 31.

Legowo, Sivfian H., Krisnadi, Ignatius., Sumartono, Hendro. 2013. DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA TAHUN 1990-1996. Jurnal PUBLIKA Budaya. Volume 1 Nomor 1, Halaman 16-24.

Luke, Daniel. 2014. Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pascagerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012. Skripsi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Multimedia Nusantara. Tangerang.

Pohlman, A.E. 2016. A Year Of Truth And The Possibilities For Reconciliation In Indonesia. International Association Of Genoside Scholars Journal, Vol 10 No 1 Article 8.

Rahman, Fareza. 2018. Peran Internasional People’s Tribunal 1965 Dalam Upaya Advokasi Korban Peristiwa 1965-1966 Indonesia. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol. 7 No. 2.

Reardon, Sean. 2002. PERISTIWA'65/'66 (PEMBUNUHAN MASSAL PKI). Universitas Muhammadiyah Malang Press kerjasama dengan Australian Consortium for In-country Indonesian Studies.

Ruman, Y.S. 2014. Inklusi Sosial Dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di DKI Jakarta. Jurnal Humaniora, Volume 5 Nomer 1, halaman 113-121.

Salfutra, Reko Dwi. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Volume 12 Nomor 2.

Seodarmo, Runalan., Ginanjar. 2014. PERKEMBANGAN POLITIK PARTAI KOMUNIS INDONESIA (1948-1965). Jurnal Artefak. Volume 2 Nomor 1, halaman 129 – 138.

Shih, Yi-Huang. 2018. Some Critical Thinking on Paulo Freire’s Critical Pedagogy and Its Educational Implications. International Education Studies. Vol. 11, No. 9.

Susanto, A.B. 2007. Pendidikan Penyadaran Paulo Freire. At-Ta’dib. Volume 4 No 1.

Suwirta, Andi. 2018. Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan. Volume 3, Nomor 2.
Utomo, Satriono Priyo. 2016. Suara “Merah” Ibu Kota: Geliat Politik Partai Komunis Indonesia Comite Djakarta Raya. Jurnal Lembaran Sejarah. Volume 12 Nomer 1, halaman 59-72.
Wardaya, Manunggal Kusuma. 2010. Keadilan Bagi yang Berbeda Paham : Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 65. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22 Nomor 1.

Widiatmoko, S., A Fahmi, A. 2017. Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatan Tragedi Nasional 65 Dan Upaya Rekonsiliasi Di Tingkat Daerah. Jurnal Online Universitas Nusantara PGRI Kediri, nomer 30.

Yanti, Fitri. 2017.  Peristiwa G-30-S/Pki Di Balik Penetapan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 1965. Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah. Volume 2 Nomer 2, halaman 33-40.
Yuliarso, Kurniawan K., Prajarto, Nunung. 2005. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia : Menuju Democratic Governances. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 8 Nomor 3.

� sebuah lembaga resmi negara yang harus bertanggung jawab dalam hal penangkapan dan pembasmian orang-orang yang diduga anggota PKI


� Komandan Pasukan Khusus RPKAD (Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat) sebuah pasukan elite yang ditugasi oleh Soeharto untuk menlakukan pengejaran, penumpasan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI dan golongan Kiri/pendukung Soekarno lainnya


� Pembunuhan suatu keturunan tertentu, karena pemberantasan ini tidak hanya pada anggota dan simpatisan saja namun ketidakadilan juga diterima oleh keluarga dan anak-anaknya.


� Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi" / suatu organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus.


� Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.


� Manusia merdeka melakukan praksis atau yang disebut sebagai tindakan dan refleksi atas kehidupannya sehingga dunia dapat selalu berubah. Hidup manusia adalah teori dan praktik, itulah refleksi dan tindakan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah untuk menciptakan suatu revolusi


� KBBI : dipinggirkan


� Selanjutnya akan disebut sebagai Sekber 65 Solo, bukan Surakarta


� Terpisah


� sebuah proses di mana manusia semakin memiliki kesadaran mengenai realitas kehidupannya dan bahwa mereka mampu mengubahnya





2

